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P  U  T  U  S  A  N

NOMOR: 14 /  G /  2010 /  PTUN.JPR.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Jayapura ,  yang  memer iksa ,  

memutus ,  dan  menyelesa i kan  sengketa  Tata  Usaha  Negara  di  

t i ngka t  per tama  dengan  acara  biasa  te lah  menja tuhkan  putusan  

dengan  per t imbangan- per t imbangan  seper t i  te rsebu t  d i  bawah 

in i ,  da lam perkara  anta ra :

YOHANES  SEMUEL  TULASEKET,  Kewarganegaraan   Indones ia ,  

Peker j aan   Wiraswasta ,  bera lamat  Polomo Sentan i  

;  

Selan ju tnya  disebu t  sebaga i  PENGGUGAT  ;  

M e l  a w a n  :

KEPALA    KANTOR    PERTANAHAN     KABUPATEN     JAYAPURA, 

berkedudukan  di  Ja lan  Sentan i - Depapre  Gunung 

Merah  (Komplek  Kanto r  Bupat i  Kabupaten  

Jayapura )  Sentan i  -  Jayapura  ;  

Dalam  hal  in i  d iwak i l i  o leh  MARTINUS DONE, 

S.H. ,  Jabatan  Kepala  Seks i  Sengketa  Konf l i k  dan  

Perkara  Per tanahan ,  ANDI  SURYA BARATA,  S.H. ,  

Jabatan  Kepala  Sub Seks i  Perkara  Per tanahan  dan  

KELEUPAS SUEBU,  S.H. ,  Jabatan  Kepala  Sub Seks i  

Sengketa  Konf l i k  Per tanahan ,  kesemuanya  

berkewarganegaraan  Indones ia ,  peker j aan  Pegawai  

Neger i  Sip i l  pada  Kanto r  Per tanahan  Kabupaten  

Jayapura ,   berkan to r   d i   J l .  Raya  Sentan i  

Depapre ,  Gunung  Merah,  berdasarkan  Sura t  Kuasa  

Khusus   Nomor  :  100.2 - 91/72 /BPN.2010  te r t angga l  

19   Apr i l  2010  ( te r l amp i r  da lam  berkas )  ;  

Selan ju tnya  disebu t  sebaga i  TERGUGAT  ;  
1

Disclaimer
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( Per ser o) , ?. /

2.  PT.   BANK  MANDIRI   (PERSERO) Tbk,  bera lamat  J l .  Jend.  

Gato t  Subro to  Kav  36  -  38  Plaza  Mandi r i  

Jakar ta  ;  

Dalam  hal  in i  d iwak i l i  o leh  :  DEDY TEGUH 

KRISNAWAN, SH,  Jabatan   Depar temen  Li t i g as i   I  

Lega l  Group PT.   Bank Mandi r i

(Perse ro )  Tbk,  ENDANG KUSYANUARSIH,  SH,   Team 

Leader  L i t i g as i     I    Lega l    Group    PT.  

Bank    Mandi r i     (  Persero  )     Tbk,  R.  YODI 

RUSNADI,  SH. ,  Jabatan  Senio r  Manager  pada  

Depar temen  Li t i g as i  I  Lega l  Group  PT.  Bank  

Mandi r i  (Perse ro )  Tbk,  LEONARDUS.  SP Pejaba t  

Bank  DBO Jayapura  PT.  Bank  Mandi r i  (Perse ro )  

Tbk dan SJAIFUL ANWAR SIREGAR,  Pejaba t  Bank RCO 

Jayapura  PT.  Bank  Mandi r i  (Persero )  Tbk,  

berdasarkan  Sura t  Kuasa  Khusus  Nomor  

113/SK.CHC.LGL/2010  te r t angga l  16  September  

2010  ( te r l amp i r  da lam  berkas )  ;

Sebaga i  TERGUGAT  I I  INTERVENSI  1;

3.  PT.  BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA,  berkedudukan  di  J l .A .  

Yani  Nomor.  5- 7  Jayapura  ;  

Dalam hal  in i  d iwak i l i  o leh :  BENEDICTUS RENNY 

SEE,  SH. ,  HAEDAR HUSEIN,  SH. ,  BUDI  WALUYO AJI ,  

SH  dan  ADRIANTO  PUMOMO,  SH Kesemuanya 

Warganegara  Indones ia  Peker j aan  Pegawai  PT.  

Bank  Pembangunan  Daerah  Papua,  berkan to r  d i  

J l .  A.  Yani  Nomor.  5- 7  Jayapura ,  berdasarkan  

Sura t  Kuasa  Nomor  :  04/SK- BPD/ IX /2010 ,  tangga l  

17  September  2010   (  te r l amp i r   da lam 

berkas)  ;  

2
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

DUDI  , ?. /

Sebaga i  TERGUGAT I I  INTERVENSI 2 ;

4.  RONNIE  WIRDAN,   kewarganegaraan   Indones ia ,  peker j aan  

Wiraswasta ,  bera lamat  Ja lan  Jend.  Ahmad  Yani  

RT  01/RW  03,  Kelu rahan  Gurabes i ,  Dis t r i k  

Jayapura  Utara ,  Kota  Jayapura  ;  

Dalam  hal  in i  d iwak i l i  o leh :  SEMI  LATUNUSSA, 

S.H. ,  kewarganegaraan  Indones ia ,  peker j aan  

Advokat /Konsu l t an  Hukum,  bera lamat  di  Ja lan  

Gurabes i ,  Komp.  Aspol  Kloo fkamp  No.  B- 43,  

Dis t r i k  Jayapura  Utara ,  Kota  Jayapura ,  

berdasarkan  Sura t  Kuasa  Khusus  te r t angga l  19  

Oktober  2010  ( te r l amp i r  da lam  berkas )  ;  

Sebaga i  TERGUGAT I I  INTERVENSI 3;

5.  PT.  BANK TABUNGAN NEGARA (Persero)  Tbk,  Berkan to r  Pusat  

d i  Ja lan  Gaja  Mada  No.  1   Jakar ta   Pusat  

da lam  hal   in i   d i   waki l i  o leh

DUDI  Dalam kedudukan  dan  kapas i t asnya  sebaga i  

Pjs  Kepala  CABANG BTN (Perse ro )  Tbk ,  Kantor  

Cabang  JAYAPURA,  bera lamat  Ja lan  Kot i  No.  22 

Jayapura  ;  

Dalam  hal  in i  member ikan  Kuasa  kepada  AZIZ  

NIKIYULUW,  kewarganegaraan  Indones ia ,  

peker j aan  Pegawai  Bank  Tabungan  Negara  

(Perse ro )  Tbk  Cabang  Jayapura ,  bera lamat  

Komplek  Jaya  Asr i  Blok  AB  No.  14  Ent rop  

Jayapura ,  berdasarkan  Sura t  Kuasa  Khusus  

te r t angga l  25  Oktober  2010  ( te r l amp i r  da lam 

berkas)  ;  

Sebaga i  TERGUGAT  I I  INTERVENSI  4  ;  

3

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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-  Tel ah??.

2010, ?. /

6.  PT.   BANK  RAKYAT  INDONESIA  (Persero)    Tbk .  Kantor  

Cabang  Jayapura  bera lamat  di  Ja lan  Jendera l  

Achmad  Yani  No.  82  Jayapura   ;  

Dalam  hal  in i  d iwak i l i  o leh :  PRIYANTO PURWO 

ADI  NUGROHO,  RAMLI  DJUDI  NABA  dan  ANTONIUS 

IRBAWAN  K.P,  kesemuanya  berkewarganegaraan  

Indones ia ,  peker j aan    Pegawai    Bank    Rakyat  

Indones ia    (Perse ro )   Tbk.  Kantor  Cabang  

Jayapura ,  bera lamat  Ja lan  Raya  Abepura  Kota  

Jayapura ,  berdasarkan  Sura t  Kuasa  Khusus  

te r t angga l  01  Nopember  2010  ( te r l amp i r  da lam 

berkas) ;  

Sebaga i  TERGUGAT I I  INTERVENSI 5 ;  

se lan ju t nya  secara  bersama- sama  d i  sebut  

sebaga i  PARA  TERGUGAT  I I  INTERVENSI  ;  

Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  te rsebu t  ;  

- Telah  membaca  dan  memer iksa  berkas  perkara  in i  ;  

- Telah  membaca  Sura t  Penetapan  Ketua  Pengdi l an  Tata  

Usaha  Negara  Jayapura  Nomor  :  14  /  PEN.MH /  2010  /  

PTUN.JPR te r t angga l  14  Apr i l  2010  ten tang  Penetapan  

Penunjukan  Maje l i s  Hakim yang  memer iksa  dan mengadi l i  

perka ra  ;  

- Telah  membaca  Sura t  Penetapan  Ketua  Pengad i l an  Tata  

Usaha  Negara  Jayapura   Nomor  :  14  /  PEN.MH /  2010  /  

PTUN. JPR te r t angga l   04  November

2010  ten tang  Perubahan  Penetapan  Penunjukan  Maje l i s  Hakim 

yang  memer iksa  dan  mengadi l i  perka ra  ;  

4
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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- Telah  membaca  sura t  penetapan  Hakim  Ketua  

Maje l i s  Nomor  :14 /Pen .  PP/TUN/2010/PTUN.  

JPR  te r t angga l  16  Apr i l  2010  ten tang  

Penetapan  Har i  Pemer iksaan  Pers iapan  ;  

- Telah  membaca  sura t  penetapan  Hakim  Ketua  

Maje l i s  Nomor  :  14/Pen .  HS/TUN/2010/  P.TUN.  

JPR.  Ter tangga l  30  Agustus  2010  ten tang  

Penetapan  Har i  Sidang  ;  

- Telah  membaca Penetapan  Hakim Ketua  Maje l i s  

Nomor  :  14/PEN.  HKM/2010/  P.TUN.  JPR.  

Ter tangga l  26  Mei  2010  Penetapan  Tentang  

Atasan  Tergugat  Agar  Memer in tahkan  Tergugat  

Untuk  Menyerahkan  Objek  Sengketa  ;  

- Telah  membaca Penetapan  Hakim Ketua  Maje l i s  

Nomor  :  14/G/2010 /  P.TUN.  JPR.  Ter tangga l  

28  September  2010  Penetapan  Agar  Kakanwi l  

BPN  Prov ins i  Papua  Agar  Memer in tahkan  

Tergugat  Agar  Hadi r  Dalam  Pers idangan  ;  

- Telah  membaca Putusan  Sela  Nomor  14  /  G /

2010/P .TUN.JPR te r t angga l  20 September  2010  

;  

- Telah  membaca Putusan  Sela  Nomor  14  /  G /

2010/P .TUN.JPR  te r t angga l  18  Oktober  2010  

Tentang  PT.  Bank  Mandi r i  (Perse ro )  

Di te tapkan  Sebaga i  Tergugat  I I  In te r vens i  1 

;  

- Telah  membaca Putusan  Sela  Nomor  14  /  G /

2010/P .TUN.JPR  te r t angga l  18  Oktober  2010  

Tentang  PT.  Bank  Pembangunan  Daerah  Papua 

Di te tapkan  Sebaga i  Tergugat  I I  In te r vens i  2 

;  

5

Disclaimer
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-  Tel ah, ?. /

- Telah  membaca  Putusan  Sela  Nomor  14  G /

2010/P .TUN.JPR  te r t angga l  25  Oktober  2010  

Tentang  Ronnie  Wirdan  Di te tapkan  Sebaga i  

Tergugat  I I  In te r vens i  3  ;  

- Telah  membaca  Putusan  Sela  Nomor  14  G /

2010/P .TUN.JPR te r t angga l  01  November  2010  

Tentang  PT.  Bank  Tabungan  Negara  Cabang  

Jayapura  Di te t apkan  Sebaga i  Tergugat  I I  

In te r vens i  4  ;  

- Telah  membaca  Putusan  Sela  Nomor  14  G /

2010/P .TUN.JPR te r t angga l  18  Nopember  2010  

Tentang  PT.  Bank  Rakyat  Indones ia  Cabang 

Jayapura  Di te t apkan  Sebaga i  Tergugat  I I  

In te r vens i  5  ;  

- Telah  memer iksa  sura t - sura t  yang  

bersangku tan  dengan  perkara  in i  dan  

mendengar  kete rangan  saks i - saks i  dar i  kedua  

belah  pihak  di  muka  pers i dangan  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   TENTANG  DUDUK  SENGKETANYA :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  Penggugat  te l ah  mengajukan  gugatan  

te r t angga l  13  Apr i l  2010,  yang  dida f t a r kan  d i  Kepani te r aan  

Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Jayapura  pada  tangga l  14  Apr i l  

2010  da lam Regis te r  Perkara  Nomor:  14 /  G /  2010 /PTUN.JPR,  

dan  te l ah  dipe rba i k i  pada  tangga l  27  Agustus  2010,  yang  is i  

gugatannya  ada lah  sebaga i  ber i ku t  ;  

Bahwa  yang  menjad i  ob jek  gugatan  dalam  perkara  in i  

ada lah  :  

6
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
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7.  Buku, ?. /

I .    Ser t i f i k a t   Hak  Mi l i k   Nomor:  1342/Desa /Ke l .  Hinekombe 

tangga l   31  Desember  2004  dan  Sura t  Ukur  Nomor:  

226/HKB/2004  tangga l  29  Desember  2004,  se luas  5.000  M2.  

atas  nama Ronnie  Wirdan ,  yang  te l ah  d ipecah  menjad i  :  

1. Buku   Tanah  Hak  Mi l i k  Nomor:  2071  /  Desa.Ke l .  

Hinekombe  tangga l  22   Apr i l  2009  dan  Sura t  Ukur  

Nomor:  31/HKB/2009  tangga l  06  Maret  2009,  se luas  208  

M2,  atas  nama  AGUS  KOGOYA  ;  

2. Buku   Tanah   Hak  Mi l i k  Nomor:  2097  /  Desa.Ke l .  

Hinekombe tangga l  22 Apr i l  2009 dan Sura t  Ukur  Nomor:  

57/HKB/2009  tangga l  06  Maret  2009,  se luas  160  M2,  

atas  nama  Tuan  Mustag in  Hak  Tanggungan  PT.  Bank  

Rakyat  Indones ia  di  Jakar ta  ;  

3. Buku   Tanah  Hak  Mi l i k  Nomor:  2098  /  Desa.Ke l .  

Hinekombe tangga l  22 Apr i l  2009 dan Sura t  Ukur  Nomor:  

58/HKB/2009  tangga l  06  Maret  2009,  se luas  160  M2,  

atas  nama  Ronnie  Wirdan  ;  

4. Buku   Tanah   Hak  Mi l i k  Nomor:  2099  /  Desa.  Kel .  

Hinekombe   tangga l   22  Apr i l  2009  dan  Sura t  Ukur  

Nomor:  59/HKB/2009  tangga l  06  Maret  2009,  se luas  160  

M2,  atas  nama  Ronnie  Wirdan  ;  

5. Buku  Tanah  Hak Mi l i k  Nomor:  2100/Desa.Ke l .  Hinekombe 

tangga l  22Apr i l  2009  dan  Sura t  Ukur  Nomor:  

60/HKB/2009  tangga l  06  Maret  2009,  se luas  160  M2,  

atas  nama Edward  Hasudungan  dan  Manik  Siho tang  Hak 

Tanggungan  PT.  Bank  Tabungan  Negara  di  Jakar ta  ;

6. Buku   Tanah   Hak  Mi l i k  Nomor:  2101  /  Desa.Ke l .  

Hinekombe tangga l  22 Apr i l  2009 dan Sura t  Ukur  Nomor:  

61/HKB/2009  tangga l  06  Maret  2009,  se luas  160  M2,  

atas  nama  Ronnie  Wirdan  ;  

7
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7. Buku   Tanah   Hak  Mi l i k  Nomor:  2102  /  Desa.Ke l .  

Hinekombe tangga l  22 Apr i l  2009 dan Sura t  Ukur  Nomor:  

62/HKB/2009  tangga l  06  Maret  2009,  se luas  160  M2,  

atas  nama  Adnan  D.S.  Fl  ;  

8. Buku   Tanah   Hak  Mi l i k  Nomor:  2103  /  Desa.Ke l .  

Hinekombe tangga l  22 Apr i l  2009 dan Sura t  Ukur  Nomor:  

63/HKB/2009  tangga l  06  Maret  2009,  se luas  160  M2,  

atas  nama  Eny  Nuryan t i  ;  

9. Buku  Tanah   Hak  Mi l i k  Nomor:  2104  /  Desa.Ke l .  

Hinekombe tangga l  22 Apr i l  2009 dan Sura t  Ukur  Nomor:  

64/HKB/2009  tangga l  06  Maret  2009,  se luas  160  M2,  

atas  nama Tuan  Dokter  Frans  Hak  Tanggungan  T.  Bank  

Mandi r i  d i  Jakar ta  ;  

10. Buku Tanah Hak Mi l i k  Nomor:  2105/Desa.Ke l .  Hinekombe 

tangga l  22  pr i l  2009  dan  Sura t  Ukur  Nomor:  

65/HKB/2009  tangga l  06  Maret  2009, . se l uas  224  M2,  

atas  nama  Ronnie  Wirdan  ;  

11. Buku Tanah Hak Mi l i k  Nomor:  2106/Desa.Ke l .  Hinekombe 

tangga l  22  Apr i l  2009  dan  Sura t  Ukur  Nomor:  

66/HKB/2009  tangga l  06  Maret  20091  se luas  155  M2,  

atas  nama  Alv in  Abraham  dan  Lynda l l  Maukar  Hak 

Tanggungan  PT.  Bank  Mandi r i  d i  Jakar ta  ;  

12. Buku Tanah Hak Mi l i k  Nomor:  2107/Desa.Ke l .  Hinekombe 

tangga l  22    Apr i l  2009  dan  Sura t  Ukur  Nomor:  

67/HKB/2009  tangga l  06  Maret  2009,  se luas  165  M2,  

atas  nama  Ronnie  Wirdan  ;  

13. Buku Tanah Hak Mi l i k  Nomor:  2108/Desa.Ke l .  Hinekombe 

tangga l  22  Apr i l  2009  dan  Sura t  Ukur  Nomor:  

68/HKB/2009  tangga l  06  Maret  2009,  se luas  165  M2,  

8
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I I  Ser t i f i kat , ?. /

atas  nama  Ronnie  Wirdan  ;  

14. Buku   Tanah   Hak   Mi l i k  Nomor:  2109/Desa .Ke l .  

Hinekombe tangga l  22 Apr i l  2009 dan Sura t  Ukur  Nomor:  

69/HKB/2009  tangga l  06  Maret  2009,  se luas  174  M2,  

atas  nama Tuan  Tanj t e  Kissya  Hak Tanggungan  PT.  Bank  

Tabungan  Negara  di  Jakar ta  ;  

15. Buku Tanah Hak Mi l i k  Nomor:  2110/Desa.Ke l .  Hinekombe 

tangga l  22  Apr i l  2009  dan  Sura t  Ukur  Nomor:  

70/HKB/2009  tangga l  06  Maret  2009,  se luas  165  M2,  

atas  nama  Ronnie  Wirdan  ;  

16. Buku Tanah Hak Mi l i k  Nomor:  2111/Desa.Ke l .  Hinekombe 

tangga l  22  Apr i l  2009  dan  Sura t  Ukur  Nomor:  

71/HKB/2009  tangga l  06  Maret  2009,  se luas  165  M2,  

atas  nama  Ronnie  Wirdan  ;  

17. Buku Tanah Hak Mi l i k  Nomor:  2112/Desa.Ke l .  Hinekombe 

tangga l  22Apr i l  2009  dan  Sura t  Ukur  Nomor:  

72/HKB/2009  tangga l  06  Maret  2009,  se luas  165  M2,  

atas  nama  Ronnie  Wirdan  ;  

I I .   Ser t i f i k a t   Hak  Mi l i k  Nomor:  1355 /Desa /Ke l .  Hinekombe 

tangga l   31  Desember  2004  dan  Sura t  Ukur  Nomor:  

225/HKB/2004  tangga l  29  Desember  2004,  se luas  5.000  M2 

atas  nama Ronnie  Wirdan ,  yang  te lah  d ipecah  menjad i   :  

1. Buku  Tanah  Hak Mi l i k  Nomor:  1779/Desa.Ke l .  Hinekombe 

tangga l  07  Desember  2007  dan  Sura t  Ukur  Nomor:  

75/HKB/2007  tangga l  14  November  2007  se luas  82  M2 

atas  nama  JONI  WAHYUDI  ;
9
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2. Buku   Tanah   Hak   Mi l i k  Nomor:  1780  atas  nama Ny.  

Masr i yah  ( fo t okop i  buku  tanah  belum  ada)  ;  

3. Buku   Tanah   Hak Mi l i k  Nomor:  1781  atas   nama Rabi t  

( fo t okop i  buku  tanah  belum  ada)  ;  

4. Buku   Tanah   Hak  Mi l i k   Nomor:  1782  atas  nama  Ny.  

Aty  Bau  ( fo t okop i  buku  tanah  belum  ada)  ;  

5. Buku   Tanah   Hak  Mi l i k   Nomor:  1783  atas   nama Ny.  

Nawat i  ( fo t okop i  buku  tanah  be lum  ada)  ;  

6. Buku  Tanah  Hak Mi l i k  Nomor:  1784/Desa.Ke l .  Hinekombe 

tangga l  07  Desember  2007  dan  Sura t  Ukur  Nomor:  

80/HKB/2007  tangga l  14  November  2007  se luas  82  M2 

atas  nama Haj i  Saparudd in  Hak Tanggungan  di  PT.  Bank  

Tabungan  Negara  di  Jakar t a ;

7. Buku  Tanah  hak  Mi l i k  Nomor:  1785  atas  nama Ny.  Sr i  

Nings ih  ( fo t okop i  buku  tanah  belum  ada) ;

8. Buku  Tanah  Hak Mi l i k  Nomor:  2072/Desa.Ke l .  Hinekombe 

tangga l  22  Apr i l  2009  dan  Sura t  Ukur  Nomor:  

32/HKB/2007  tangga l  06  Maret  2009,  se luas  81 M2 atas  

nama Susanto  Hak Tanggungan  Pt .  Bank  Tabungan  Negara  

di  Jakar ta ;

9. Buku  Tanah  Hak Mi l i k  Nomor:  2073/Desa.Ke l .  Hinekombe 

tangga l  22  Apr i l  2009  dan  Sura t  Ukur  Nomor:  

33/HKB/2007  tangga l  03  Maret  2009  se luas  108  M2 atas  

nama Resbe l t a .  NS Hak Tanggungan  PT.  Bank Pembangunan  

Daerah  Papua  di  Jayapura ;

10. Buku Tanah Hak Mi l l k  Nomor:  2074/Desa.Ke l .  Hinekombe 

tangga l  22  Apr i l  2009  dan  Sura t  Ukur  Nomor:  

34/HKB/2007 '  tangga l  03 Maret  2009 se luas  135 M2 atas  

nama Yan Bonay,  SH Hak Tanggungan  PT.  Bank  Tabungan  

10
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12 Buku, ?. /

Negara  di  Jakar t a ;

11. Buku Tanah Hak Mi l i k  Nomor:  2075/Desa.Ke l .  Hinekombe 

tangga l  22  Apr i l  2009  dan  Sura t  Ukur  Nomor:  

35/HKB/2007  tangga l  03  Maret  2009  se luas  81  M2 atas  

nama Ny.  Minars i h  Hak  Tanggungan  FT.  Bank  Tabungan  

Negara  di  Jakar tA  ;

12. Buku Tanah Hak Mi l i k  Nomor:  2076/Desa.Ke l .  Hinekombe 

tangga l  22  Apr i l  2009  dan  Sura t  Ukur  Nomor:  

36/HKB/2007  tangga l  03  Maret  2009  se luas  81  M2 atas  

nama  Yul i t a  Gebze  ;  

13. Buku Tanah Hak Mi l i k  Nomor:  2077/Desa.Ke l .  Hinekombe 

tangga l  22  Apr i l  2009  dan  Sura t  Ukur  Nomor:  

37/HKB/2007  tangga l  03  Maret  2009  se luas  135  M2 atas  

nama  Fauzy  ;  

14. Buku Tanah Hak Mi l i k  Nomor:  2078/Desa.Ke l .  Hinekombe 

tangga l  22  Apr i l  2009  dan  Sura t  Ukur  Nomor:  

38/HKB/2007  tangga l  03  Maret  2009  se luas  135  M2 atas  

nama  Ny.  Dewi  ;

15. Buku Tanah Hak Mi l i k  Nomor:  2079/Desa.Ke l .  Hinekombe 

tangga l  22  Apr i l  2009  dan  Sura t  Ukur  Nomor:  

39/HKB/2007  tangga l  06  Maret  2009  se luas  81  M2 atas  

nama  Ronnie  Wirdan ;

16. Buku Tanah Hak Mi l i k  Nomor:  2080/Desa.Ke l .  Hinekombe 

tangga l  22  Apr i l  2009  dan  Sura t  Ukur  Nomor:  

40/HKBI2007  tangga l  06  Maret  2009  se luas  81  M2 atas  

nama  Ronnie  Wirdan ;

17. Buku Tanah Hak Mi l i k  Nomor:  2081/Desa.Ke l .  Hinekombe 

11
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sel uas, ?. /

tangga l  22  Apr i l  2009  dan  Sura t  Ukur  Nomor:  

41/HKB/2007  tangga l  06  Maret  2009  se luas  81  M2 atas  

nama  Ronnie  Wirdan ;

18. Buku Tanah Hak Mi l l k  Nomor:  2082/Desa.Ke l .  Hinekombe 

tangga l  22  Apr i l  2009  dan  Sura t  Ukur  Nomor:  

42/HKB/2007  tangga l  06  Maret  2009  se luas  81  M2 atas  

nama  Ronnie  Wirdan ;

19. Buku Tanah Hak Mi l i k  Nomor:  2083/Desa.Ke l .  Hinekombe 

tangga l  22  Apr i l  2009  dan  Sura t  Ukur  Nomor:  

43/HKB/2007  tangga l  06  Maret  2009  se luas  81  M2 atas  

nama Ronnie  Wirdan  ( fo t okop i  buku  tanah  be lum ada) ;

20. Buku Tanah Hak Mi l i k  Nomor:  2084/Desa.Ke l .  Hinekombe 

tangga l  22  Apr i l  2009  dan  Sura t  Ukur  Nomor:  

44/HKB/2007  tangga l  06  Maret  2009  se luas  81  M2 atas  

nama Yusuf  F Hak Tanggungan  PT.  Bank Rakyat  Indones ia  

di  Jakar ta ;

21. Buku Tanah Hak Mi l i k  Nomor:  2085/Desa.Ke l .  Hinekombe 

tangga l  22  Apr i l  2009  dan  Sura t  Ukur  Nomor:  

45/HKB/2007  tangga l  06  Maret  2009  se luas  81  M2 atas  

nama  Ronnie  Wirdan ;

22. Buku Tanah Hak Mi l i k  Nomor:  2086/Desa.Ke l .  Hinekombe 

tangga l  22  Apr i l  2009  dan  Sura t  Ukur  Nomor:  

46/HKB/2007  tangga l  06  Maret  2009  se luas  81  M2 atas  

nama  Ronnie  Wirdan ;

23. Buku Tanah Hak Mi l i k  Nomor:  2087/Desa.Ke l .  Hinekombe 

tangga l  22  Apr i l  2009  dan  Sura t  Ukur  Nomor:  

47/HKB/2007  tangga l  06 Maret  2009 

12
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se luas  81  M2  atas  nama  Hotner  J.  Siahaan;

24. Buku Tanah Hak Mi l i k  Nomor:  2088/Desa.Ke l .  Hinekombe 

tangga l  22  Apr i l  2009  dan  Sura t  Ukur  Nomor:  

48/HKB/2007  tangga l  06  Maret  2009  se luas  81  M2 atas  

nama Umar Hak Tanggungan  PT.  Bank Rakyat  Indones ia  d i  

Jakar ta  ;  

25. Buku Tanah Hak Mi l i k  Nomor:  2089/Desa.Ke l .  Hinekombe 

tangga l  22  Apr i l  2009  dan  Sura t  Ukur  Nomor:  

49/HKB/2007  tangga l  06  Maret  2009  se luas  135  M2 atas  

nama  Ronnie  Wirdan ;

26. Buku Tanah Hak Mi l i k  Nomor:  2090/Desa.Ke l .  Hinekombe 

tangga l  22  Apr i l  2009  dan.Sura t  Ukur  Nomor:  

SO/HKB/2007  tangga l  06  Maret  2009  se luas  135  M2 atas  

nama  Yul i an to ro  Yogo  Pras towo;

27. Buku Tanah Hak Mi l i k  Nomor:  2091/Desa.Ke l .  Hinekombe 

tangga l  22  Apr i l  2009  dan  Sura t  Ukur  Nomor:  

51/HKB/2007  tangga l  06  Maret  2009  se luas  135  M2 atas  

nama  Ny. -  L is t i a na  Tr ias r i n i ;

28. Buku Tanah Hak Mi l i k  Nomor:  2092/Desa.Ke l .  Hinekombe 

tangga l  22  Apr i l  2009  dan  Sura t  Ukur  Nomor:  

52/HKB/2007  tangga l  06  Maret  2009  se luas  135  M2 atas  

nama  Ronnie  Wirdan ;

29. Buku Tanah Hak Mi l i k  Nomor:  2093/Desa.Ke l .  Hinekombe 

tangga l  22  Apr i l  2009  dan  Sura t  Ukur  Nomor:  

53/HKB/2007  tangga l  06  Maret  2009  se luas  135  M2 atas  

nama Evemy Simon  Hak Tanggungan  PT.  Bank  Mandi r i  d i  

Jakar ta ;

30. Buku Tanah Hak Mi l i k  Nomor:  2094/Desa.Ke l .  Hinekombe 

tangga l  22  Apr i l  2009  dan  Sura t  Ukur  Nomor:  

54/HKB/2007  tangga l  06  Maret  2009  se luas  135  M2 atas  

nama  Abdul  Rahman  Hak  Tanggungan  PT.Bank  Tabungan  

13
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35.  Buku, ?. /

Negara  di  Jakar t a ;

31. Buku Tanah Hak Mi l i k  Nomor:  2095/Desa.Ke l .  Hinekombe 

tangga l  22  Apr i l  2009  dan  Sura t  Ukur  Nomor:  

55/HKB/2007  tangga l  06  Maret  2009  se luas  135  M2 atas  

nama  Ronnie  Wirdan ;

32. Buku Tanah Hak Mi l i k  Nomor:  2096/Desa.Ke l .  Hinekombe 

tangga l  22  Apr i l  2009  dan  Sura t  Ukur  Nomor:  

56/HKB/2007  tangga l  06  Maret  2009  se luas  173  M2 atas  

nama  Eko  Bin to ro ;

33. Buku Tanah Hak Mi l i k  Nomor:  1947/Desa.K61 .  Hinekombe 

tangga l  20  Agustus  2008  dan  Sura t  Ukur  Nomor:  

154/HKB/2007  tangga l  03  Ju l i  2008  se luas  81  M2 atas  

nama  Subagyo;

34. Buku Tanah Hak Mi l i k  Nomor:  1948/Desa.Ke l .  Hinekombe 

tangga l  20  Agustus  2008  dan  Sur - at  Ukur  Nomor:  

155/HKB/2007  tangga l  03  Jun i  2008  se luas  81  M2 atas  

nama Sukat i  Hak Tanggungan  PIT.  Bank  Tabungan  Negara  

di  Jakar ta ;

35. Buku Tanah Hak Mi l i k  Nomor:  1949/Desa.Ke l .  Hinekombe 

tangga l  20  Agustus  2008  dan  Sura t  Ukur  Nomor:  

156/HKB/2007  tangga l  03  Ju l i  2008  se luas  81  M2 atas  

nama  Rukayah  ;  

Dasar  Gugatan :  

1. Bahwa   Penggugat  baru  mengetahu i  adanya  obyek  

sengketa  pada  saat  pemer iksaan  pers i apan  tangga l  2 

Agustus  2010  di  PTUN Jayapura .  Sehingga  gugatan  

masih  da lam  tenggang  waktu  90  har i  dan  sesua l  

dengan  keten tuan  pasa l  55  Undang- Undang  Nomor:  51 

Tahun  2009  ten tang   Perubahan  Kedua  Atas  

Undang- Undang  Nomor:  5  Tahun  1986  Tentang  

14
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Perad i l an  Tata  Usaha  Negara  ;  

2. Bahwa   oleh   karena   obyek  sengketa  d i t e rb i t k an  

dia tas  tanah  hak  mi l i k  Penggugat  maka sesua i  dengan  

keten tuan  pasa l  53  ayat  (1 )  Undang- Undang  Nomor  9 

Tahun  2004  sebaga imana  te l ah  diubah  dan  di tambah  

dengan  keten tuan  Undang- Undang  Nomor:  51 tahun  2009  

Tentang  Perubahan  Kedua Atas  Undang- Undang Nomor:  5 

Tahun  1986  Tentang  Perad i l an  Tata  Usaha  Negara  

ada lah  orang  yang  dapat  mengajukan  gugatan  sengketa  

Tata  Usaha  Negara  dalam  perkara  in i  karena  

Penggugat  mempunyai  kepent i ngan  yang  di l i n dung i  

o leh  hukum  ;

3. Bahwa  penerb i t an  obyek  sengketa  te l ah  melanggar  

Pera tu ran  Pemer in tah  Nomor:  24  Tahun  1997  ten tang  

Pendaf ta ran  Tanah  dan  melanggar  Asas- Asas  Umum 

Pemer in tahan  Yang  Baik ,  sebaga imana  dimaksudkan  

dalam  keten tuan  Pasa l  53  ayat  (1 )  Undang- Undang 

Nomor:  9  Tahun  2004  Jo  Undang- Undang  Nomor:  51 

Tahun  2009  Tentang  Perubahan  Kedua  Atas  

Undang- Undang  Nomor:  5 tahun  1986  Tentang  Perad i l an  

Tata  Usaha  Negara ;

Alasan- alasan  gugatan  :  

Adapun  yang  menjad i  a lasan  d ia j ukan  gugatan  in i  o leh  

Penggugat  ada lah  sebaga i  ber i ku t  :

1. Bahwa  Penggugat  mempunya i  seb idang  tanah  se luas  

10.000  M2 yang  te r l e t a k  di  Desa/Ke lu rahan  Hinekombe 

Kecamatan  Sentan i ,  Kabupaten  Jayapura  dengan  

batas - batas  sebaga i  ber i ku t  :  

Utara  :  Berbatasan  dengan  sebag ian  David  Tulaseke t  dan  

sebag iannya  dengan  Penggugat  ;  

Bara t    

:   Berbatasan  dengan  Yafe t  Tulaseke t  ;
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2.  Bahwa, ?. /

Sela tan  :   Berba tasan  dengan  Komplek  Stak in ;

Timur    :   Berba tasan  dengan  ja l an  Stak in  ;

2. Bahwa pada  tahun  1962  bapak  Heint je  Tulaseket  ayah  

kandung  Penggugat  membel i  tanah  se luas  60.000  M2 

(enam  puluh  r ibu  meter  perseg i )  ber i ku t  rumah  dan  

barang - barang  dar i  S.M.  Jalhay  Sr.  Seharga  f2OOO (dua  

r i bu  Golden)  dan  lunas  d ibayar  ( te r l amp i r  fo tokop i  

sura t  kete rangan  bermate ra i  dar i  S.M.Ja l lhay  Sr  dan 

fo tokop i  sura t  kete rangan  Anton  Fel l e  sebaga i  

Ondofo lo  Yahim  merangkap  kepa la  kampung  Polomo;

3. Bahwa tanah  te rsebu t  adalah  tanah  yang  d i j ua l  Anton 

Fel le  Ondofo lo  yang  merangkap  Kepala  Kampung  Polomo 

kepada  Mulder  seharga  f150  (se ra tus  l ima  puluh  

gulden)  sete lah  i t u  dengan  peran ta raan  Anton  Fel le  

tanah  te rsebu t  d ise rahkan  kepada  JaI lhay  dimana 

kemudian  oleh  3alhay  tanah  beser ta  rumah  dan 

barang - barang  d i j ua l  kepada  Bapak  Heint je  Tulase lke t  

ayah  kandung  Penggugat .  Bahwa  pada  tangga l  26 

Februar l  1962  Bapak  Heint je  Tulaseket  membayar  

penga juan  permohonan  pengukuran  tanah  kepada  Kadaster  

en Kaarter ing  Hol landia  sebesar  f75  ( tu j uh  puluh  l ima  

golden)  dan.o leh  Kadaste r  en  Kaar te r l ng  Holand la  

dike lua r kan lah  Afshcr i f t - Schetskaar t en  No.  113 /  1952  

- 114/1952  Schaal  + 1:350  ( fo t okop i  te r l amp i r )  ;

4. Bahwa  Bapak   Heint je   Tulaseket    meningga l    dunia  

pada    tahun    1974  dimana  secara  otomat i s  hak  war i s  

atas  tanah  mi l i k  d imaksud  menjad i  mi l i k  pewar i s  yang  

te rd i r i  dar i  4  orang  anak  ya i t u  :  
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1.  Yohanes  Tulaseke t ;

2.  Yafe t  Tulaseke t  ;

3.  David  Tulaseke t  (a lmarhum) ;

4.  Yusuf  Tulaseke t  ;

5. Bahwa  tanah  obyek  perkara  ada lah  tanah  war l san  yang  

pemi l i k nya  ada lah  berdasarkan  mufaka t  d ian ta ra  ahl i  

war i s  dan  dengan  res tu  lbu  kandung  Penggugat ;

6. Bahwa  pada  Tangga l   9   Maret  1986   Kantor   Agrar i a  

Jayapura   te l ah   pernah  mengadakan  pengkap l i ngan  tanah  

atas  nama ke luarga  besar  TULASEKET untuk  peser ta  Prona  

tahun  1986/1987  ( te r l amp i r  fo to  copy  peta  s i t uas i )  ;

7. Bahwa  Dewan  Adat  Suku  Sentan i  Wi layah  Tabi  Papua,  

mengeluarkan  Rekomendas i  yang  menguatkan  pemi l i k an  hak  

tanah  di  lokas i  RW. IV  Polomo

Kelu rahan  Hinekombe  Dis t r i k  Sentan i  Tengah  adalah  

Penggugat  ( te r l amp i r  fo to  copy  Rekomendas i  No.  

022/DASS/VI I I / 2 010 ) ;  

8. Per lu  d ike tahu i  bahwa se lama in i  dan bahkan.  sampal  har l  

in i  Penggugat l ah  yang  menyeto r /membayar  waj ib  pa jak  PBB 

( te r l amp i r  fo tocopy  Pembayaran  PBB  16  Jun i  2010) ;

9. Bahwa pada  tangga l  15  Ju l i  2002  Hendr iek  Fel l e  Ondofo lo  

Yahim  se laku  pemi l i k  atas  seb idang  tanah  bekas  adat  

te lah  mengika t  d in  da lam  pemyataan  pelepasan  hak  atas  

bekas  tanah  adat  yang  te l ah  diu ra l kan  dida lam  pernya taan  

penguasaan  seb idang  tanah  (sporad i c )  untuk  melengkap  

pelepasan  hak  kepada  Yohanes  Tulaseke t  (Penggugat )  

dengan saks i - saks i  :
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12.  Bahwa, ?. /

1.  Yos  Pangka l l ,  SH,  CN  yo  Ondofo lo  Yahim- Yobeh;

2.  Paulus  Fel l e ,  kepa la  suku  Yahim;

3.  Lewi  Fel l e  kepa la  suku  Yahim;

4.  Yul lanus  Fel l e  kepa la  suku  yah im;

5.  David  Fel l e  pihak  ke lua rga ;

6.  Dar ius  Fel l e  plhak  ke luarga ;

Yang di t anda tangan i  d idepan  Lurah  Hinekombe Markus  Kalem 

Nip .  010131679  dan  dengan  dike tahu i  o leh  Camat  Sentan i  

Drs .  Chr i s  Kores  Tokoro  Nip .  010225919  ;

10. Bahwa  pada  tangga l  19  September  2002  Penggugat  

mengajukan  permohonan  ser t i f i k a t  atas  tanah  obyek  

sengketa  dan  oleh  Tergugat  d imin takan  penyeto ran  biaya  

sebesar  Rp.  1.870 .000 , -  dan  se lan ju tn ya  blaya  pengukuran  

dan  penerb i t an   ser t i f i k a t   sebesar   Rp.  1.979 .900 , -  

dan   sampai   saat   in i   Tergugat  be lum  melakukan  

pengukuran  apalag i  menerb i t k an  ser t i f i k a t  yang  dimohon  

te rsebu t  ;  

11.  

Bahwa oleh  karena  te r l a l u  lama Penggugat  menunggu  proses  

ser t i f i k a t  atas  tanah ,  maka  pada  tangga l  16  Februar i  

2010  Penggugat  datang  ke  Kanto r  Per tanahan  kabupaten  

Jayapura  untuk  menanyakan  persoa lan  penga juan  ser t i f i k a t  

dar i  tahun  2002  te rsebu t ,  namun  amat  disayangkan  

in f o rmas i  yang  Penggugat  te r ima  dar l  Kanto r  Tergugat  

bahwa d ia tas  tanah  yang  dimohonkan  te rsebu t  te l ah  te rb i t  

dua  ser t i f i k a t  yang  saat  in i  menjad i  obyek  sengketa  ;

12.  
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Bahwa Penggugat  meragukan  keabsahan  dua  obyek  sengketa  

te rsebu t  karena  Penggugat  sudah  melakukan  penga juan  

permohonan  penerb i t an  ser t i f i k a t  atas  tanah  te rsebu t  

tahun  2002,  namun ser t i f i l k a t  obyek  sengke ta  di t e r b i t k an  

pada  akh i r  tahun  2004,  yang  mana  kepemi l i k an  atas  

ser t i f i k a t  te r sebu t  bukan  atas  nama  Penggugat ,  namun 

atas  nama orang  la i n .  Bahwa se la i n  i t u  setahu  Penggugat  

tanah - tanah  yang  te lah  dise r t i f l k a t k an  (Obyek  sengketa )  

merupakan  sebag ian  tanah  mi l i k  ayah  Penggugat  (awalnya  

se luas  60.000  M2)  yang  te lah  diwar i s kan  kepada  ah l i  

war l s  ya l t u  seper t i  te rsebu t  da lam  po in t  angka  4 

te rsebu t  d ia tas ,  dan  te l ah  pula  dibag i  penguasaan  dan  

kepemi l i k annya  atas  musyawarah  ke luarga  dan  Penggugat  

mendapatkan  tanah  yang  menjad i  obyek  sengketa  te rsebu t  ;

13.  

Bahwa  dalam  penerb i t an  obyek  sengketa  Penggugat  

mencur iga l  adanya  konsp i r as i  anta ra  pemegang  hak  

Ser t i f i k a t  Induk  obyek  sengketa  dengan  Tergugat ,  d imana  

ser t i f i k a t  yang  di te r b i t k an  t i dak  mengacu  pada  Pera tu ran  

Pemer in tah  Nomor  :  24  Tahun  1997  ten tang  Pendaf ta ran  

Tanah,  namun  je l as - je l as  adalah  rekayasa  admin is t r a s i  

yang  dibua t  secara  rap i  dan  rekayasa  te rsebu t  je l as  

te r l i h a t  dar l  ha l - ha l  sebaga l  ber i ku t :

 Data  f i s i k  dan  data  yur i d i s  t i dak  akura t  yang  mana 

data  f i s i k  te r sebu t  t i dak  didasarkan  pada  penguasaan  

tanah  secara  sah  dan  data  yur i d i s nya  mengaba ikan  

unsur - unsur   da lam pera tu ran  pelaksanaannya ;

 Sta tus  tanah  t i dak  je l as  dimana  dalam obyek  sengketa  

mencantumkan  pember ian  hak,  bahwa di  Papua  khususnya  

di  Kabupaten  Jayapura  masih  mengaku i  adanya  

penguasaan  hak  ulaya t  seh ingga  penerb i t an  obyek  

sengketa  yang  dibe r i k an  berdasarkan  "pember ian  hak"  

merupakan  penye lundupan  hukum  yang  di l akukan  oleh  

Tergugat ;
19
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sengket a, ?. /

 Bahwa Penggugat  t i dak  pemah mel iha t  adanya  pengukuran  

yang  di l akukan  oleh  Tergugat  atas  tanah  yang  

di t e rb i t k an  ser t i f i k a t  Induk  obyek  sengketa  dan  juga  

tanda  tangan  batas  tanah  t i dak  pemah di tanda tangan i  

o leh  saudara  kandung  Penggugat  David  Tulaseke t  dan  

Yafe t  Tulaseke t  yang  mempunya i  b idang  tanah  yang  

bersebe lahan  dengan  ser t i f i k a t  induk  obyek  sengketa .  

Hal  l t u  je l as - je l as  ber ten tangan  dengan  Pasal  18 ayat  

(1 )  PP Nomor  24 tahun  1997 ten tang  pendaf ta ran  tanah ;  

 Bahwa Tergugat  t i dak  pemah mengumumkan per iha l  akan  

di t e rb i t k annya  ser t i f i k a t  obyek  sengketa ,  j i k a  ha l  

in i  d i l akukan  maka ten tunya    Penggugat    mengajukan  

kebera tan   atas   penerb i t an   obyek

sengketa  te rsebu t .  Hal  i t u  ber ten tangan  dengan  Pasa l  

26 Ayat  (1 )  Pera tu ran  Pemer in tah  Nomor 24 Tahun 1997;

 Bahwa  penerb i t an  obyek  sengketa  te rsebu t  yang  

di l akukan  oleh  Tergugat  te rkesan  sangat  ins tan ,  o leh  

karenanya  Penggugat  sangat  meragukannya ;

14. Bahwa dar i  apa  yang  diu ra i kan  pada  angka  10  te rsebu t  

d ia tas ,  maka  Terguga t  te l ah  melanggar  keten tuan  Pasa l  

53  ayat  (  2)  huru f  (a )  dan  (b )  Undang - Undang  Nomor  51 

Tahun  2009  ten tang  " "Perubahan  Kedua Atas  Undang - Undang 

Nomor  5 tahun  1986 ten tang  Perad i l an  Tata  Usaha Negara"  

ya l t u  te l ah  melakukan  kesa lahan  prosedur  maupun ket i dak  

cermatan  dalam menentukan  substans inya ,  d imana  Terguga t  

te lah  melanggar  keten tuan  da lam  Pasa l  18  ayat  (1 )  dan  

Pasa l  26  Ayat  (1 )  da lam Pera tu ran  Pemer in tah  Nomor:  24 

tahun  1997  ten tang  Pendaf ta ran  Tanah,  dan  te l ah  pu la  

melanggar  Azas - Azas  Umum  Pemer in tahan  Yang  Baik  

Khususnya  "asas  kete rbukaan"  dan ' " asas  akuntab i l i t a s . "  

;  

15. Bahwa  berdasarkan  pasa l  67  U.U.R.1  No.  5  Tahun  1986  

ten tang  Perad i l an  Tata  Usaha Negara ,  mengatakan  bahwa:  
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2.  Buku, ?. /

Ayat  2:  "Penggugat  dapat  mengajukan  permohonan  agar  
pe laksanaan  keputusan  Tata  Usaha  Negara  l t u  
DITUNDA  se lama  pemer iksaan  Sengketa  Tata  Usaha 
Negara  sedang  ber ja l an  sampai  ada  Putusan  
Pengad i l an  yang  mempero leh  kekua tan  HUKUM TIETAP" 
dan,

Ayat   3

: "Permohonan  sebaga imana  dimaksud  dalam  ayat  (2 )  
dapat  dia jukan  seka l i gus  da lam  gugatan  dan  dapat  
d ipu tus  te r l eb i h  dahu lu  dar i  pokok  sengketanya"  ;

Dengan  demik ian  oleh  karena  Penggugat  merasa  sangat  

d i rug i kan  j i ka  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  yang  diguga t  

saat  in i  te tap  di l aksanakan  perkenaan  :  Yth .  Bapak  Ketua  

PTUN Jayapura  Cq.  Maje l i s  Hakim  yang  menangan i  perkara  

in i  menja tuhkan  “Penetapan  Penundaan"  dan  menyatakan  

bahwa  :  

I . Ser t i f i k a t   Hak   Mi l i k   Nomor:  

1342/Desa/Ke l .  Hinekombe   tangga l   31  

Desember  2004  dan  Sura t  Ukur  Nomor:  

226/HKB/2004  tangga l  29  Desember  2004,  

se luas  5.000  M2.  atas  nama Ronnie  Wirdan,  

yang  te l ah  dipecah  menjad i  :  

1. Buku   Tanah  Hak  Mi l i k  Nomor:  2071  /  Desa.Ke l .  

Hinekombe tangga l  22  Apr i l  2009 dan Sura t  Ukur  Nomor:  

31/HKB/2009  tangga l  06 Maret  2009,  se luas  208 M2,  atas  

nama  AGUS  KOGOYA  ;  

2. Buku   Tanah   Hak  Mi l i k  Nomor:  2097  /  Desa.Ke l .  

Hinekombe tangga l  22  Apr i l  2009  dan  Sura t  Ukur  Nomor:  

57/HKB/2009  tangga l  06 Maret  2009,  se luas  160 M2,  atas  

nama  Tuan  Mustag in  Hak  Tanggungan  PT.  Bank  Rakyat  
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Indones ia  di  Jakar t a  ;  

3. Buku   Tanah  Hak  Mi l i k  Nomor:  2098  /  Desa.Ke l .  

Hinekombe tangga l  22  Apr i l  2009  dan  Sura t  Ukur  Nomor:  

58/HKB/2009  tangga l  06 Maret  2009,  se luas  160 M2,  atas  

nama  Ronnie  Wirdan  ;  

4. Buku   Tanah   Hak  Mi l i k  Nomor:  2099  /  Desa.  Kel .  

Hinekombe   tangga l   22  Apr i l  2009  dan  Sura t  Ukur  

Nomor:  59/HKB/2009  tangga l  06  Maret  2009,  se luas  160  

M2,  atas  nama  Ronnie  Wirdan  ;  

5. Buku  Tanah  Hak  Mi l i k  Nomor:  2100/Desa.Ke l .  Hinekombe 

tangga l  22Apr i l  2009 dan Sura t  Ukur  Nomor:  60/HKB/2009  

tangga l  06 Maret  2009,  se luas  160 M2,  atas  nama Edward  

Hasudungan  dan  Manik  Siho tang  Hak Tanggungan  PT.  Bank  

Tabungan  Negara  di  Jakar ta  ;

6. Buku   Tanah   Hak  Mi l i k  Nomor:  2101  /  Desa.Ke l .  

Hinekombe tangga l  22  Apr i l  2009  dan  Sura t  Ukur  Nomor:  

61/HKB/2009  tangga l  06 Maret  2009,  se luas  160 M2,  atas  

nama  Ronnie  Wirdan  ;  

7. Buku   Tanah   Hak  Mi l i k  Nomor:  2102  /  Desa.Ke l .  

Hinekombe tangga l  22  Apr i l  2009  dan  Sura t  Ukur  Nomor:  

62/HKB/2009  tangga l  06 Maret  2009,  se luas  160 M2,  atas  

nama  Adnan  D.S.  Fl  ;  

8. Buku   Tanah   Hak  Mi l i k  Nomor:  2103  /  Desa.Ke l .  

Hinekombe tangga l  22  Apr i l  2009  dan  Sura t  Ukur  Nomor:  

63/HKB/2009  tangga l  06 Maret  2009,  se luas  160 M2,  atas  

nama  Eny  Nuryant i  ;  

9. Buku  Tanah   Hak  Mi l i k  Nomor:  2104  /  Desa.Ke l .  

Hinekombe tangga l  22  Apr i l  2009  dan  Sura t  Ukur  Nomor:  

64/HKB/2009  tangga l  06 Maret  2009,  se luas  160 M2,  atas  

nama Tuan  Dokter  Frans  Hak Tanggungan  T.  Bank  Mandi r i  

d i  Jakar ta  ;  
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13.  Buku, ?. /

10. Buku  Tanah  Hak  Mi l i k  Nomor:  2105/Desa.Ke l .  Hinekombe 

tangga l  22 pr i l  2009 dan Sura t  Ukur  Nomor:  65/HKB/2009  

tangga l  06 Maret  2009, . se l uas  224 M2,  atas  nama Ronnie  

Wirdan  ;  

11. Buku  Tanah  Hak  Mi l i k  Nomor:  2106/Desa.Ke l .  Hinekombe 

tangga l  22  Apr i l  2009  dan  Sura t  Ukur  Nomor:  

66/HKB/2009  tangga l  06 Maret  20091  se luas  155 M2,  atas  

nama Alv in  Abraham dan  Lynda l l  Maukar  Hak  Tanggungan  

PT.  Bank  Mandi r i  d i  Jakar ta  ;  

12. Buku  Tanah  Hak  Mi l i k  Nomor:  2107/Desa.Ke l .  Hinekombe 

tangga l  22    Apr i l  2009  dan  Sura t  Ukur  Nomor:  

67/HKB/2009  tangga l  06 Maret  2009,  se luas  165 M2,  atas  

nama  Ronnie  Wirdan  ;  

13. Buku  Tanah  Hak  Mi l i k  Nomor:  2108/Desa.Ke l .  Hinekombe 

tangga l  22  Apr i l  2009  dan  Sura t  Ukur  Nomor:  

68/HKB/2009  tangga l  06 Maret  2009,  se luas  165 M2,  atas  

nama  Ronnie  Wirdan  ;  

14. Buku   Tanah   Hak   Mi l i k  Nomor:  2109/Desa .Ke l .  

Hinekombe tangga l  22  Apr i l  2009  dan  Sura t  Ukur  Nomor:  

69/HKB/2009  tangga l  06 Maret  2009,  se luas  174 M2,  atas  

nama  Tuan  Tanj te  Kissya  Hak  Tanggungan  PT.  Bank  

Tabungan  Negara  di  Jakar ta  ;  

15. Buku  Tanah  Hak  Mi l i k  Nomor:  2110/Desa.Ke l .  Hinekombe 

tangga l  22  Apr i l  2009  dan  Sura t  Ukur  Nomor:  

70/HKB/2009  tangga l  06 Maret  2009,  se luas  165 M2,  atas  

nama  Ronnie  Wirdan  ;  

16. Buku  Tanah  Hak  Mi l i k  Nomor:  2111/Desa.Ke l .  Hinekombe 
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tangga l  22  Apr i l  2009  dan  Sura t  Ukur  Nomor:  

71/HKB/2009  tangga l  06 Maret  2009,  se luas  165 M2,  atas  

nama  Ronnie  Wirdan  ;  

17. Buku  Tanah  Hak  Mi l i k  Nomor:  2112/Desa.Ke l .  Hinekombe 

tangga l  22Apr i l  2009 dan Sura t  Ukur  Nomor:  72/HKB/2009  

tangga l  06 Maret  2009,  se luas  165 M2,  atas  nama Ronnie  

Wirdan  ;  

I I .   Ser t i f i k a t   Hak  Mi l i k  Nomor:  1355 /Desa /Ke l .  Hinekombe 

tangga l   31  Desember  2004  dan  Sura t  Ukur  Nomor:  

225/HKB/2004  tangga l  29  Desember  2004,  se luas  5.000  M2 

atas  nama Ronnie  Wirdan ,  yang  te lah  d ipecah  menjad i   :  

1. Buku  Tanah  Hak  Mi l i k  Nomor:  1779/Desa.Ke l .  Hinekombe 

tangga l  07  Desember  2007  dan  Sura t  Ukur  Nomor:  

75/HKB/2007  tangga l  14  November  2007  se luas  82  M2 atas  

nama  JONI  WAHYUDI  ;

2. Buku   Tanah   Hak   Mi l i k  Nomor:  1780  atas  nama Ny.  

Masr i yah  ( fo t okop i  buku  tanah  belum  ada)  ;  

3. Buku   Tanah   Hak Mi l i k  Nomor:  1781  atas   nama Rabi t  

( fo t okop i  buku  tanah  belum  ada)  ;  

4. Buku   Tanah   Hak  Mi l i k   Nomor:  1782  atas  nama  Ny.  

Aty  Bau  ( fo t okop i  buku  tanah  belum  ada)  ;  

5. Buku   Tanah   Hak  Mi l i k   Nomor:  1783  atas   nama Ny.  

Nawat i  ( fo t okop i  buku  tanah  be lum  ada)  ;  

6. Buku  Tanah  Hak Mi l i k  Nomor:  1784/Desa.Ke l .  Hinekombe 

tangga l  07  Desember  2007  dan  Sura t  Ukur  Nomor:  

80/HKB/2007  tangga l  14  November  2007  se luas  82  M2 

atas  nama Haj i  Saparudd in  Hak Tanggungan  di  PT.  Bank  

Tabungan  Negara  di  Jakar t a ;
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7.  Buku, ?. /

7. Buku  Tanah  hak  Mi l i k  Nomor:  1785  atas  nama Ny.  Sr i  

Nings ih  ( fo t okop i  buku  tanah  belum  ada) ;

8. Buku  Tanah  Hak Mi l i k  Nomor:  2072/Desa.Ke l .  Hinekombe 

tangga l  22  Apr i l  2009  dan  Sura t  Ukur  Nomor:  

32/HKB/2007  tangga l  06  Maret  2009,  se luas  81 M2 atas  

nama Susanto  Hak Tanggungan  Pt .  Bank  Tabungan  Negara  

di  Jakar ta ;

9. Buku  Tanah  Hak Mi l i k  Nomor:  2073/Desa.Ke l .  Hinekombe 

tangga l  22  Apr i l  2009  dan  Sura t  Ukur  Nomor:  

33/HKB/2007  tangga l  03  Maret  2009  se luas  108  M2 atas  

nama Resbe l t a .  NS Hak Tanggungan  PT.  Bank Pembangunan  

Daerah  Papua  di  Jayapura ;

10. Buku Tanah Hak Mi l l k  Nomor:  2074/Desa.Ke l .  Hinekombe 

tangga l  22  Apr i l  2009  dan  Sura t  Ukur  Nomor:  

34/HKB/2007 '  tangga l  03 Maret  2009 se luas  135 M2 atas  

nama Yan Bonay,  SH Hak Tanggungan  PT.  Bank  Tabungan  

Negara  di  Jakar t a ;

11. Buku Tanah Hak Mi l i k  Nomor:  2075/Desa.Ke l .  Hinekombe 

tangga l  22  Apr i l  2009  dan  Sura t  Ukur  Nomor:  

35/HKB/2007  tangga l  03  Maret  2009  se luas  81  M2 atas  

nama Ny.  Minars i h  Hak  Tanggungan  FT.  Bank  Tabungan  

Negara  di  Jakar tA  ;

12. Buku Tanah Hak Mi l i k  Nomor:  2076/Desa.Ke l .  Hinekombe 

tangga l  22  Apr i l  2009  dan  Sura t  Ukur  Nomor:  

36/HKB/2007  tangga l  03  Maret  2009  se luas  81  M2 atas  

nama  Yul i t a  Gebze  ;  

13. Buku Tanah Hak Mi l i k  Nomor:  2077/Desa.Ke l .  Hinekombe 
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18.  Buku, ?. /

tangga l  22  Apr i l  2009  dan  Sura t  Ukur  Nomor:  

37/HKB/2007  tangga l  03  Maret  2009  se luas  135  M2 atas  

nama  Fauzy  ;  

14. Buku Tanah Hak Mi l i k  Nomor:  2078/Desa.Ke l .  Hinekombe 

tangga l  22  Apr i l  2009  dan  Sura t  Ukur  Nomor:  

38/HKB/2007  tangga l  03  Maret  2009  se luas  135  M2 atas  

nama  Ny.  Dewi  ;

15. Buku Tanah Hak Mi l i k  Nomor:  2079/Desa.Ke l .  Hinekombe 

tangga l  22  Apr i l  2009  dan  Sura t  Ukur  Nomor:  

39/HKB/2007  tangga l  06  Maret  2009  se luas  81  M2 atas  

nama  Ronnie  Wirdan ;

16. Buku Tanah Hak Mi l i k  Nomor:  2080/Desa.Ke l .  Hinekombe 

tangga l  22  Apr i l  2009  dan  Sura t  Ukur  Nomor:  

40/HKBI2007  tangga l  06  Maret  2009  se luas  81  M2 atas  

nama  Ronnie  Wirdan ;

17. Buku Tanah Hak Mi l i k  Nomor:  2081/Desa.Ke l .  Hinekombe 

tangga l  22  Apr i l  2009  dan  Sura t  Ukur  Nomor:  

41/HKB/2007  tangga l  06  Maret  2009  se luas  81  M2 atas  

nama  Ronnie  Wirdan ;

18. Buku Tanah Hak Mi l l k  Nomor:  2082/Desa.Ke l .  Hinekombe 

tangga l  22  Apr i l  2009  dan  Sura t  Ukur  Nomor:  

42/HKB/2007  tangga l  06  Maret  2009  se luas  81  M2 atas  

nama  Ronnie  Wirdan ;

19. Buku Tanah Hak Mi l i k  Nomor:  2083/Desa.Ke l .  Hinekombe 

tangga l  22  Apr i l  2009  dan  Sura t  Ukur  Nomor:  

43/HKB/2007  tangga l  06  Maret  2009  se luas  81  M2 atas  

nama Ronnie  Wirdan  ( fo t okop i  buku  tanah  be lum ada) ;
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20. Buku Tanah Hak Mi l i k  Nomor:  2084/Desa.Ke l .  Hinekombe 

tangga l  22  Apr i l  2009  dan  Sura t  Ukur  Nomor:  

44/HKB/2007  tangga l  06  Maret  2009  se luas  81  M2 atas  

nama Yusuf  F Hak Tanggungan  PT.  Bank Rakyat  Indones ia  

di  Jakar ta ;

21. Buku Tanah Hak Mi l i k  Nomor:  2085/Desa.Ke l .  Hinekombe 

tangga l  22  Apr i l  2009  dan  Sura t  Ukur  Nomor:  

45/HKB/2007  tangga l  06  Maret  2009  se luas  81  M2 atas  

nama  Ronnie  Wirdan ;

22. Buku Tanah Hak Mi l i k  Nomor:  2086/Desa.Ke l .  Hinekombe 

tangga l  22  Apr i l  2009  dan  Sura t  Ukur  Nomor:  

46/HKB/2007  tangga l  06  Maret  2009  se luas  81  M2 atas  

nama  Ronnie  Wirdan ;

23. Buku Tanah Hak Mi l i k  Nomor:  2087/Desa.Ke l .  Hinekombe 

tangga l  22  Apr i l  2009  dan  Sura t  Ukur  Nomor:  

47/HKB/2007  tangga l  06  Maret  2009  se luas  81  M2 atas  

nama  Hotner  J .  Siahaan;

24. Buku Tanah Hak Mi l i k  Nomor:  2088/Desa.Ke l .  Hinekombe 

tangga l  22  Apr i l  2009  dan  Sura t  Ukur  Nomor:  

48/HKB/2007  tangga l  06  Maret  2009  se luas  81  M2 atas  

nama Umar Hak Tanggungan  PT.  Bank Rakyat  Indones ia  d i  

Jakar ta  ;  

25. Buku Tanah Hak Mi l i k  Nomor:  2089/Desa.Ke l .  Hinekombe 

tangga l  22  Apr i l  2009  dan  Sura t  Ukur  Nomor:  

49/HKB/2007  tangga l  06  Maret  2009  se luas  135  M2 atas  

nama  Ronnie  Wirdan ;

26. Buku Tanah Hak Mi l i k  Nomor:  2090/Desa.Ke l .  Hinekombe 

tangga l  22  Apr i l  2009  dan.Sura t  Ukur  Nomor:  

SO/HKB/2007  tangga l  06  Maret  2009  se luas  135  M2 atas  

nama  Yul i an to ro  Yogo  Pras towo;
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27. Buku Tanah Hak Mi l i k  Nomor:  2091/Desa.Ke l .  Hinekombe 

tangga l  22  Apr i l  2009  dan  Sura t  Ukur  Nomor:  

51/HKB/2007  tangga l  06  Maret  2009  se luas  135  M2 atas  

nama  Ny. -  L is t i a na  Tr ias r i n i ;

28. Buku Tanah Hak Mi l i k  Nomor:  2092/Desa.Ke l .  Hinekombe 

tangga l  22  Apr i l  2009  dan  Sura t  Ukur  Nomor:  

52/HKB/2007  tangga l  06  Maret  2009  se luas  135  M2 atas  

nama  Ronnie  Wirdan ;

29. Buku   Tanah   Hak  Mi l i k  Nomor:  2093/Desa  Kel .  

Hinekombe  tangga l   22

Apr i l  2009  dan  Sura t  Ukur  Nomor:  53/HKB/2007  tangga l  

06 Maret  2009 se luas  135 M2 atas  nama Evemy Simon Hak 

Tanggungan  PT.  Bank  Mandi r i  d i  Jakar ta ;

30. Buku Tanah Hak Mi l i k  Nomor:  2094/Desa.Ke l .  Hinekombe 

tangga l  22  Apr i l  2009  dan  Sura t  Ukur  Nomor:  

54/HKB/2007  tangga l  06  Maret  2009  se luas  135  M2 atas  

nama  Abdul  Rahman  Hak  Tanggungan  PT.Bank  Tabungan  

Negara  di  Jakar t a ;

31. Buku Tanah Hak Mi l i k  Nomor:  2095/Desa.Ke l .  Hinekombe 

tangga l  22  Apr i l  2009  dan  Sura t  Ukur  Nomor:  

55/HKB/2007  tangga l  06  Maret  2009  se luas  135  M2 atas  

nama  Ronnie  Wirdan ;

32. Buku Tanah Hak Mi l i k  Nomor:  2096/Desa.Ke l .  Hinekombe 

tangga l  22  Apr i l  2009  dan  Sura t  Ukur  Nomor:  

56/HKB/2007  tangga l  06  Maret  2009  se luas  173  M2 atas  

nama  Eko  Bin to ro ;

33. Buku Tanah Hak Mi l i k  Nomor:  1947/Desa.K61 .  Hinekombe 

tangga l  20  Agustus  2008  dan  Sura t  Ukur  Nomor:  
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154/HKB/2007  tangga l  03  Ju l i  2008  se luas  81  M2 atas  

nama  Subagyo;

34. Buku Tanah Hak Mi l i k  Nomor:  1948/Desa.Ke l .  Hinekombe 

tangga l  20  Agustus  2008  dan  Sur - at  Ukur  Nomor:  

155/HKB/2007  tangga l  03  Jun i  2008  se luas  81  M2 atas  

nama Sukat i  Hak Tanggungan  PIT.  Bank  Tabungan  Negara  

di  Jakar ta ;

35. Buku Tanah Hak Mi l i k  Nomor:  1949/Desa.Ke l .  Hinekombe 

tangga l  20  Agustus  2008  dan  Sura t  Ukur  Nomor:  

156/HKB/2007  tangga l  03  Ju l i  2008  se luas  81  M2 atas  

nama  Rukayah  ;  

Agar  Pelaksanaan  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  i tu  di i  

Tunda  selama  Pemeriksaan  Sengketa  Tata  Usaha  Negara  

sedang  ber ja lan  sampai  ada  putusan  Pengadi l l an  yang 

memperoleh  kekuatan  Hukum Tetap.

Berdasarkan   ura ian   da lam   pos i t a  te rsebu t  d ia tas  maka 

Penggugat  mohon  kepada  Ketua  Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  

Jayapura   yang   memer iksa   dan  mengadi l i  perka ra  in i  

berkenan  untuk  memutuskan  sengketa  in i  dengan  menja tuhkan  

amar  sebaga i  ber i ku t  :

1. Mengabulkan  gugatan  Penggugat  se lu ruhnya ;

2. Menyatakan  bata l  atau  t i dak  sah  Sura t  Keputusan  Tata  

Usaha  Negara   yang di te r b i t k an  oleh  Terguga t  berupa ;

I . Ser t i f i k a t     Hak   Mi l i k    Nomor:   1342  /  Desa Kel .  

Hinekombe   tangga l    31

Desember  2004  dan  Sura t  Ukur  Nomor:  226/HKB/2004  tangga l  

29  Desember  2004,  se luas  5.000  M2.  atas  nama  Ronnie  

Wirdan ,  yang  te l ah  d ipecah  menjad i  :  

1. Buku   Tanah  Hak  Mi l i k  Nomor:  2071  /  Desa.Ke l .  
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Hinekombe tangga l  22  Apr i l  2009 dan Sura t  Ukur  

Nomor:  31/HKB/2009  tangga l  06  Maret  2009,  

se luas  208  M2,  atas  nama  AGUS KOGOYA ;  

2. Buku   Tanah   Hak Mi l i k  Nomor:  2097  /  Desa.Ke l .  

Hinekombe tangga l  22  Apr i l  2009  dan  Sura t  Ukur  

Nomor:  57/HKB/2009  tangga l  06  Maret  2009,  

se luas  160  M2,  atas  nama  Tuan  Mustag in  Hak 

Tanggungan  PT.  Bank Rakyat  Indones ia  di  Jakar ta  

;  

3. Buku   Tanah  Hak  Mi l i k  Nomor:  2098  /  Desa.Ke l .  

Hinekombe tangga l  22  Apr i l  2009  dan  Sura t  Ukur  

Nomor:  58/HKB/2009  tangga l  06  Maret  2009,  

se luas  160  M2,  atas  nama  Ronnie  Wirdan  ;  

4. Buku  Tanah  Hak Mi l i k  Nomor:  2099 /  Desa.  Kel .  

Hinekombe   tangga l   22  Apr i l  2009  dan  Sura t  

Ukur  Nomor:  59/HKB/2009  tangga l  06  Maret  2009,  

se luas  160  M2,  atas  nama  Ronnie  Wirdan  ;  

5. Buku  Tanah  Hak  Mi l i k  Nomor:  2100/Desa .Ke l .  

Hinekombe  tangga l  22Apr i l  2009  dan  Sura t  Ukur  

Nomor:  60/HKB/2009  tangga l  06  Maret  2009,  

se luas  160  M2,  atas  nama Edward  Hasudungan  dan  

Manik  Siho tang  Hak Tanggungan  PT.  Bank Tabungan  

Negara  di  Jakar t a  ;

6. Buku   Tanah   Hak Mi l i k  Nomor:  2101  /  Desa.Ke l .  

Hinekombe tangga l  22  Apr i l  2009  dan  Sura t  Ukur  

Nomor:  61/HKB/2009  tangga l  06  Maret  2009,  

se luas  160  M2,  atas  nama  Ronnie  Wirdan  ;  

7. Buku   Tanah   Hak Mi l i k  Nomor:  2102  /  Desa.Ke l .  

Hinekombe tangga l  22  Apr i l  2009  dan  Sura t  Ukur  

Nomor:  62/HKB/2009  tangga l  06  Maret  2009,  

se luas  160  M2,  atas  nama  Adnan  D.S.  Fl  ;  
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11.  Buku, ?. /

8. Buku   Tanah   Hak Mi l i k  Nomor:  2103  /  Desa.Ke l .  

Hinekombe tangga l  22  Apr i l  2009  dan  Sura t  Ukur  

Nomor:  63/HKB/2009  tangga l  06  Maret  2009,  

se luas  160  M2,  atas  nama  Eny  Nuryan t i  ;  

9. Buku  Tanah   Hak  Mi l i k  Nomor:  2104  /  Desa.Ke l .  

Hinekombe tangga l  22  Apr i l  2009  dan  Sura t  Ukur  

Nomor:  64/HKB/2009  tangga l  06  Maret  2009,  

se luas  160  M2,  atas  nama Tuan  Dokte r  Frans  Hak 

Tanggungan  T.  Bank  Mandi r i  d i  Jakar t a  ;  

10. Buku  Tanah  Hak  Mi l i k  Nomor:  2105/Desa.Ke l .  

Hinekombe  tangga l  22  pr i l  2009  dan  Sura t  Ukur  

Nomor:  65/HKB/2009  tangga l  06  Maret  

2009, . se l uas  224 M2,  atas  nama Ronnie  Wirdan  ;  

11. Buku  Tanah  Hak  Mi l i k  Nomor:  2106/Desa.Ke l .  

Hinekombe tangga l  22  Apr i l  2009  dan  Sura t  Ukur  

Nomor:  66/HKB/2009  tangga l  06  Maret  20091  

se luas  155  M2,  atas  nama  Alv i n  Abraham  dan  

Lynda l l  Maukar  Hak Tanggungan  PT.  Bank  Mandi r i  

d i  Jakar ta  ;  

12. Buku  Tanah  Hak  Mi l i k  Nomor:  2107/Desa.Ke l .  

Hinekombe  tangga l  22    Apr i l  2009  dan  Sura t  

Ukur  Nomor:  67/HKB/2009  tangga l  06  Maret  2009,  

se luas  165  M2,  atas  nama  Ronnie  Wirdan  ;  

13. Buku  Tanah  Hak  Mi l i k  Nomor:  2108/Desa.Ke l .  

Hinekombe tangga l  22  Apr i l  2009  dan  Sura t  Ukur  

Nomor:  68/HKB/2009  tangga l  06  Maret  2009,  

se luas  165  M2,  atas  nama  Ronnie  Wirdan  ;  31
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14. Buku   Tanah   Hak  Mi l i k  Nomor:  2109/Desa .Ke l .  

Hinekombe tangga l  22  Apr i l  2009  dan  Sura t  Ukur  

Nomor:  69/HKB/2009  tangga l  06  Maret  2009,  

se luas  174 M2,  atas  nama Tuan Tanj t e  Kissya  Hak 

Tanggungan  PT.  Bank  Tabungan  Negara  di  

Jakar ta  ;  

15. Buku  Tanah  Hak  Mi l i k  Nomor:  2110/Desa.Ke l .  

Hinekombe tangga l  22  Apr i l  2009  dan  Sura t  Ukur  

Nomor:  70/HKB/2009  tangga l  06  Maret  2009,  

se luas  165  M2,  atas  nama  Ronnie  Wirdan  ;  

16. Buku  Tanah  Hak  Mi l i k  Nomor:  2111/Desa.Ke l .  

Hinekombe tangga l  22  Apr i l  2009  dan  Sura t  Ukur  

Nomor:  71/HKB/2009  tangga l  06  Maret  2009,  

se luas  165  M2,  atas  nama  Ronnie  Wirdan  ;  

17. Buku  Tanah  Hak  Mi l i k  Nomor:  2112/Desa.Ke l .  

Hinekombe  tangga l  22Apr i l  2009  dan  Sura t  Ukur  

Nomor:  72/HKB/2009  tangga l  06  Maret  2009,  

se luas  165  M2,  atas  nama  Ronnie  Wirdan  ;  

I I .   Ser t i f i k a t   Hak  Mi l i k  Nomor:  1355 /Desa /Ke l .  Hinekombe 

tangga l   31  Desember  2004  dan  Sura t  Ukur  Nomor:  

225/HKB/2004  tangga l  29  Desember  2004,  se luas  5.000  M2 

atas  nama Ronnie  Wirdan ,  yang  te lah  d ipecah  menjad i   :  

1. Buku  Tanah  Hak  Mi l i k  Nomor:  1779/Desa.Ke l .  Hinekombe 

tangga l  07  Desember  2007  dan  Sura t  Ukur  Nomor:  

75/HKB/2007  tangga l  14  November  2007  se luas  82  M2 

atas  nama  JONI  WAHYUDI  ;

2. Buku   Tanah   Hak   Mi l i k  Nomor:  1780  atas  nama Ny.  

Masr i yah  ( fo t okop i  buku  tanah  belum  ada)  ;  

3. Buku   Tanah   Hak Mi l i k  Nomor:  1781  atas   nama Rabi t  

( fo t okop i  buku  tanah  belum  ada)  ;  
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5.  Buku, ?. /

4. Buku   Tanah   Hak  Mi l i k   Nomor:  1782  atas  nama  Ny.  

Aty  Bau  ( fo t okop i  buku  tanah  belum  ada)  ;  

5. Buku   Tanah   Hak  Mi l i k   Nomor:  1783  atas   nama Ny.  

Nawat i  ( fo t okop i  buku  tanah  be lum  ada)  ;  

6. Buku  Tanah  Hak  Mi l i k  Nomor:  1784/Desa.Ke l .  Hinekombe 

tangga l  07  Desember  2007  dan  Sura t  Ukur  Nomor:  

80/HKB/2007  tangga l  14  November  2007  se luas  82  M2 

atas  nama Haj i  Saparudd in  Hak Tanggungan  di  PT.  Bank  

Tabungan  Negara  di  Jakar t a ;

7. Buku  Tanah  hak  Mi l i k  Nomor:  1785  atas  nama Ny.  Sr i  

Nings ih  ( fo t okop i  buku  tanah  belum  ada) ;

8. Buku  Tanah  Hak  Mi l i k  Nomor:  2072/Desa.Ke l .  Hinekombe 

tangga l  22  Apr i l  2009  dan  Sura t  Ukur  Nomor:  

32/HKB/2007  tangga l  06  Maret  2009,  se luas  81  M2 atas  

nama Susanto  Hak Tanggungan  Pt .  Bank  Tabungan  Negara  

di  Jakar ta ;

9. Buku  Tanah  Hak  Mi l i k  Nomor:  2073/Desa.Ke l .  Hinekombe 

tangga l  22  Apr i l  2009  dan  Sura t  Ukur  Nomor:  

33/HKB/2007  tangga l  03  Maret  2009  se luas  108  M2 atas  

nama Resbel t a .  NS Hak Tanggungan  PT.  Bank  Pembangunan  

Daerah  Papua  di  Jayapura ;

10. Buku  Tanah  Hak Mi l l k  Nomor:  2074/Desa.Ke l .  Hinekombe 

tangga l  22  Apr i l  2009  dan  Sura t  Ukur  Nomor:  

34/HKB/2007 '  tangga l  03 Maret  2009  se luas  135  M2 atas  

nama Yan  Bonay,  SH Hak  Tanggungan  PT.  Bank  Tabungan  

Negara  di  Jakar t a ;

11. Buku  Tanah  Hak Mi l i k  Nomor:  2075/Desa.Ke l .  Hinekombe 
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Apr i l , ?. /

tangga l  22  Apr i l  2009  dan  Sura t  Ukur  Nomor:  

35/HKB/2007  tangga l  03  Maret  2009  se luas  81  M2 atas  

nama Ny.  Minars i h  Hak  Tanggungan  FT.  Bank  Tabungan  

Negara  di  Jakar tA  ;

12. Buku  Tanah  Hak Mi l i k  Nomor:  2076/Desa.Ke l .  Hinekombe 

tangga l  22  Apr i l  2009  dan  Sura t  Ukur  Nomor:  

36/HKB/2007  tangga l  03  Maret  2009  se luas  81  M2 atas  

nama  Yul i t a  Gebze  ;  

13. Buku  Tanah  Hak Mi l i k  Nomor:  2077/Desa.Ke l .  Hinekombe 

tangga l  22  Apr i l  2009  dan  Sura t  Ukur  Nomor:  

37/HKB/2007  tangga l  03  Maret  2009  se luas  135  M2 atas  

nama  Fauzy  ;  

14. Buku  Tanah  Hak Mi l i k  Nomor:  2078/Desa.Ke l .  Hinekombe 

tangga l  22  Apr i l  2009  dan  Sura t  Ukur  Nomor:  

38/HKB/2007  tangga l  03  Maret  2009  se luas  135  M2 atas  

nama  Ny.  Dewi  ;

15. Buku  Tanah  Hak Mi l i k  Nomor:  2079/Desa.Ke l .  Hinekombe 

tangga l  22  Apr i l  2009  dan  Sura t  Ukur  Nomor:  

39/HKB/2007  tangga l  06  Maret  2009  se luas  81  M2 atas  

nama  Ronnie  Wirdan ;

16. Buku    Tanah  Hak  Mi l i k  Nomor:   2080  /  Desa  Kel .  

Hinekombe  tangga l  22

Apr i l  2009  dan  Sura t  Ukur  Nomor:  40/HKBI2007  tangga l  

06  Maret  2009  se luas  81  M2 atas  nama Ronnie  Wirdan;

17. Buku  Tanah  Hak Mi l i k  Nomor:  2081/Desa.Ke l .  Hinekombe 

tangga l  22  Apr i l  2009  dan  Sura t  Ukur  Nomor:  

41/HKB/2007  tangga l  06  Maret  2009  se luas  81  M2 atas  

nama  Ronnie  Wirdan ;

34
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 34



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

18. Buku  Tanah  Hak Mi l l k  Nomor:  2082/Desa.Ke l .  Hinekombe 

tangga l  22  Apr i l  2009  dan  Sura t  Ukur  Nomor:  

42/HKB/2007  tangga l  06  Maret  2009  se luas  81  M2 atas  

nama  Ronnie  Wirdan ;

19. Buku  Tanah  Hak Mi l i k  Nomor:  2083/Desa.Ke l .  Hinekombe 

tangga l  22  Apr i l  2009  dan  Sura t  Ukur  Nomor:  

43/HKB/2007  tangga l  06  Maret  2009  se luas  81  M2 atas  

nama  Ronnie  Wirdan  ;

20. Buku  Tanah  Hak Mi l i k  Nomor:  2084/Desa.Ke l .  Hinekombe 

tangga l  22  Apr i l  2009  dan  Sura t  Ukur  Nomor:  

44/HKB/2007  tangga l  06  Maret  2009  se luas  81  M2 atas  

nama Yusuf  F Hak Tanggungan  PT.  Bank  Rakyat  Indones ia  

di  Jakar ta ;

21. Buku  Tanah  Hak Mi l i k  Nomor:  2085/Desa.Ke l .  Hinekombe 

tangga l  22  Apr i l  2009  dan  Sura t  Ukur  Nomor:  

45/HKB/2007  tangga l  06  Maret  2009  se luas  81  M2 atas  

nama  Ronnie  Wirdan ;

22. Buku  Tanah  Hak Mi l i k  Nomor:  2086/Desa.Ke l .  Hinekombe 

tangga l  22  Apr i l  2009  dan  Sura t  Ukur  Nomor:  

46/HKB/2007  tangga l  06  Maret  2009  se luas  81  M2 atas  

nama  Ronnie  Wirdan ;

23. Buku  Tanah  Hak Mi l i k  Nomor:  2087/Desa.Ke l .  Hinekombe 

tangga l  22  Apr i l  2009  dan  Sura t  Ukur  Nomor:  

47/HKB/2007  tangga l  06  Maret  2009  se luas  81  M2 atas  

nama  Hotner  J .  Siahaan;

24. Buku  Tanah  Hak Mi l i k  Nomor:  2088/Desa.Ke l .  Hinekombe 

tangga l  22  Apr i l  2009  dan  Sura t  Ukur  Nomor:  

48/HKB/2007  tangga l  06  Maret  2009  se luas  81  M2 atas  

nama Umar  Hak Tanggungan  PT.  Bank  Rakyat  Indones ia  d i  

Jakar ta  ;  
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28.  Buku, ?. /

25. Buku  Tanah  Hak Mi l i k  Nomor:  2089/Desa.Ke l .  Hinekombe 

tangga l  22  Apr i l  2009  dan  Sura t  Ukur  Nomor:  

49/HKB/2007  tangga l  06  Maret  2009  se luas  135  M2 atas  

nama  Ronnie  Wirdan ;

26. Buku  Tanah  Hak Mi l i k  Nomor:  2090/Desa.Ke l .  Hinekombe 

tangga l  22  Apr i l  2009  dan.Sura t  Ukur  Nomor:  

SO/HKB/2007  tangga l  06  Maret  2009  se luas  135  M2 atas  

nama  Yul i an to ro  Yogo  Pras towo;

27. Buku  Tanah  Hak Mi l i k  Nomor:  2091/Desa.Ke l .  Hinekombe 

tangga l  22  Apr i l  2009  dan  Sura t  Ukur  Nomor:  

51/HKB/2007  tangga l  06  Maret  2009  se luas  135  M2 atas  

nama  Ny. -  L is t i a na  Tr ias r i n i ;

28. Buku  Tanah  Hak Mi l i k  Nomor:  2092/Desa.Ke l .  Hinekombe 

tangga l  22  Apr i l  2009  dan  Sura t  Ukur  Nomor:  

52/HKB/2007  tangga l  06  Maret  2009  se luas  135  M2 atas  

nama  Ronnie  Wirdan ;

29. Buku  Tanah  Hak Mi l i k  Nomor:  2093/Desa.Ke l .  Hinekombe 

tangga l  22  Apr i l  2009  dan  Sura t  Ukur  Nomor:  

53/HKB/2007  tangga l  06  Maret  2009  se luas  135  M2 atas  

nama Evemy Simon  Hak  Tanggungan  PT.  Bank  Mandi r i  d i  

Jakar ta ;

30. Buku  Tanah  Hak Mi l i k  Nomor:  2094/Desa.Ke l .  Hinekombe 

tangga l  22  Apr i l  2009  dan  Sura t  Ukur  Nomor:  

54/HKB/2007  tangga l  06  Maret  2009  se luas  135  M2 atas  

nama  Abdul  Rahman  Hak  Tanggungan  PT.Bank  Tabungan  

Negara  di  Jakar t a ;

31. Buku  Tanah  Hak Mi l i k  Nomor:  2095/Desa.Ke l .  Hinekombe 

tangga l  22  Apr i l  2009  dan  Sura t  Ukur  Nomor:  

55/HKB/2007  tangga l  06  Maret  2009  se luas  135  M2 atas  
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nama  Ronnie  Wirdan ;

32. Buku  Tanah  Hak Mi l i k  Nomor:  2096/Desa.Ke l .  Hinekombe 

tangga l  22  Apr i l  2009  dan  Sura t  Ukur  Nomor:  

56/HKB/2007  tangga l  06  Maret  2009  se luas  173  M2 atas  

nama  Eko  Bin to ro ;

33. Buku  Tanah  Hak Mi l i k  Nomor:  1947/Desa.K61 .  Hinekombe 

tangga l  20  Agustus  2008  dan  Sura t  Ukur  Nomor:  

154/HKB/2007  tangga l  03  Ju l i  2008  se luas  81  M2 atas  

nama  Subagyo;

34. Buku  Tanah  Hak Mi l i k  Nomor:  1948/Desa.Ke l .  Hinekombe 

tangga l  20  Agustus  2008  dan  Sur - at  Ukur  Nomor:  

155/HKB/2007  tangga l  03  Jun i  2008  se luas  81  M2 atas  

nama Sukat i  Hak Tanggungan  PIT.  Bank  Tabungan  Negara  

di  Jakar ta ;

35. Buku  Tanah  Hak Mi l i k  Nomor:  1949/Desa.Ke l .  Hinekombe 

tangga l  20  Agustus  2008  dan  Sura t  Ukur  Nomor:  

156/HKB/2007  tangga l  03  Ju l i  2008  se luas  81  M2 atas  

nama  Rukayah  ;  

3. Memer in tahkan  Terguga t  untuk  mencabut  Sura t  Keputusan  

Tata  Usaha Negara  yang  di te rb i t k an  o leh  Tergugat  berupa  

:

I .    Ser t i f i k a t   Hak  Mi l i k   Nomor:  1342/Desa /Ke l .  Hinekombe 

tangga l   31  Desember  2004  dan  Sura t  Ukur  Nomor:  

226/HKB/2004  tangga l  29  Desember  2004,  se luas  5.000  M2.  

atas  nama Ronnie  Wirdan ,  yang  te l ah  d ipecah  menjad i  :  

1. Buku   Tanah  Hak  Mi l i k  Nomor:  2071  /  Desa.Ke l .  

Hinekombe  tangga l  22   Apr i l  2009  dan  Sura t  Ukur  

Nomor:  31/HKB/2009  tangga l  06  Maret  2009,  se luas  208  

M2,  atas  nama  AGUS  KOGOYA  ;  
37

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 37



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2.  Buku, ?. /

2. Buku   Tanah   Hak  Mi l i k  Nomor:  2097  /  Desa.Ke l .  

Hinekombe tangga l  22 Apr i l  2009  dan  Sura t  Ukur  Nomor:  

57/HKB/2009  tangga l  06  Maret  2009,  se luas  160  M2,  

atas  nama  Tuan  Mustag in  Hak  Tanggungan  PT.  Bank  

Rakyat  Indones ia  di  Jakar ta  ;  

3. Buku   Tanah  Hak  Mi l i k  Nomor:  2098  /  Desa.Ke l .  

Hinekombe tangga l  22 Apr i l  2009  dan  Sura t  Ukur  Nomor:  

58/HKB/2009  tangga l  06  Maret  2009,  se luas  160  M2,  

atas  nama  Ronnie  Wirdan  ;  

4. Buku   Tanah   Hak  Mi l i k  Nomor:  2099  /  Desa.  Kel .  

Hinekombe   tangga l   22  Apr i l  2009  dan  Sura t  Ukur  

Nomor:  59/HKB/2009  tangga l  06  Maret  2009,  se luas  160  

M2,  atas  nama  Ronnie  Wirdan  ;  

5. Buku  Tanah  Hak  Mi l i k  Nomor:  2100/Desa.Ke l .  Hinekombe 

tangga l  22Apr i l  2009  dan  Sura t  Ukur  Nomor:  

60/HKB/2009  tangga l  06  Maret  2009,  se luas  160  M2,  

atas  nama Edward  Hasudungan  dan  Manik  Siho tang  Hak 

Tanggungan  PT.  Bank  Tabungan  Negara  di  Jakar ta  ;

6. Buku   Tanah   Hak  Mi l i k  Nomor:  2101  /  Desa.Ke l .  

Hinekombe tangga l  22 Apr i l  2009  dan  Sura t  Ukur  Nomor:  

61/HKB/2009  tangga l  06  Maret  2009,  se luas  160  M2,  

atas  nama  Ronnie  Wirdan  ;  

7. Buku   Tanah   Hak  Mi l i k  Nomor:  2102  /  Desa.Ke l .  

Hinekombe tangga l  22 Apr i l  2009  dan  Sura t  Ukur  Nomor:  

62/HKB/2009  tangga l  06  Maret  2009,  se luas  160  M2,  

atas  nama  Adnan  D.S.  Fl  ;  

8. Buku   Tanah   Hak  Mi l i k  Nomor:  2103  /  Desa.Ke l .  

Hinekombe tangga l  22 Apr i l  2009  dan  Sura t  Ukur  Nomor:  

63/HKB/2009  tangga l  06  Maret  2009,  se luas  160  M2,  
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13.  Buku, ?. /

atas  nama  Eny  Nuryan t i  ;  

9. Buku  Tanah   Hak  Mi l i k  Nomor:  2104  /  Desa.Ke l .  

Hinekombe tangga l  22 Apr i l  2009  dan  Sura t  Ukur  Nomor:  

64/HKB/2009  tangga l  06  Maret  2009,  se luas  160  M2,  

atas  nama Tuan  Dokte r  Frans  Hak  Tanggungan  T.  Bank  

Mandi r i  d i  Jakar ta  ;  

10. Buku  Tanah  Hak Mi l i k  Nomor:  2105/Desa.Ke l .  Hinekombe 

tangga l  22  pr i l  2009  dan  Sura t  Ukur  Nomor:  

65/HKB/2009  tangga l  06  Maret  2009, . se l uas  224  M2,  

atas  nama  Ronnie  Wirdan  ;  

11. Buku  Tanah  Hak Mi l i k  Nomor:  2106/Desa.Ke l .  Hinekombe 

tangga l  22  Apr i l  2009  dan  Sura t  Ukur  Nomor:  

66/HKB/2009  tangga l  06  Maret  20091  se luas  155  M2,  

atas  nama  Alv in  Abraham  dan  Lynda l l  Maukar  Hak 

Tanggungan  PT.  Bank  Mandi r i  d i  Jakar ta  ;  

12. Buku  Tanah  Hak Mi l i k  Nomor:  2107/Desa.Ke l .  Hinekombe 

tangga l  22    Apr i l  2009  dan  Sura t  Ukur  Nomor:  

67/HKB/2009  tangga l  06  Maret  2009,  se luas  165  M2,  

atas  nama  Ronnie  Wirdan  ;  

13. Buku  Tanah  Hak Mi l i k  Nomor:  2108/Desa.Ke l .  Hinekombe 

tangga l  22  Apr i l  2009  dan  Sura t  Ukur  Nomor:  

68/HKB/2009  tangga l  06  Maret  2009,  se luas  165  M2,  

atas  nama  Ronnie  Wirdan  ;  

14. Buku   Tanah   Hak   Mi l i k  Nomor:  2109/Desa .Ke l .  

Hinekombe tangga l  22 Apr i l  2009  dan  Sura t  Ukur  Nomor:  

69/HKB/2009  tangga l  06  Maret  2009,  se luas  174  M2,  

atas  nama Tuan  Tanj te  Kissya  Hak Tanggungan  PT.  Bank  

Tabungan  Negara  di  Jakar ta  ;  
39
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15. Buku  Tanah  Hak Mi l i k  Nomor:  2110/Desa.Ke l .  Hinekombe 

tangga l  22  Apr i l  2009  dan  Sura t  Ukur  Nomor:  

70/HKB/2009  tangga l  06  Maret  2009,  se luas  165  M2,  

atas  nama  Ronnie  Wirdan  ;  

16. Buku  Tanah  Hak Mi l i k  Nomor:  2111/Desa.Ke l .  Hinekombe 

tangga l  22  Apr i l  2009  dan  Sura t  Ukur  Nomor:  

71/HKB/2009  tangga l  06  Maret  2009,  se luas  165  M2,  

atas  nama  Ronnie  Wirdan  ;  

17. Buku  Tanah  Hak Mi l i k  Nomor:  2112/Desa.Ke l .  Hinekombe 

tangga l  22Apr i l  2009  dan  Sura t  Ukur  Nomor:  

72/HKB/2009  tangga l  06  Maret  2009,  se luas  165  M2,  

atas  nama  Ronnie  Wirdan  ;  

I I .   Ser t i f i k a t   Hak  Mi l i k  Nomor:  1355 /Desa  Kel .  Hinekombe 

tangga l   31  Desember  2004  dan  Sura t  Ukur  Nomor:  

225/HKB/2004  tangga l  29  Desember  2004,  se luas  5.000  M2 

atas  nama Ronnie  Wirdan ,  yang  te lah  d ipecah  menjad i   :  

1. Buku  Tanah  Hak  Mi l i k  Nomor:  1779/Desa.Ke l .  Hinekombe 

tangga l  07  Desember  2007  dan  Sura t  Ukur  Nomor:  

75/HKB/2007  tangga l  14  November  2007  se luas  82  M2 

atas  nama  JONI  WAHYUDI  ;

2. Buku   Tanah   Hak   Mi l i k  Nomor:  1780  atas  nama Ny.  

Masr i yah  ( fo t okop i  buku  tanah  belum  ada)  ;  

3. Buku   Tanah   Hak Mi l i k  Nomor:  1781  atas   nama Rabi t  

( fo t okop i  buku  tanah  belum  ada)  ;  

4. Buku   Tanah   Hak  Mi l i k   Nomor:  1782  atas  nama  Ny.  

Aty  Bau  ( fo t okop i  buku  tanah  belum  ada)  ;  

5. Buku   Tanah   Hak  Mi l i k   Nomor:  1783  atas   nama Ny.  

Nawat i  ( fo t okop i  buku  tanah  be lum  ada)  ;  
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7.  Buku, ?. /

6. Buku  Tanah  Hak  Mi l i k  Nomor:  1784/Desa.Ke l .  Hinekombe 

tangga l  07  Desember  2007  dan  Sura t  Ukur  Nomor:  

80/HKB/2007  tangga l  14  November  2007  se luas  82  M2 

atas  nama Haj i  Saparudd in  Hak Tanggungan  di  PT.  Bank  

Tabungan  Negara  di  Jakar t a ;

7. Buku  Tanah  hak  Mi l i k  Nomor:  1785  atas  nama Ny.  Sr i  

Nings ih  ( fo t okop i  buku  tanah  belum  ada) ;

8. Buku  Tanah  Hak  Mi l i k  Nomor:  2072/Desa.Ke l .  Hinekombe 

tangga l  22  Apr i l  2009  dan  Sura t  Ukur  Nomor:  

32/HKB/2007  tangga l  06  Maret  2009,  se luas  81  M2 atas  

nama Susanto  Hak Tanggungan  Pt .  Bank  Tabungan  Negara  

di  Jakar ta ;

9. Buku  Tanah  Hak  Mi l i k  Nomor:  2073/Desa.Ke l .  Hinekombe 

tangga l  22  Apr i l  2009  dan  Sura t  Ukur  Nomor:  

33/HKB/2007  tangga l  03  Maret  2009  se luas  108  M2 atas  

nama Resbel t a .  NS Hak Tanggungan  PT.  Bank  Pembangunan  

Daerah  Papua  di  Jayapura ;

10. Buku  Tanah  Hak Mi l l k  Nomor:  2074/Desa.Ke l .  Hinekombe 

tangga l  22  Apr i l  2009  dan  Sura t  Ukur  Nomor:  

34/HKB/2007 '  tangga l  03 Maret  2009  se luas  135  M2 atas  

nama Yan  Bonay,  SH Hak  Tanggungan  PT.  Bank  Tabungan  

Negara  di  Jakar t a ;

11. Buku  Tanah  Hak Mi l i k  Nomor:  2075/Desa.Ke l .  Hinekombe 

tangga l  22  Apr i l  2009  dan  Sura t  Ukur  Nomor:  

35/HKB/2007  tangga l  03  Maret  2009  se luas  81  M2 atas  

nama Ny.  Minars i h  Hak  Tanggungan  FT.  Bank  Tabungan  

Negara  di  Jakar tA  ;41
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Apr i l , ?. /

12. Buku  Tanah  Hak Mi l i k  Nomor:  2076/Desa.Ke l .  Hinekombe 

tangga l  22  Apr i l  2009  dan  Sura t  Ukur  Nomor:  

36/HKB/2007  tangga l  03  Maret  2009  se luas  81  M2 atas  

nama  Yul i t a  Gebze  ;  

13. Buku  Tanah  Hak Mi l i k  Nomor:  2077/Desa.Ke l .  Hinekombe 

tangga l  22  Apr i l  2009  dan  Sura t  Ukur  Nomor:  

37/HKB/2007  tangga l  03  Maret  2009  se luas  135  M2 atas  

nama  Fauzy  ;  

14. Buku  Tanah  Hak Mi l i k  Nomor:  2078/Desa.Ke l .  Hinekombe 

tangga l  22  Apr i l  2009  dan  Sura t  Ukur  Nomor:  

38/HKB/2007  tangga l  03  Maret  2009  se luas  135  M2 atas  

nama  Ny.  Dewi  ;

15. Buku  Tanah  Hak Mi l i k  Nomor:  2079/Desa.Ke l .  Hinekombe 

tangga l  22  Apr i l  2009  dan  Sura t  Ukur  Nomor:  

39/HKB/2007  tangga l  06  Maret  2009  se luas  81  M2 atas  

nama  Ronnie  Wirdan ;

16. Buku  Tanah  Hak Mi l i k  Nomor:  2080/Desa.Ke l .  Hinekombe 

tangga l  22  Apr i l  2009  dan  Sura t  Ukur  Nomor:  

40/HKBI2007  tangga l  06  Maret  2009  se luas  81  M2 atas  

nama  Ronnie  Wirdan ;

17. Buku  Tanah  Hak Mi l i k  Nomor:  2081/Desa.Ke l .  Hinekombe 

tangga l  22  Apr i l  2009  dan  Sura t  Ukur  Nomor:  

41/HKB/2007  tangga l  06  Maret  2009  se luas  81  M2 atas  

nama  Ronnie  Wirdan ;

18. Buku   Tanah   Hak   Mi l i k  Nomor:  2082  /  Desa  Kel .  

Hinekombe tangga l  22  

Apr i l  2009  dan  Sura t  Ukur  Nomor:  42/HKB/2007  tangga l  

06  Maret  2009  se luas  81  M2 atas  nama Ronnie  Wirdan;

42
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 42



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

19. Buku  Tanah  Hak Mi l i k  Nomor:  2083/Desa.Ke l .  Hinekombe 

tangga l  22  Apr i l  2009  dan  Sura t  Ukur  Nomor:  

43/HKB/2007  tangga l  06  Maret  2009  se luas  81  M2 atas  

nama Ronnie  Wirdan  ( fo t okop i  buku  tanah  be lum  ada) ;

20. Buku  Tanah  Hak Mi l i k  Nomor:  2084/Desa.Ke l .  Hinekombe 

tangga l  22  Apr i l  2009  dan  Sura t  Ukur  Nomor:  

44/HKB/2007  tangga l  06  Maret  2009  se luas  81  M2 atas  

nama Yusuf  F Hak Tanggungan  PT.  Bank  Rakyat  Indones ia  

di  Jakar ta ;

21. Buku  Tanah  Hak Mi l i k  Nomor:  2085/Desa.Ke l .  Hinekombe 

tangga l  22  Apr i l  2009  dan  Sura t  Ukur  Nomor:  

45/HKB/2007  tangga l  06  Maret  2009  se luas  81  M2 atas  

nama  Ronnie  Wirdan ;

22. Buku  Tanah  Hak Mi l i k  Nomor:  2086/Desa.Ke l .  Hinekombe 

tangga l  22  Apr i l  2009  dan  Sura t  Ukur  Nomor:  

46/HKB/2007  tangga l  06  Maret  2009  se luas  81  M2 atas  

nama  Ronnie  Wirdan ;

23. Buku  Tanah  Hak Mi l i k  Nomor:  2087/Desa.Ke l .  Hinekombe 

tangga l  22  Apr i l  2009  dan  Sura t  Ukur  Nomor:  

47/HKB/2007  tangga l  06  Maret  2009  se luas  81  M2 atas  

nama  Hotner  J .  Siahaan;

24. Buku  Tanah  Hak Mi l i k  Nomor:  2088/Desa.Ke l .  Hinekombe 

tangga l  22  Apr i l  2009  dan  Sura t  Ukur  Nomor:  

48/HKB/2007  tangga l  06  Maret  2009  se luas  81  M2 atas  

nama Umar  Hak Tanggungan  PT.  Bank  Rakyat  Indones ia  d i  

Jakar ta  ;  

25. Buku  Tanah  Hak Mi l i k  Nomor:  2089/Desa.Ke l .  Hinekombe 

tangga l  22  Apr i l  2009  dan  Sura t  Ukur  Nomor:  

49/HKB/2007  tangga l  06  Maret  2009  se luas  135  M2 atas  

nama  Ronnie  Wirdan ;
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26. Buku  Tanah  Hak Mi l i k  Nomor:  2090/Desa.Ke l .  Hinekombe 

tangga l  22  Apr i l  2009  dan.Sura t  Ukur  Nomor:  

SO/HKB/2007  tangga l  06  Maret  2009  se luas  135  M2 atas  

nama  Yul i an to ro  Yogo  Pras towo;

27. Buku  Tanah  Hak Mi l i k  Nomor:  2091/Desa.Ke l .  Hinekombe 

tangga l  22  Apr i l  2009  dan  Sura t  Ukur  Nomor:  

51/HKB/2007  tangga l  06  Maret  2009  se luas  135  M2 atas  

nama  Ny. -  L is t i a na  Tr ias r i n i ;

28. Buku  Tanah  Hak Mi l i k  Nomor:  2092/Desa.Ke l .  Hinekombe 

tangga l  22  Apr i l  2009  dan  Sura t  Ukur  Nomor:  

52/HKB/2007  tangga l  06  Maret  2009  se luas  135  M2 atas  

nama  Ronnie  Wirdan ;

29. Buku  Tanah  Hak Mi l i k  Nomor:  2093/Desa.Ke l .  Hinekombe 

tangga l  22  Apr i l  2009  dan  Sura t  Ukur  Nomor:  

53/HKB/2007   tangga l  06 Maret  2009 

se luas  135  M2 atas  nama Evemy  Simon  Hak  Tanggungan  

PT.  Bank  Mandi r i  d i  Jakar ta ;

30. Buku  Tanah  Hak Mi l i k  Nomor:  2094/Desa.Ke l .  Hinekombe 

tangga l  22  Apr i l  2009  dan  Sura t  Ukur  Nomor:  

54/HKB/2007  tangga l  06  Maret  2009  se luas  135  M2 atas  

nama  Abdul  Rahman  Hak  Tanggungan  PT.Bank  Tabungan  

Negara  di  Jakar t a ;

31. Buku  Tanah  Hak Mi l i k  Nomor:  2095/Desa.Ke l .  Hinekombe 

tangga l  22  Apr i l  2009  dan  Sura t  Ukur  Nomor:  

55/HKB/2007  tangga l  06  Maret  2009  se luas  135  M2 atas  

nama  Ronnie  Wirdan ;

32. Buku  Tanah  Hak Mi l i k  Nomor:  2096/Desa.Ke l .  Hinekombe 

tangga l  22  Apr i l  2009  dan  Sura t  Ukur  Nomor:  
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Meni mbang, ?. /
56/HKB/2007  tangga l  06  Maret  2009  se luas  173  M2 atas  

nama  Eko  Bin to ro ;

33. Buku  Tanah  Hak Mi l i k  Nomor:  1947/Desa.K61 .  Hinekombe 

tangga l  20  Agustus  2008  dan  Sura t  Ukur  Nomor:  

154/HKB/2007  tangga l  03  Ju l i  2008  se luas  81  M2 atas  

nama  Subagyo;

34. Buku  Tanah  Hak Mi l i k  Nomor:  1948/Desa.Ke l .  Hinekombe 

tangga l  20  Agustus  2008  dan  Sur - at  Ukur  Nomor:  

155/HKB/2007  tangga l  03  Jun i  2008  se luas  81  M2 atas  

nama Sukat i  Hak Tanggungan  PIT.  Bank  Tabungan  Negara  

di  Jakar ta ;

35. Buku  Tanah  Hak Mi l i k  Nomor:  1949/Desa.Ke l .  Hinekombe 

tangga l  20  Agustus  2008  dan  Sura t  Ukur  Nomor:  

156/HKB/2007  tangga l  03  Ju l i  2008  se luas  81  M2 atas  

nama  Rukayah  ;  

4.    Mewaj ibkan  Tergugat  untuk  membayar  biaya  perkara .  

Atau  apab i l a  Yth :  Ketua  dan  Maje l i s  Hakim  Tata  Usaha 

Negara  berpendapat  la i n ,  mohon  putusan  yang  

sead i i - ad i l nya  ;  

Menimbang,  bahwa  te rhadap  gugatan  Penggugat  te rsebu t ,  

Maje l i s  Hakim  memandang  per lu  untuk  memanggi l  p ihak  ke  3 

( t i g a )  ya i t u  Ronnie  Wirdan  sebaga i  pemi l i k  Ser t i f i k a t  Hak 

Mi l i k  Nomor:  1342/H inekombe  te r t angga l  31  Desember  2004  dan  

Ser t i f i k a t  Hak  Mi l i k  Nomor:  1355/H inekombe  te r t angga l  31  

Desember  2004  kedua  ser t i f i k a t  te r sebu t  atas  nama  Ronnie  

Wirdan  yang  te l ah  dike lua rkan  oleh  Kepala  Kanto r  Per tanahan  

Kabupaten  Jayapura ;

Menimbang,  bahwa pada tangga l  29 Apr i l  2010,  p ihak  ke  3  

( t i g a )  te lah  had i r  pada  Pemer iksaan  Pers iapan  dan menyatakan  

masuk sebaga i  p ihak  dalam sengketa  in i ;
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Menimbang,  bahwa pada  tangga l  14  Mei  2010  te l ah  masuk  

permohonan  pihak  ke  3 ( t i ga )  untuk  iku t  ser ta  sebaga i  sa lah  

satu  pihak  dalam  sengketa  in i  dan  te l ah  dida f t a r  d i  

Kepani te r aan  Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Jayapura  dengan  

Nomor  :  14 In t  /  G /  2010  /  P.TUN.  JPR,  yang  dia jukan   o leh  

kuasa  hukum Pihak  ke     3     ( t i ga )     MUSLIM,  S.H.   M.  

Hum.,  p ihak  ket i ga  a  quo  atas  nama  Ronie  Wirdan ,  

berdasarkan    Sura t   Kuasa   Khusus  te r t angga l  03  Mei  2010,  

yang    pada      pokoknya     Pemohon In te r vens i    memohon 

kepada  Maje l i s     Hakim    agar    dapat  mener ima  permohonan  

in t e r vens i  sebaga i  p ihak  da lam  sengke ta  Nomor:  

14/G/2010 /PTUN.JPR :

Menimbang,  Bahwa  atas  permohonan  Pemohon  In te r vens i  

te rsebu t  Maje l i s  Hakim  te l ah  menja tuhkan  Putusan  Sela  

Nomor  :  14  /  G /  2010/  PTUN.JPR,  te r t angga l  20  September  

2010  yang  pada  in t i n ya  Menolak  Permohonan  dar i  Pemohon 

In te r vens i  karena  Nomor  Ser t i p i k a t  ob jek  sengke ta  yang  

di t un j ukannya  dalam  pers idangan  berbeda  dengan  objek  

sengketa  yang  dipe r i k sa  o leh  Maje l i s  Hakim ;  

Menimbang,  bahwa  te rhadap  gugatan  Penggugat  te rsebu t ,  

Maje l i s  Hakim memandang  per lu  untuk  memanggi l  para  p ihak  ke  

3  ( t i ga )  yang  nama- namanya  te rdapa t  pada  obyek  sengketa  

ya i t u  Ser t i f i k a t  Hak  Mi l i k  Nomor:  1342/Desa  Hinekombe 

tangga l  31  Desember  2004  Sura t  Ukur  Nomor  226/HKB/2004  

tangga l  29  Desember  2004  se luas  5.000  m2 atas  nama Ronnie  

Wirdan  yang  te l ah  dipecah  sebanyak  17  ( tu j uh  belas )  buah  

Buku  Hak  Mi l i k  dan  Ser t i f i k a t   Hak  Mi l i k  Nomor:  1355/Desa  

Hinekombe  tangga l  31  Desember  2004  Sura t  Ukur  Nomor  

225/HKB/2004  tangga l  29  Desember  2004  se luas  5.000  m2 atas  

nama  Ronnie  Wirdan  yang  te l ah  dipecah  sebanyak  35  ( t i ga  

puluh  l ima)  buah Buku Hak Mi l i k  yang  dike lua r kan  oleh  Kepala  

Kanto r  Per tanahan  Kabupaten  Jayapura  ;

Menimbang,  bahwa  te rhadap  pangg i l an  Pengad i l an  Tata  

Usaha Negara  Jayapura  kepada  para  p ihak  ke  3 ( t i ga )  te rsebu t  

sebanyak  3  ( t i ga )  ka l i  namun para  pihak  ke  3  ( t i ga )  t i dak  

pernah  had i r  walaupun  te l ah  dipangg i l  secara  patu t  ;
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1355/ Desa, ?. /

Menimbang,  bahwa  te rhadap  gugatan  Penggugat  te rsebu t ,  

se lan ju t nya  Maje l i s  Hakim  memandang  per lu  untuk  memanggi l  

p ihak  ke  3 ( t i ga )  la i nnya  ya i t u  PT.  Bank Mandi r i  Tbk.  Kanto r  

Cabang  Jayapura  sebaga i  penjamin  hak  tanggungan  te rhadap  

obyek  sengketa  Ser t i f i k a t  Hak  Mi l i k  Nomor:  1342/Desa  

Hinekombe  tangga l  31  Desember  2004  Sura t  Ukur  Nomor  

226/HKB/2004  tangga l  29  Desember  2004  se luas  5.000  m2 atas  

nama Ronnie  Wirdan  yang  te l ah  d ipecah  sebanyak   17   ( tu j uh  

belas )   buah  Buku   Hak   Mi l i k  dan  Ser t i f i k a t  Hak  Mi l i k  

Nomor:

1355/Desa  Hinekombe  tangga l  31  Desember  2004  Sura t  Ukur  

Nomor  225/HKB/2004  tangga l  29  Desember  2004  se luas  5.000  m2 

atas  nama Ronnie  Wirdan  yang  te lah  dipecah  sebanyak  35 ( t i ga  

puluh  l ima)  buah  Buku  Hak Mi l i k  d imana  Buku  Tanah  Hak Mi l i k  

3  ( t i ga )  d ian ta ra  obyek  sengke ta  te rsebu t  masih  di j am inkan  

oleh  pemi l i k nya  d i  kanto r  Pihak  ke  3 ( t i ga )  ya i t u   PT.  Bank  

Mandi r i  Tbk.  Kanto r  Cabang Jayapura  ;

Menimbang,  bahwa pada tangga l  04 Oktober  2010,  p ihak  ke  

3  ( t i ga )  te l ah  hadi r  pada  pers idangan  dan  menyatakan  masuk  

sebaga i  p ihak  dalam sengketa  in i ;

Menimbang,  bahwa pada  tangga l  22  September  2010  te l ah  

masuk  permohonan  pihak  ke  3 ( t i ga )  untuk  iku t  ser ta  sebaga i  

sa lah  satu  p ihak  dalam  sengketa  in i  dan  te l ah  dida f t a r  d i  

Kepani te r aan  Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Jayapura  dengan  

Nomor  :  14 In t  /  G /  2010  /  P.TUN.  JPR,  yang  dia jukan   o leh  

kuasa  hukum Pihak  ke  3  ( t i ga ) ,   yang  pada  pokoknya  Pemohon 

In te r vens i    memohon  kepada   Maje l i s     Hakim     agar  

dapat   mener ima  permohonan  in te r vens i  sebaga i  p ihak  dalam 

sengketa  Nomor:  14/G/2010 /PTUN.JPR ;

Menimbang,  bahwa  atas  permohonan  Pemohon  In te r vens i  

te rsebu t  Maje l i s  Hakim  te l ah  menja tuhkan  Putusan  Sela  

Nomor  :  14  /  G /  2010/  PTUN.JPR,  te r t angga l  18  Oktober  2010  

yang  pada  in t i n ya  mengabu lkan  Permohonan  dar i  PT.  Bank  

Mandi r i  Tbk.  dan  menempatkannya  sebaga i   Tergugat  I I  

In te r vens i  1;  

Menimbang,  bahwa  te rhadap  gugatan  Penggugat  te rsebu t ,  
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Meni mbang, ?. /

Maje l i s  Hakim  memandang  per lu  untuk  memanggi l  p ihak  ke  3 

( t i g a )  ya i t u  PT.  Bank  Pembangunan  Daerah  Papua  sebaga i  

pen jamin  hak  tanggungan  te rhadap  sebag ian  obyek  sengketa  

dimana  Buku Tanah Hak Mi l i k  1 (sa tu )  d ian ta ra  obyek  sengketa  

te rsebu t  masih  d i j am inkan  oleh  pemi l i k nya  di  kanto r  Pihak  ke  

3  ( t i ga )  ya i t u   PT.  Bank  Pembangunan  Daerah  Papua  dan  pada  

tangga l  04 Oktober  2010,  p ihak  ke  3 ( t i g a )  te lah  had i r  pada  

pers i dangan  dan  menyatakan  masuk  sebaga i  p ihak  da lam 

sengketa  in i ;

Menimbang,  bahwa pada  tangga l  28  September  2010  te l ah  

masuk  permohonan   pihak   ke  3  ( t i g a )   untuk   i ku t   ser ta  

sebaga i   sa lah   satu   p ihak   da lam sengketa  in i  dan  te l ah  

dida f t a r  d i  Kepan i t e r aan  Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  

Jayapura  dengan  Nomor  :  14 In t  /  G /  2010 /  P.TUN.  JPR,  yang  

dia j ukan   o leh  kuasa  hukum Pihak  ke  3  ( t i ga ) ,   yang  pada  

pokoknya  Pemohon  In te r vens i    memohon  kepada   Maje l i s  

Hakim     agar    dapat   mener ima  permohonan  in te r vens i  

sebaga i  p ihak  dalam sengketa  Nomor:  14/G/2010 /PTUN.JPR ;

Menimbang,  bahwa atas  permohonan  Pemohon In te r vens i  PT.  

Bank  Pembangunan  Daerah  Papua  te rsebu t  Maje l i s  Hakim  te lah  

menja tuhkan  Putusan  Sela  Nomor  :  14  /  G /  2010/  PTUN.JPR,  

te r t angga l  18  Oktober  2010  yang  pada  pokoknya  mengabulkan  

Permohonan  dar i  Pemohon  In te r vens i  dan  Menetapkan  PT.  Bank  

Pembangunan  Daerah  Papua Tbk.  sebaga i  Tergugat  I I  In te r vens i  

2;

Menimbang,  bahwa  pada  tangga l  28  Oktober  2010  te l ah  

masuk  permohonan  pihak  ke  3  ( t i ga )  RONNIE  WIRDAN mela lu i  

kuasanya  yang  baru  ya i t u  SEMI  LATUNUSA,  S.H. ,  untuk  iku t  

ser ta  sebaga i  sa lah  satu  pihak  da lam sengke ta   in i  dan te l ah  

dida f t a r   d i   Kepani te raan   Pengad i l an   Tata   Usaha  Negara  

Jayapura  dengan  Nomor  :  14 In t  /  G /  2010 /  P.TUN.  JPR,  yang  

dia j ukan   o leh  kuasa  hukum Pihak  ke  3  ( t i ga ) ,   yang  pada  

pokoknya  Pemohon In te r vens i    memohon kepada   Maje l i s  Hakim 

agar  dapat  mener ima  permohonan  in t e r vens i  sebaga i  p ihak  

dalam sengketa  Nomor:  14/G/2010 /PTUN.JPR ;

Menimbang,  bahwa  atas  permohonan  Pemohon  In te r vens i  

te rsebu t  Maje l i s  Hakim  te l ah  menja tuhkan  Putusan  Sela  
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
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ke 3 ( t i ga) , ?. /

Nomor  :  14  /  G /  2010/  PTUN.JPR,  te r t angga l  25  Oktober  2010  

yang  pada  in t i n ya  mengabu lkan  Permohonan  a  quo  dan  

menetapkan  Ronnie  Wirdan  sebaga i  Terguga t  I I  In te r vens i  3;

Menimbang,  bahwa  te rhadap  gugatan  Penggugat  te rsebu t ,  

Maje l i s  Hakim  memandang  per lu  untuk  memanggi l  p ihak  ke  3 

( t i g a )  ya i t u  PT.  Bank  Tabungan  Negara  Tbk.  Kantor  Cabang  

Jayapura  sebaga i  pen jamin   hak   tanggungan   te rhadap  obyek  

sengketa  Ser t i f i k a t  Hak  Mi l i k  Nomor:  1342/Desa  Hinekombe 

tangga l  31  Desember  2004  Sura t  Ukur  Nomor  226/HKB/2004  

tangga l  29  Desember  2004  se luas  5.000  m2 atas  nama Ronnie  

Wirdan  yang  te l ah   d ipecah   sebanyak   17 ( tu j uh  belas )   buah  

Buku  Hak  Mi l i k  dan  Ser t i f i k a t  Hak  Mi l i k  Nomor:  1355/Desa  

Hinekombe  tangga l  31  Desember  2004  Sura t  Ukur  Nomor  

225/HKB/2004  tangga l  29  Desember  2004  se luas  5.000  m2 atas  

nama  Ronnie  Wirdan  yang  te l ah  dipecah  sebanyak  35  ( t i ga  

puluh  l ima)  buah  Buku  Hak Mi l i k  d imana  Buku  Tanah  Hak Mi l i k  

8  (de lapan)  d ian ta ra  obyek  sengke ta  te rsebu t  masih  

di j am inkan  oleh  pemi l i k nya  di  kanto r  Pihak  ke  3 ( t i g a )  ya i t u  

PT.  Bank  Tabungan  Negara  Tbk.  Kanto r  Cabang Jayapura  :

Menimbang,  bahwa pada tangga l  25 Oktober  2010,  p ihak  ke  

3  ( t i ga )  PT.  Bank   Tabungan  Negara  Tbk.  Kantor  Cabang  

Jayapura  te l ah  had i r  pada  pers idangan  dan  menyatakan  masuk  

sebaga i  p ihak  dalam sengketa  in i  dengan  Nomor  :  14 In t  /  G /  

2010 /  P.TUN.  JPR,   yang   d ia j ukan   o leh  kuasa  hukum Pihak

ke  3  ( t i ga ) ,   yang  pada  pokoknya  Pemohon  In te r vens i  

memohon kepada   Maje l i s     Hakim    agar    dapat   mener ima  

permohonan  in te r vens i  sebaga i  p ihak  da lam  sengketa  Nomor:  

14/G/2010 /PTUN.JPR ;  

Menimbang,  bahwa  atas  permohonan  Pemohon  In te r vens i  

te rsebu t  Maje l i s  Hakim  te l ah  menja tuhkan  Putusan  Sela  

Nomor  :  14 /  G /  2010/  PTUN.JPR,  te r t angga l  01 November  2010  

yang  pada  in t i n ya  mengabu lkan  Permohonan  dar i  Pemohon 

In te r vens i  PT.  Bank   Tabungan  Negara  Tbk.  Kanto r  Cabang  

Jayapura  dan  menetapkan  Pemohon In te r vens i  sebaga i  Tergugat  
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Meni mbang, ?. /

I I  In te r vens i  4;

Menimbang,  bahwa  te rhadap  gugatan  Penggugat  te rsebu t ,  

Maje l i s  Hakim  memandang  per lu  untuk  memanggi l  p ihak  ke  3 

( t i g a )  ya i t u  PT.  Bank  Rakyat  Indones ia  Tbk.  Kantor  Cabang  

Jayapura  sebaga i  pen jamin  hak  tanggungan  te rhadap  obyek  

sengketa  Ser t i f i k a t  Hak  Mi l i k  Nomor:  1342/Desa  Hinekombe 

tangga l  31  Desember  2004  Sura t  Ukur  Nomor  226/HKB/2004  

tangga l  29  Desember  2004  se luas  5.000  m2 atas  nama Ronnie  

Wirdan  yang  te l ah   d ipecah   sebanyak   17 ( tu j uh  belas )   buah  

Buku  Hak  Mi l i k  dan  Ser t i f i k a t  Hak  Mi l i k  Nomor:  1355/Desa  

Hinekombe  tangga l  31  Desember  2004  Sura t  Ukur  Nomor  

225/HKB/2004  tangga l  29  Desember  2004  se luas  5.000  m2 atas  

nama  Ronnie  Wirdan  yang  te l ah  dipecah  sebanyak  35  ( t i ga  

puluh  l ima)  buah  Buku  Hak Mi l i k  d imana  Buku  Tanah  Hak Mi l i k  

6  (enam)  dian ta ra  obyek  sengketa  te rsebu t  masih  di j am inkan  

oleh  pemi l i k nya  d i  kanto r  Pihak  ke  3  ( t i ga )  ya i t u  PT.  Bank  

Rakyat  Indones ia  Tbk.  Kanto r  Cabang Jayapura  ;

Menimbang,  bahwa  pada  tangga l  01  November  2010  te lah  

masuk  permohonan   pihak   ke  3  ( t i ga )  PT.  Bank  Rakyat  

Indones ia  Tbk.  Kanto r  Cabang  Jayapura  untuk   i ku t   ser ta  

sebaga i   sa lah   satu   p ihak   da lam sengketa  in i  dan  te l ah  

dida f t a r  d i  Kepan i t e r aan  Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  

Jayapura  dengan  Nomor  :  14 In t  /  G /  2010 /  P.TUN.  JPR,  yang  

dia j ukan   o leh  kuasa  hukum Pihak  ke  3  ( t i ga ) ,   yang  pada  

pokoknya  Pemohon  In te r vens i    memohon  kepada   Maje l i s  

Hakim     agar    dapat   mener ima  permohonan  in te r vens i  

sebaga i  p ihak  dalam sengketa  Nomor:  14/G/2010 /PTUN.JPR ;

Menimbang,  bahwa  atas  permohonan  Pemohon  PT.  Bank  

Rakyat  Indones ia  Tbk.  Kanto r  Cabang  Jayapura  te rsebu t  

Maje l i s  Hakim  te l ah  menja tuhkan  Putusan  Sela  Nomor  :  14  /  

G /  2010/  PTUN.JPR,  te r t angga l  18  November  2010  yang  pada  

in t i n ya  mengabulkan  Permohonan  dar i  Pemohon  In te r vens i  dan  

menetapkan  Pemohon In te r vens i  sebaga i  Tergugat  I I  In te r vens i  

5;
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Menimbang,  bahwa  atas  gugatan  Penggugat  te rsebu t  

Tergugat  te l ah  mengajukan  Jawaban  te r t angga l  01  Oktober  

2010,  yang  is i nya  sebaga i  ber i ku t :

A.  DALAM EKSEPSI  :

1. Bahwa  Tergugat  membantah  dal i l - da l i l  yang  di  a jukan  

Penggugat  kecua l i  te rhadap  ha l - ha l  yang  d iaku i  secara  

tegas  oleh  Tergugat ;

2. Bahwa gugatan  yang  di  Ajukan  oleh  Penggugat  te lah  lewat  

waktu  (kada luwarsa ) ,  ha l  in i  d i l i h a t  dar i  se jak  

Tergugat  mener ima  gugatan  dar i  Penggugat  yang  te rda f t a r  

pada  pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  di  Jayapura  tangga l ,  

27  Agustus  2010.  Sedangkan  Ser t i p i k a t  HM No.1342  

tangga l ,  31  Desember  2004  An.  RONNEE  WIRDAN  di  

Kelu rahan  Hinekombe  dengan  luas  =  5000  M2,  dan  

Ser t i p i k a t  Hm No.  1355,  tangga l  31 Desember  2004  dengan  

luas  =  5000  M2 da lam  obyek  sengketa  perba i kan  gugatan  

i t u  t i dak  sesua i  prosedur  fo rma l  ;

3. Karena  da lam But i r  ( I )  dan But i r  ( I I )  perba ikan  gugatan  

harus  ada  ta ta  cara  proses  yang  te l ah  berser t i p i k a t  

harus  ada hubungan  Hukum hal  te rsebu t  d ibuk t i k an  dengan  

adanya  Akta  Jua l  Bel i  dar i  Notar i s  PPAT Setempat  baru  

di  Kanto r  Badan  Per tanahan  Kabupaten  Jayapura .  Di  

daf ta r kan  dan  di l akukan  pemecahan  sesua i  dengan  luas  

yang  di  te tapkan ;

Berdasarkan  Ekseps i  te rsebu t  d i  atas  Tergugat  memohon 

kepada  Maje l i s  Hakim  untuk  menyatakan  dengan  keputusan ,  

ya i t u  mener ima  Ekseps i  tu ru t  Tergugat  dan  menyatakan  

gugatan  t i dak  di te r ima  atau  d i  to lak  ;

B.  DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa  apa  yang  di  ura i kan  dalam  Ekseps i  merupakan  

bag ian  yang  t i dak  te rp i sahkan  dalam pokok  perkara  in i ;
51
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4.  Ber dasar kan, ?. /

2. Di tegaskan  kembal i  bahwa Tergugat  membantah  dal i l - da l i l  

yang  di  a jukan  Penggugat ,  kecua l i  te rhadap  hal - hl  yang  

diak - 6i  secara  tegas  oleh  Tergugat ;

3. Bahwa pada  (po in t  3)  dasar  gugatan  Penggugat  menyatakan  

penerb i t an  obyek  sengketa ,  te lah  melanggar  Pera tu ran  

Pemer in tah ,  Karena  secara  prosedura l / f o rma l  dan  secara  

mater i l / s u b t ans i e l  ada lah  t i dak  ber ten tangan  dengan  

pasa l  40  PP No.24 /1997 ;  ten tang  pendaf ta ran  Tanah  yang  

di  da lam  pasa l  te rsebu t  mewaj ibkan  kepada  PPAT 

se lambat lambatnya  7  ( tu j uh )  har i  untuk  menyampaikan  

Akta  yang  dibua tnya ,  kepada  Kanto r  Per tanahan  Kabupaten  

Jayapura  (Terguga t )  untuk  d i  daf ta r kan ,  dan  ha l  in i  

te lah  sesua i  dengan  keten tuan  perundang - undangan  yang  

ber laku ,  ser ta  t i dak  ber ten tangan  dengan  Asas - Asas  Umum 

Pemer in tahan  yang  baik ;

4. Berdasarkan  ura ian - ura ian  te rsebu t  d i  atas  maka 

Tergugat  memohon kepada  Maje l i s  Hakim memer iksa  perkara  

in i  dan  member ikan  putusan  sebaga i  ber i ku t :

a.  Dalam Eksepsi  :

1. Mener ima  Ekseps i  Terguga t  untuk  se lu ruhnya  dan  ;

2. Menyatakan  gugatan  Penggugat  t i dak  dapat  d i  te r ima  ;  

b.  Dalam Pokok Perkara  :

1. Menyatakan  menolak  gugatan  Penggugat  se lu ruhnya  atau  

set i dak - t i daknya  menyatakan  gugatan  Penggugat  t i dak  

dapat  d i  te r ima  (NEET  ONVAN KELIJK  VER KLAARARD);

2. Menyatakan  Tergugat  t i dak  te rbuk t i  melakukan  perbuatan  

52
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 52



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3.  Dar i , ?. /

Hukum yang  merug ikan  Penggugat  dan menyatakan  Sah ser ta  

berharga  SHM No.  1342  dan  1355  tangga l  31  Desember  

2004,  Kelu rahan  Hinekombe,  Dis t r i k  Sentan i  Kabupaten  

Jayapura  ;

3. Menghukum Penggugat  untuk  membayar  b iaya  perkara  in i ;

4. Apabi l a  Maje l i s  Hakim berpendapa t  la i n ,  hendaknya  dapat  

member i  putusan  yang  sead i l - ad i l nya  menuru t  Aturan  

Hukum  yang  ber laku ;

Menimbang  bahwa  te rhadap  gugatan  Penggugat  te rsebu t ,  

Tergugat  I I  In te r vens i  1  te l ah  mengajukan  Jawaban/Tanggapan  

te r t angga l  01 November  2010 ada lah  sebaga i  ber i ku t  :

1.  DALAM EKSEPSI  :

A.  EKSEPSI  TENTANG GUGATAN PENGGUGAT TELAHDALUWARSA:

1. Bahwa menuru t  pasa l  55  UU No.5  tahun  1986  sebaga imana  

diubah  dengan  UU No.9  tahun  2004  ten tang  Perad i l an  Tata  

Usaha Negara  (se lan ju t n ya  disebu t  UU PTUN) dia tu r  bahwa 

:

“  gugatan  dapat  dia jukan  hanya  dalam tenggang  waktu  90 

(sembi l an  puluh)  har i  te rh i t u ng  se jak  saat  d i te r imanya  

atau  diumumkannya  Keputusan  Badan atau  Pejaba t  Tata  Usaha  

Negara  “ ;

2. Bahwa  ser t i f i k a t  tanah  obyek  sengketa  di te rb i t k an  

tangga l  31  Desember  2004  dan  Penggugat  mendal i l k an  

se lama  in i  membayar  PBB atas  tanah  te rsebu t .  ha l  in i  

dapat  d is impu lkan  Penggugat  mengetahu i  tanah  te rsebu t  

te lah  berser t i f i k a t  se jak  tangga l  31  Desember  2004;
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3. Dar i  pos i t a  Penggugat  te rsebu t  yang  dapat  d ika takan  

sebaga i  pengakuan  Penggugat  didepan  pers i dangan  bahwa 

Penggugat  mengetahu i  Terguga t  te l ah  menerb i t kan  2 (dua)  

Ser t i f i k a t  Tanah  Hak Mi l i k  yang  menjad i  obyek  sengke ta  

dalam  perkara  in i  pada  tangga l  31  Desember  2004;

4. Bahwa da l i l  Penggugat  yang  baru  mengetahu i  tanah  te lah  

berser t i f i k a t  pada  tangga l  16  Februar i  2010  saat  

Penggugat  menanyakan  ke lan ju t an  permohonan  penerb i t an  

ser t i f i k a t  pada  Tergugat  sangat  t i dak  masuk aka l  secara  

log i ka  hukum dan  d i ragukan  kebenarannya .  Satu  dan  la i n  

ha l  menginga t  Penggugat  te l ah  mendal i l k an  mengajukan  

permohonan  ser t i f i k a t  pada  Tergugat  pada  tahun  2002;

Sudah  menjad i  prak tek  keb iasaan /common  prac t i c e  dalam 

pengurusan  permohonan  ser t i f i k a t ,  bahwa  p ihak  Pemohon 

harus  akt i f   harus   memoni to r  permohonan  te rsebu t  namun 

Penggugat  mendal i l k an  baru  menanyakan  pada  tangga l  16  

Februar i  2010 suatu  kurun  waktu  yang  sangat  lama (8  tahun)  

seh ingga  dal i l  Penggugat  te r sebu t  t i dak  log i s , absu rd ,  

mengada- ada  dan  patu t  d i ragukan  te r l eb i h  lag i  dengan  

penga juan  gugatan  dalam  perkara  aquo  te r l i h a t  bahwa 

Penggugat  bers i ke ras  mendal i l n ya  sebaga i  p ihak  yang  berhak  

mengajukan  permohonan  ser t i f i k a t  te rsebu t .  Untuk  i t u  mohon 

Maje l i s  Hakim  menolak  tangga l  16  Februar i  2010  

dipe rh i t ungkan  sebaga i  waktu  Penggugat  baru  mengetahu i  

tanah  te lah  berser t i f i k a t  atas  nama  Ronnie  Wirdan;

5.  Bahwa berdasarkan  but i r  1 s /d  3 dia tas ,  Penggugat  secara  

log i ka  hukum  mengetahu i  tanah  obyek  sengketa  te l ah  

berser t i f i k a t  hak  mi l i k  se jak  tangga l  31  Desember  2004.  

Bahwa Pengggugat  mendaf ta r kan  gugatan  dalam perkara  in i  d i  

PTUN Jayapura  pada tangga l  14 Apr i l  2010.  Sesua i  fak ta  in i  

je l as  menunjukkan  bahwa penga juan  gugatan  Penggugat  te lah  

lewat  tenggang  waktu  90 (sembi l an  puluh  har i )  sebaga imana  

dia tu r  dan  dipe rsya ra t kan  pasa l  55  UU Pengad i l an  Tata  

Usaha  Negara .  Oleh  karenanya  gugatan  Penggugat  demi  

undang- undang  harus  dinya takan  t i dak  dapat  d i te r ima ;

B.  EKSEPSI    TENTANG   PENGADILAN   TATA  USAHA NEGARA TIDAK 
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b.  Tanah, ?. /

BERWENANG  MENGADILI  PERKARA  A  QUO;

1.   Bahwa obyek  gugatan  Penggugat  ada lah  :

a. Tanah  SHM No.1342 /Desa .  Kel  Hinekombe  te rca ta t  an 

Ronnie  Wirdan  yang  anta ra  la i n  te lah  dipecah  menjad i  

SHM No.2104/Desa.Kel .H inekombe  te rca ta t  an.  Frans  dan 

SHM No.2106/Desa.Kel .H inekombe te rca ta t  atas  nama Alv in  

Abraham  Lynda l ;

b. Tanah  SHM No.  1355/Desa/Ke l .H i nekombe  te rca ta t  atas  

nama  Ronnie  Wirdan  yang  anta ra  la i n  te lah  dipecah  

menjad i  SHM No.2093/Desa.Kel .H inekombe atas  nama Evenly  

Simon;

2. Bahwa tanah  SHM No.2104/Desa .Ke l .H i nekombe te rca ta t  an.  

Frans  saat  in i  merupakan  agunan  atas  fas i l i t a s  Kred i t  

Pemi l i k an  Rumah  yang  di te r ima  oleh  Sdr .F rans  dar i  

Tergugat  I I  In te r vens i  I  dan  te l ah  di i ka t  dengan  Hak 

Tanggungan  Tingka t  I  sesua i  Ser t i f i k a t  Hak  Tanggungan  

No.  119/2009  tangga l  8  Jun i  2009;

3. Bahwa  tanah  SHM No.2106/Desa .Ke l .H i nekombe  te rca ta t  

atas  nama Alv in  Abraham Lynda l  saat  in i  juga  merupakan  

agunan  pada  Tergugat  I I  In te r vens i  I  atas  fas i l i t a s  

Kred i t  Pemi l i kan  Rumah  yang  d i t e r ima  oleh  Sdr .A l v i n  

Abraham Lynda l .  Ser t i f i k a t  tanah  te rsebu t  te l ah  di  i ka t  

Hak  Tanggungan  Tingka t  I  sesua i  Ser t i f i k a t  Hak 

Tanggungan  No.  1120/2009  tangga l  8  Jun i  2009;

4. Demik ian  pula  dengan  tanah  SHM 

No.2093/Desa /Ke l .H i nekombe  saat  in i  merupakan  agunan  

atas  fas i l i t a s  kred i t  pemi l i k an  Rumah yang  di te r ima  Sdr  

Evenly  Simon  dar i  Terguga t  I I  In te r vens i  I  dan  te l ah  

di i ka t  Hak Tanggungan  sesua i  Ser t i f i k a t  Hak Tanggungan  

No.255/2009  tangga l  24  Agustus  2009;55
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7.  Dengan, ?. /

5. Bahwa Ser t i f i k a t  tanah  te rsebu t  sesua i  pasa l  19  ayat  2 

UU No.  5  tahun  1960  ten tang  Pera tu ran  Dasar  Pokok  

Agrar i a  merupakan  bukt i  pemi l i k an  tanah  yang  kuat  yang  

di te rb i t k an  o leh  Tergugat  se laku  ins tans i  yang  diber i  

kewenangan  oleh  Undang- undang  untuk  menerb i t kan  

ser t i f i k a t  tanah ;

Bahwa pero lehan  tanah  te rsebu t  o leh  masing - masing  pemi l i k  

tanah /pemi l i k  agunan ada lah  didasarkan  pada akte  jua l  be l i  

yang  dibua t  o leh  dan  d ihadapan  Pejaba t  Pembuat  Akta  Tanah  

(PPAT)  yakn i  Ratna  Nel l y  Riyan ty  yang  merupakan  pejaba t  

umum.  Bahwa  Ser t i f i k a t  tanah  maupun  akte  jua l  be l i  

te rsebu t  merupakan  akte  oten t i l k  seh ingga  bag i  Terguga t  I I  

In te r vens i  I  se laku  pihak  I I I  yang  ber i t i k ad  baik ,  akte  

jua l  be l i  dan ser t i f i k a t  tanah  dimaksud  mempunyai  kekuatan  

pembukt i an  yang  sempuma bahwa masing - masing  tanah  agunan  

te rsebu t  benar   menuru t   hukum  adalah   mi l i k  sdr .F rans  

dan  Sdr .A l v i n  Abraham  Lynda l  ser ta  Sdr .Even l y  Simon.  

(v i de  pasa l  101  huru f  a  UU PTUN jo  pasa l  1868  KUHPerdata  

jo  pasa l  1870 KUHPerdata )  ;

6. Bahwa  da lam  pos i t a  gugatannya ,  Penggugat  mendal i l k an  

se laku  pihak  yang  berhak  atas  tanah  te rsebu t  

berdasarkan  war isan  dar i  ayah  Penggugat  (v ide  pos i t a  

but i r  4)  namun kepemi l i k annya  atas  tanah  obyek  sengketa  

t i dak  didasarkan  adanya  Ser t i f i k a t  Tanah  namun  hanya  

berupa  sura t - sura t  d ibawah  tangan  yang  per lu  d ibuk t i k an  

kebenarannya .  Sela in  i t u  per lu  pu la  dibuk t i k an  

kebenaran  pewar i san  te rsebu t ;

7. Dengan  adanya  tun tu tan  Penggugat  atas  tanah  obyek  

sengketa  yang  mendal i kan  sebaga i  mi l i k nya ,  maka 

dika i t k an  dengan  fak ta  hukum te rsebu t  pada  but i r  4 dan  

5 dia tas  per lu  dibukt ikan  Ieb i ih  dahulu  kebenaran  halk  

Penggugat  atas  tanah  obyek  sengketa  yang  je las  te lah  

berser t i f i l k a t  atas  nama Ronnie  Wirdan  yang  anta ra  la i n  

te l ah  dipecah  menjad i  tanah  SHM No.02104,  SHM No.  02106  

dan  SHM No.02093  masing - masing  atas  nama Sdr .  Frans ,  
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Sdr .  Alv in  Abraham  Lynda l  dan  Sdr .Even l y  Simon  dan  

te l ah  dise rahkan  sebaga i  agunan  kepada  Tergugat  I I  

In te r vens i  I ;

8. Berdasarkan  ha l  d ia tas ,  dapat  d ika takan  gugatan  

Penggugat  merupakan  l i ngkup  sengketa  kepemi l i k an  atas  

tanah  dan menuru t  undang - undang  ta ta  Usaha negara  je l as  

bukan  merupakan  wewenang  Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  

untuk  memer iksa  dan  mengadi l i  te tap i  merupakan  

kewenangan  Perad i l an  Perdata  Hal  in i  se ja l an  dengan  

yur i p rudens i  sbb  :

a. Putusan  Mahkamah  Agung  No.93  KITUN/1996  tangga l  24 

Februar i  1998  yang  memutuskan:

“bahwa  gugatan  mengenai  tanah  sengketa  dan  

kepemi l i k annya  ada lah  wewenang dar i  pengad i l an  perda ta  

untuk  memer iksa  dan  memutuskannya"  ;

b. Putusan  Mahkamah Agung  No.16  K/TUN/2000  tanggal  28 

Februar i  2001  yang  memutuskan  :  

"  bahwa  gugatan  mengenai  sengketa  kepemi l i k an  ada lah  

perad i l an  umum  untuk  memer iksanya  "  ;  

9. Berdasarkan  ha l - ha l  te rsebu t  d ia tas ,  maka  Pengad i l an  

Tata  Usaha  Negara  Jayapura  sepatu tnya  menyatakan  t i dak  

berwenang  mengadi l i  karena  mated  pokok  perkara  

merupakan  sengketa  kepemi l i k an  yang  merupakan  wewenang  

perad i l an  umum;

10. Berdasarkan  hal - ha l  d ia tas ,  gugatan  Penggugat  yang  

dia j ukan  pada  Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Jayapura  

sepatu tnya  dinya takan  t i dak  dapat  d i te r ima  ;  

C.  EKSEPSI      TENTANG     PENGGUGAT    TIDAK    MEMILIKI  

KAPASITAS  DAN KUALITAS SEBAGAI  PENGGUGAT DALAM GUGATAN 

PERKARA  A  QUO ;  
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kewar i san, ?. /

1. Bahwa  dalam  pos i t a  bab  a lasan  gugatannya  but i r  4,  

Penggugat  mendal i l k an  bahwa    tanah    obyek  

sengketa     merupakan   hak   Penggugat    berdasarkan

kewar i san  dar i  ayahnya  ya i t u  alm.  Hein t j e  Tulaseke t  yang  

mempunya i  anak  se la i n  Penggugat  adalah  Yohanes  Tulaseke t ,  

Yafe t  Tulaseke t ,  David  Tulaseke t  dan  Yusuf  Tulaseke t ;

2. Berdasarkan  da l i l  Penggugat  te rsebu t  sesua i  hukum 

kewar i san  dapat  d ika takan  Penggugat  mendal i l k an  pihak  

yang  berhak  atas  tanah  obyek  sengketa  dalam perkara  

in i  t i dak  hanya  Penggugat  te tap i  juga  Yohanes  

Tulaseke t ,  Yafe t  Tulaseke t ,  David  Tulaseke t  dan Yusuf  

Tulaseke t ;

3. Bahwa da lam  pos i t anya  Penggugat  mendal i l k an  sebaga i  

p ihak  yang  berhak  atas  tanah  obyek  sengke ta  namun 

t i dak  menje laskan  secara  tegas  pera l i han  hak  war is  

tanah  obyek  sengke ta  dar i  Yohanes  Tulaseke t ,  Yafe t  

Tulaseke t ,  David  Tulaseke t  dan Yusuf  Tulaseke t  kepada  

Penggugat ;

4. Berdasarkan  fak ta  dia tas ,  gugatan  Penggugat  yang  

hanya  dia jukan  send i r i  o leh   Penggugat    tanpa  

menyer takan   ah l i   war i s   la i n   dar i   a lmarhum  ayah  

Penggugat  sepatu tnya  t i dak  dapat  d i t e r ima  karena  

Penggugat  t i dak  mempunya i  kapas i t a s  dan  kua l i t a s  

sebaga i  Penggugat  da lam  gugatan  perkara  aquo.  Oleh  

karenanya  gugatan  Penggugat  sepatu tnya  d inya takan  

t i dak  dapat  d i t e r ima  ;

I I .   DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa  apa  yang  disampaikan  da lam  bagian  ekseps i  
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b.  Hubungan, ?. /

merupakan  satu  kesatuan ,  dan oleh  karenanya  merupakan  

bag ian  yang  t i dak  te rp i sahkan  dengan  bagian  pokok  

perkara  in i ;

2. Bahwa Terguga t  I I  In te r vens i  I  secara  tegas  menolak  

dal i l - da l i l  yang  dikemukakan  Penggugat  kecua l i  yang  

secara  tegas  diaku i  kebenarannya ;

3. Bahwa  hubungan  hukum pember ian  kred i t  dengan  tanah  

agunan  berupa  SHM  No.  02014  /H inekombe,  SHM 

No.02106/H inekombe  dan  SHM No.02093/H inekombe  yang  

te r j ad i  anta ra  Tergugat  I I  In te r vens i  I  dengan  Sdr .  

Frans  dan Sdr .  Alv in  Abraham Lynda l  ser ta  Sdr .  Evenly  

Simon,  masing - masing  se laku  deb i tu r  dan pemi l i k  tanah  

te rsebu t  dapat  Tergugat  I I  In te r vens i  I  je l askan  

sebaga i  ber i ku t  :

a. Hubungan  hukum pember ian  kred i t  dengan  Sdr .F rans  ada lah  

berdasarkan  Per jan j i a n  Kred i t  No.154/022 /KGM- CO- 2009 

tangga l  31 Maret  2009 dengan  jangka  waktu  sampai  dengan  

tangga l  8  Apr i l  2014.  Sebaga i  agunan  kred i t  ada lah  

asset  mi l i k  sdr .F rans  berupa  tanah  SHM 

No.02104/Hinekombe  dan  te lah  di  i ka t  dengan  Hak 

Tanggungan  I  sesua i  Ser t i f i k a t  Hak Tanggungan  Tingka t  I  

No.  119/2009  tangga l  8  Jun i  2009;

b. Hubungan  hukum  pember ian  kred i t  dengan  Sdr .  Alv in  

Abraham Lynda l  adalah  berdasarkan  Per jan j i a n  Kred i t  No.  

154/017 /KGM- CO- 2009  tangga l  30 Maret  2009  dengan  jangka  

waktu  sampai  dengan  tangga l  8  Apr i l  2014.    Sebaga i  

agunan    kred i t    ada lah    asset   mi l i k    Sdr .   Alv in  

Abraham Lynda l  berupa  tanah  SHM No.02106/Hinekombe  dan 

te lah  di i ka t  dengan  Hak  Tanggungan  Tingka t  I  sesua i  

Ser t i f i k a t  Hak  Tanggungan  Tingka t  I  No.  1120/2009  
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a.  Bahwa, ?. /

tangga l  8  Jun i  2009  ;

c . Hubungan  hukum pember ian  kred i t  dengan  Sdr .Even l y  Simon 

ada lah  berdasarkan  Per jan j i a n  Kred i t  No.  

154/028 /KGM- CO- 20009  tangga l  11  Mei  2009  dengan  jangka  

waktu  sampai  dengan  tangga l  14 Mei  2012.  Sebaga i  agunan  

kred i t  adalah  aset  mi l i k  Sdr .  Even ly  Simon berupa  tanah  

SHM No.02093/Hinekombe  dan  te l ah  di i ka t  dengan  Hak 

Tanggungan  Tingka t  I  sesua i  Ser t i f k a t  Hak  Tanggungan  

no.255 /2009  tangga l  24  Agustus  2009;

4. Bahwa  per jan j i a n  kred i t  te rsebu t  sampai  saat  in i  

ber l aku  dan belum ja tuh  tempo seh ingga  masih  mengika t  

para  deb i t u r  dan  karenanya  menuru t  hukum Tergugat  I I  

In te r vens i  I  berhak  dan  berkepent i ngan  untuk  

menguasa i  tanah - tanah  te rsebu t  but i r  3 d ia tas  sebaga i  

agunan  kred i t  satu  dan la i n  ha l  juga  menginga t  tanah  

te rsebu t  te l ah  di i ka t  dengan  Hak  Tanggungan  sesua i  

prosedure  dan  undang - undang  yang  ber laku  ;

5. Sebaga imana  Terguga t  I I  In te r vens i  I  sampaikan  pada  

tanggapan  dalam  ekseps i  te rsebu t  d ia tas ,  Ser t i f i k a t  

tanah  te rsebu t  merupakan  akte  oten t i k  dan  bukt i  

kepemi l i k an  yang  kuat  atas  tanah  karenanya  bag i  

Tergugat  I I  In te r vens i  I  se laku  pihak  I I I  dan  

kred i t u r  yang  ber i t i k ad  baik  member ikan  bukt i  sempuma 

bahwa  kepemi l i k an  Sdr  Frans  dan  sdr .  Alv in  Abraham 

dan  Sdr .Even l y  Simon  atas  masing - masing  tanah  

te rsebu t  d ia tas  ada lah  benar  dan penerb i t annya  sesua i  

dengan Undang- undang No.  5 tahun  1960 ten tang  beser ta  

atu ran  pe laksanaannya  te rmasuk  te lah  sesua i  dengan PP 

No.24  tahun  1997 (V ide  pasal  19 UU No.5  tahun 1960 jo  

pasal  101 huruf  a UU PTUN jo  pasal  1868 KUHPerdata  jo  

Pasal  1870  KUHPerdata)  ;

6. Berdasarkan  but i r  5  dia tas ,  t i dak  benar  apa  yang  

dinya takan  PENGGUGAT bahwa    t i ndakan    TERGUGAT 

menerb i t kan    Ser t i f i k a t     Tanah    Obyek  sengketa  

khususnya  tanah - tanah  SHM yang  di j ad i kan  agunan  

kred i t  pada  Tergugat  I I  in te r vens i  I  merupakan  

t i ndakan  yang  melanggar  asas  kete rbukaan  dan  asas  

akuntab i l i t a s  da lam asas - asas  umum pemer in tahan  yang  

baik ,  dengan  mendasarkan  bahwa  penerb i t anya  t i dak  
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memenuhi  prosedure  sebaga imana  d ia tu r  da lam PP No.24  

tahun  1997.  Hal  i t u  t i dak  benar ,  karena  se la i n  

berdasarkan  fak ta  sebaga imana  te rsebu t  but i r  5 

dia tas ,  juga  berdasarkan  hal - ha l  sebaga i  ber i ku t  :

a. Bahwa pemi l i k an  tanah  SHM No.  02104,  SHM No.  02106  dan  

SHM No 02093  masing - masing  oleh  Sdr .F rans ,  Sdr /A l v i n  

Abraham  dan  Sdr .Even l y  Simon  ada lah  d idasarkan  pada  

t ransaks i  jua l  be l i  yang  dibuk t i k an  dengan  adanya  Akte  

Jua l  Bel i  yang  dibua t  o leh  dan  d i  hadapan  Pejaba t  

Pembuat  Akte  Tanah  ya i t u  akte  jua l  be l i  

No.302/H inekombe/09  tangga l  27  Apr i l  2004,  Akte  Jua l  

be l i  No.301/H inekombe/  09  tangga l  27  Apr i l  2009  dan  

Akte  Jua l  be l i  No.410/  Hinekombe/  09  tangga l  8  Ju l i  

2009.  Dengan  te l ah  dibua tnya  akte  jua l  be l i  o leh  

Pejaba t  Pembuat  Akta  Tanah,  prosedure  pera l i han  hak  

atas  tanah  dimaksud  te l ah  sesua i  dengan  PP No.24  tahun  

1997;

b. Bahwa  pera l i han  hak  atas  tanah  berdasarkan  akte  jua l  

be l i  te r sebu t ,  te l ah  d ida f t a r kan  pada  Terguga t  dan  

berdasarkan  akte   jua l   be l i   te rsebu t   Tergugat   te l ah  

melakukan  pencata tan  pera l i han  hak  atas  tanah  

masing - masing  Ser t i f i k a t  Hak  Mi l i k  te rsebu t  ;

Bahwa pencata tan  pera l i han  hak  atas  SHM No.02104  kepada  

Sdr .  Frans ,  SHM No.  02106  kepada  Sdr .A l v i n  Abraham 

Lynda l  dan  No.02093  Kepada  Sdr .Even l y  Simon  oleh  

Tergugat  te rsebu t  te l ah  sesua i  dengan  prosedure  yang  

dia tu r  dalam  PP  No.24  tahun  1997  karena  te lah  

didasarkan  pada  akte  jua l  be l i  yang  d ibua t  o leh  dan  

dihadapan  Pejaba t  Pembuat  Akta  Tanah  se laku  pejaba t  

umum karenanya  te l ah  sesua i - dengan PP No.24  tahun  1997;

c. Bahwa se laku  pemi l i k  tanah  maka Sdr .  Frans ,  Sdr .  Alv in  

Abraham  Lynda l  dan  Sdr .Even l y  Simon  berhak  dan  

berwenang  menyerahkan  tanah  mi l i knya  sebaga i  agunan  

kred i t  kepada  Tergugat  I I  In te r vens i  1  dan  di i ka t  

dengan  Hak Tanggungan  karenanya  te lah  sesua i  dengan  UU 
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di anggap, ?. /

No.  4  tahun  1996  ten tang  Hak  Tanggungan;

d. Bahwa  bukt i - bukt i  yang  dia j ukan  Penggugat  untuk  

mendal i l k an  sebaga i  p ihak  yang  berhak  atas  tanah  obyek  

sengketa  hanya lah  berdasarkan  bukt i  berupa  sura t - sura t  

d ibawah  tangan .  Bahwa  sura t - sura t  d ibawah  tangan  

te rsebu t  t i dak  mempunyai  n i l a i  pembukt i an  bi l a  

diband ingkan  dengan  Ser t i f i k a t  tanah  dan akte  jua l  be l i  

yang  merupakan  akte  oten t i k  ;  

Hal  in i  se ja l an  dengan  pasa l  101  huru f  a  UU PTUN jo .  

1870  KUH Perda ta  ser ta  pendapat  dar i  Pro f .  Subekt i  SH. ,  

da lam  buku  Hukum Pembukt i an  penerb i t  Pradnya  Parami ta  

sebaga i  ber i ku t  :

"  Akta  oten t i k  te r sebu t  merupakan  suatu  bukt i  yang  
"meng ika t "  da lam  ar t i  bahwa   apa   yang   d i tu l i s  
te rsebu t  harus   d ipe rcaya  oleh  hak im ya i t u  harus

dianggap  benar  dan  ia  membukt i kan  suatu  bukt i  yang  
sempurna  dalam  ar t i  ia  sudah  t i dak  memer lukan  
penambahan  pembukt i an .  Akta  oten t i k  te rsebu t  t i dak  
hanya  membukt i kan  bahwa  para  pihak  sudah  menerangkan  
apa  yang  di t u l i s  d is i t u  te tap i  juga  bahwa  yang  
di t e rangkan  ada lah  benar  " ;

Berdasarkan  ha l - ha l  d ia tas ,  t i dak  cukup  alasan  dan  bukt i  

bag i  Penggugat  untuk  membata lkan  Ser t i f i k a t  Hak  Mi l i k  

No.02104,  Ser t i f i k a t  Hak  Mi l i k  No.  02106  dan  Ser t i f i k a t  

Hak  Mi l i k  No.  02093/  Desa  Hinekombe  dengan  dasar  bukt i  

sura t  d ibawah  tangan  ;

7. Bahwa Terguga t  I I  In te r vens i  1  menolak  dal i l  Penggugat  

yang  menyatakan  sebaga i  p ihak  yang  berhak  atas  tanah  

obyek  sengketa  karena  te l ah  membayar  PBB atas  tanah  obyek  

sengketa .  Untuk  d ipahami  oleh  Penggugat     bahwa 

menuru t    hukum   dan    undang  -  undang    d i   b idang  

per tanahan ,  pembayaran  pajak  berupa PBB t idak  membuktikan  

bahwa  pihak  pembayar  pajak  adalah  pemil ik  atas  tanah ;
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Ber dasar kan, ?. /
8.  Bahwa  ten tang  permohonan  penundaan  pe laksanaan  leb ih  

lan ju t  atas  Sura t  Keputusan  Tergugat  yang  dida l i l k a n  

Penggugat  berupa  Ser t i f i k a t  Hak Mi l i k ,  layak  untuk  t i dak  

dikabu l kan ,  karena  :  

a. Sesua i  dengan  keten tuan  Pasa l  67 ayat  (1 )  Undang Undang  

PTUN,  gugatan  t i dak  menunda  pelaksanaan  leb ih  lan ju t  

atas  SK  Objek  Sengketa  yang  d iguga t ;

b. Sesua i  dengan  keten tuan  Pasal  67  ayat  (4 )  huru f  a 

Undang  Undang  PTUN,  penundaan  hanya  dapat  d ikabu l kan  

apa  bi l a  ada  kepent i ngan  yang  sangat  mendesak  yang  

mengak iba t kan  kepent i ngan  PENGGUGAT sangat  d i rug i kan ;

c. Bahwa  permin taan  penundaan  yang  dia j ukan  Penggugat  

t i dak  je l as  t i ndakan  lan ju t an  apa  yang  d i l akukan  

Tergugat  yang  dimin ta  di tunda  pelaksanaannya ,  o leh  

karenanya  dalam perkara  in i  je l as  t i dak  ada kepent i ngan  

yang  mendesak  yang  mengak iba tkan  kepent i ngan  Penggugat  

di rug i kan ;

Berdasarkan  ha l  d ia tas ,  permohonan  penundaan  yang  

dia j ukan  Penggugat  patu t  untuk  di to l ak ;

9. Bahwa  te rhadap  da l i l - da l i l  Penggugat  yang  t i dak  

di t anggap i  secara  langsung  mohon  di t o l a k  karena  

t i dak  berdasarkan  hukum  dan  juga  t i dak  ada  

re levans inya  dengan  Tergugat  I I  In te r vens i  1  ;

Berdasarkan  se lu ruh  ura ian  dalam tanggapan  in i ,  kepada  yang  

mul ia  Maje l i s  Hakim  perkara  No.  14  /  G /  2010  /  PTUN.Jpr . ,  

kami  mohon untuk  berkenan  memutus  sebaga i  ber i ku t  :

MENGAIDILI :  
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DALAM PENUNDAAN ;

Menolak  permohonan  penundaan  yang  dia jukan  o leh  Penggugat  

atas  pe laksanaan  leb ih  lan ju t  atas  keputusan  Tata  Usaha  

Negara  berupa  Ser t i f i k a t  Hak  Mi l i k  yang  menjad i  obyek  

sengketa  dalam  perkara  in i ,  karena  t i dak  je l as  (obscure  

l i be l )  dan t i dak  berdasarkan  hukum ;  

DALAM EKSEPSI  ;

1.    Mener ima  ekseps i  Tergugat  I I  In te r vens i  I  ;

2.    Menyatakan  gugatan  Penggugat  t i dak  dapat  d i te r ima  ;

DALAM POKOK PERKARA :

1.   Menolak  gugatan  Penggugat  untuk  se lu ruhnya  ;

2.  Menghukum Penggugat  untuk  membayar  biaya  perkara  yang  

t imbu l  da lam  perkara  in i  ;

Menimbang  bahwa  te rhadap  gugatan  Penggugat  te rsebu t ,  

Tergugat  I I  In te r vens i  2  te l ah  mengajukan  Jawaban/Tanggapan  

te r t angga l  22 Oktober  2010 adalah  sebaga i  ber i ku t  :

Dalam Eksepsi  :

Adapun  hal - ha l  yang  mendasar i  per t imbangan  peno lakan  ada lah  

sebaga i  ber i ku t : -

1. Bahwa Kami  se laku  Pihak  TERGUGAT I I  INTERVENSI  -  2  .  

dalam  Perkara  Gugatan  Perkara  Regis te r  Nomor  

14/G/2010 /PTUN.JPR Tangga l  14 Apr i l  2010 dan yang  te l ah  

dipe rba i k i  tangga l  27Agustus  2010  membantah  dal i l - da l i l  

yang  dia jukan  Penggugat  kecua l i  te rhadap  hal - ha l  yang  

diaku i  secara  tegas ;

2. Penggugat  hanya  memasukan  Pihak  Badan  Per tanahan  

Nasiona l  Kabupaten  Jayapura  yang  berkedudukan  di  Kanto r  

Bupat i  Tanah  Merah  Sentan i ,  sedangkan  dalam Tuntu tannya  

meminta  Pembata lan  atas  Ser t i f i k a t  Hak Mi l i k  NO.  1342/  

Kel  Hinekombe  tangga l   31 Desember  2004  dengan sura t

64
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 64



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ukur , ?. /

ukur  No.  226/HKB/2004  Tangga l  29  Desember  2004  se luas  

5.000  M2 An.  Ronnie  Wirdan  dan Ser t i f i k a t  Hak Mi l i k  No.  

1355/Desa/Ke l .  Hinekombe tangga l  31 Desembe 2004  dengan  

sura t  ukur  No.  225/HKB/2004  tanggaL

29 Desember  2004 se luas  5.000  M2 An.  Ronnie  Wirdan  yang  

te lah  dipecah - pecah  yang  sa lah  satunya  menjad i  

Ser t i f i k a t  Hak  Mi l i k  No.  02073  dengan  suat  ukur  No.  

33/HKB/2009  Kelurahan  Hinekombe  Kecamatan  Sentn i  

Kabupaten  Jayapura  An.  Resbe l t a  NS  yang  te lah  

di j am inkan  pada  PT.  Bank Pembangunan  Daerah  Papua,  pada  

hal  Pihak - pihak  yang  memi l i k i  ser t i f i k a t - ser t i f i k a t  

te rsebu t l ah  yang  sangat  d i rug i kan  dalam  perkara  in i ,  

o leh  karena  i t u  ada lah  sangat  mut lak  juga  dimasukan  

sebaga i  Pihak  yang  Gugat  karena  dengan  demik ian  

pihak - pihak  te rsebu t  dapat  memper tahankan  hak - haknya  

sesua i  keten tuan  yang  ber l aku ,  seh ingga  gugatan  

Penggugat  kurang  Tergugatnya ,  karena  i t u  harus  di to l ak ;

Berdasarkan  Ekseps i  te rsebu t  d ia tas ,  kami  se laku  Pihak  

TERGUGAT I I  INTERVENSI  -  2  .  da lam  perkara  in i  memohon  

kepada  Maje l i s  Hakim untuk  menyatakan  dengan putusan  ya i t u  

mener ima  ekseps i  kami  dan  menyatakan  Gugatan  Penggugat  

t i dak  dapat  d i t e r ima  ;

B.   Dalam Pokok  Perkara  :

1. Bahwa   dasar   gugatan   Penggugat   sangat l ah   t i dak  

bera lasan ,   dan   te rkesan  d iada - adakan,  kama sangat l ah  

mustah i l  b i l a  Penggugat  t i dak  mengetahu i  ob jek  

sengketa ,  o leh  karena  proses  pengukuran  dan/a tau  

pengurusan  ser t i f i k a t  h ingga  pelaksanaan  pembangunan  

perumahan yang  d i l aksanakan  memer lukan  waktu  yang  t i dak  

sebenta r  dan dapat  d i l i h a t  d imata ,  jad i  t i dak  bera lasan  

bi l a  Penggugat  mengatakan  t i dak  mengetahu i  ob jek  

sengketa ,  apa lag i  Penggugat  berdomis i i  d i  satu  wi layah  

objek  sengke ta  ya i t u  d i  Polomo  Sentan i  Kelu rahan  

Hinekombe  Dis t r i k  Sentan i  Kebupaten  Jayapura ,  dan  apa  
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-  Bar at , ?. /

yang  diu ra i kan  da lam  ekseps i  d ia tas  merupakan  bag ian  

yang   t i dak  te rp i sahkan  dalam  pokok  perkara ,  dan  

seka l i  lag i  kami  se laku  Pihak  TERGUGAT I I  iNTERVENSI  -  

2.  membantah  semua dal i l  dan  tun tu tan  yang  dikemukakan  

oleh  PENGGUGAT,  kecua l i  apa  Yang  diaku i  secara  tegas ;

2. Bahwa  Penggugat  mengatakan  mempunyai  seb idang  tanah  

se luas  10.000  M2  yang  te r l e t a k  di  Desa/Ke lu rahan  

Hinekombe  Kecamatan  Sentan i ,  Kabupaten  Jayapura  dengan  

batas - batas :

- Utara  

:

Berbatasan  dengan  sebag ian  David  Tulaseke t  dan  

sebag ian  dengan  Penggugat  ;  

- Bara t  

:  Berbatasan  dengan  Yafe t  Tulaseke t  ;

- Sela tan

:Berba tasan  dengan  Komplek  Stak in ;

- Timur  

:  Berbatasan  dengan  ja l an  Stak in ;

Namun semua i t u  t i dak  dapat  d ibuk t i k an  dengan  Fakta  Hukum 

berupa  Ser t i f i k a t  yang  merupakan  sebaga i  a la t  bukt i  yang  

Sah seh ingga  oleh  karena  i t u  da l i l  Gugatan  Penggugat  pada  

but i r  1  (sa tu )  a lasan  gugatan  Penggugat  harus  di to l a k ;  

3. Bahwa  pada  tahun  1962  bapak  Hein t j e  Tulaseke t  ayah  
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dan, ?. /

kandung  Penggugat  membel i  tanah  se luas  60.000  M2 (enam 

puluh  r i bu  meter  perseg i )  ber i ku t  rumah dan barang  dar i  

SM.  Ja ihay  Sr  dan  pada  tangga l  26  Pebruar i  1962  

membayar  penga juan  permohonan  pengukuran  tanah  kepada  

Kadaste r  en Kaar te r i ng  Holand ia ,  sesua i  keten tuan  semua 

hak  atas  tanah  konvens i  hak  Bara t  i t u  berakh i r  

se lambat - lambatnya  tangga l  24  September  1980  dan  

tanah - tanah  konvens i  hak  Bara t  i t u  langsung  dikuasa i  

o leh  Negara ,  Dan  sesua i  dengan  Pasa l  7  UUPA Bahwa 

kepemi l i k an  dan  penguasaan  tanah  yang  melampaui  batas  

t i dak  dipe rkenankan ;  

Oleh  karena  i t u  alasan  gugatan  Penggugat  pada Poin  2,  3,  4  

dan  5  harus  di to l a k  ;

4. Bahwa   Sesua i   PP No.  10  Tahun  1961   yang   te l ah  

disempumakan   dengan  Pera tu ran  Pemer in tah  No.  24  Tahun  

1997  Tentang  Pendaf ta ran  tanah  untuk  menjamin  kepas t i an  

hukum  hak  atas  tanah ,  undang - undang  Pokok  Agrar i a  

mengharuskan  Pemer in tah  untuk  mengadakan  pendaf ta ran  

tanah  atau  dengan  sebutan  Prona  namun- hal  in i  bukan  

merupakan  bukt i  kepemi l i k an  hak  atas  tanah  walaupun  

pajaknya  te lah  dibayarkan  namun  i t u  semua  t i dak l ah  

cukup  untuk  menjad i  dasar  landadsan  kepemi l i k an  atas  

tanah  yang  walaupun  te l ah  dipe rkua t  o leh  pemyataan  

Ondoaf i  setempat ,  o leh  karena  i t u  gugatan  Penggugat  

pada  poin  6,  7  8  dan  9  harus  di t o l a k ;

5. Bahwa  Pengajuan  Permohonan  Ser t i f i k a t  atas  tanah  

sengketa  oleh  Penggugat  te rkesan  mengada- ada  dan  t i dak  

ser ius  ha l  in i  nampak  dalam  pemaparannya  bahwa  pada  

tangga l  19 September  2002  Pem6hon mengajukan  Permohonan  

pengurusan  ser t i f i k a t  dengan  dimin ta i  b iaya  sebesar  Rp.  

1.870 .000 , -  namun  dengan  tangga l  yang  maju  (  11 

September  2002  )  Penggugat  dimin ta i  kembal i  b iaya  

pengukuran  dan  penerb i t an  ser t i f i k a t  sbr .  Rp.  

1.979 .900 , -  dan  i ron i snya  lag i  dar i  tahun  2002  s id  16 

Februar i  2010  Penggugat  baru  mengecek  kembal i  ke  Kanto r  

Badan Per tanahan  dan hingga  k in i  baru   mengetahu i  ob jek  

sengketa
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dan dia jukan  ke Pengad i l an  Tata  Usaha Negara ,  d i l i h a t  dar i  

krono log i snya  dis i n i  Penggugat  ada  kesan  speku las i  untuk  

mendapatkan  keuntungan  pr ibad i  maupun  golongan  dan  o leh  

karena  i t u  mohon  Kepada  Maje l i s  Hakim  Yang  menangan i  

perkara  in i ,  gugatan  Penggugat  pada  poin  10  s/d  15  harus  

di t o l a k ; -

6. Bahwa Ser t i f i k a t  Hak Mi l i k  atas  tanah  No.  02073  Was 108  

M2 te r l e t a k  d i  Kelu rahan  Hinekombe  Kecamatan  Sentan i  

Kabupaten  Jayapura  An.Resbe l t a  NS dengan  sura t  ukur  No.  

33/HKB/2009  Tangga l  03  Maret  2009  te lah  di l akukan  

Pembebanan  Hak Tanggungan  oleh  PT.  Bank  Papua  sebanyak  

2 (dua)  ka l i ,  pada tahun  2009 ket i ka  STHM masih  ber  No.  

1355  An.  Ronnie  Wirdan  yang  masih  da lam  proses  

pemecahan  ser t i f i k a t  An.  Resbe l t a  NS dihadapan  Notar i s  

Ratna  Nel l i  Riyan ty ,  SH. ;

7. Bahwa pada  tahun  2010  keba l i  PT.  Bank  Papua  melakukan  

pembebanan  Hak Tanggungan  atas  STHM No.02073  Was 108 M2 

te r l e t a k  di  Kelu rahan  Hinekombe  Kecamatan  Sentan i  

Kabupaten  Jayapura  An.Resbe l t a  NS dengan  sura t  ukur  No.  

33/HKB/2009  Tangga l  03  Maret  2009  dengan  Ser i f i k a t  Hak 

Tanggungan  No.  88/HIEKOMBE/2010  tangga l  02  Pebruar i  

2010  untuk  pedan j i an  kred i t  No.  Ol /KA 'TT - MK/2/212372  

yang  semuanya  di l akukan  mela lu i  proses  yang  panjang  dan  

mel iba t kan  beberapa  p ihak  yang  berkompeten ;

8. Bahwa  Gugatan  Penggugat  te l ah  lewat  waktu  atau  

Kadaluarsa ,  o leh  karena  Ser t i f i k a t  Hak  Mi l i k  No.  1355  

Tangga l  31  Desember  2004  An.  Ronnie  Wirdan  luas  5.000  

M2  lokas i  d i  Kelu rahan  Hinekombe  Kecamatan  Sentan i  

Kabupaten  Jayapura  dike lua r kan  dan  gugatan  Penggugat  

dida f t a r kan  pada  Kepani t r aan  Pengadi l an  Tata  Usaaha  

Negara  tangga l  14  Apr i l  2010  dan  te l ah  dipe rba i k i  

tangga l  27 Agustus  2010  walau  dengan  alasan  apapun  juga  

hal  in i  sudah  t i dak  wajar ;

Berdasarkan  ura ian  d ia tas ,  te rbuk t i  Gugatan  PENGGUGAT yang  
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2.  Menyat akan, ?. /

meminta  kepada  Ketua  Pengadi l an  Tata  Usaha  Negara  Jayapura  

agar  membata lkan  Ser t i f i k a t  Hak  Mi l i k  No.1355/Desa /Ke l .  

Hinekombe  tangga l  31  Desembe  2004  dengan  sura t  ukur  No.  

225/HKB/2004  tangga l  29  Desember  2004  se luas  5.000  M2 An.  

Ronnie  Wirdan  t i dak  mempunyai  dasar  hukum  yang  kuat ,  

seh ingga  kami  mohon  kepada  Ketua  Pengad i l an  Tata  Usaha 

Negara  Jayapura  Cq  Maje l i s  Hakim  yang  te rho rmat  yang  

memer iksa  Perkara  in i  sebaga i  ber i ku t  :

1. Menolak  gugatan  PENGGUGAT  untuk  se lu ruhnya  ;

2. Menyatakan  sah  dan  berharga  Keputusan  Kepala  Kanto r  

Badan  Per tanahan  Nasiona l  Kabupaten  Jayapura  atas  

Ser t i f i k a t  Hak Mi l i k  No.  02073  Was 108  M2 te r l e t a k  di  

Kelu rahan  Hinekombe  Kecamatan  Sentan i  Kabupaten  

Jayapura  An.Resbe l t a  NS  dengan  sura t  ukur  No.  

33/HKB/2009  Tangga l  03  Maret  2009  ;

3. Menyatakan  sah  dan  berharga  Ser t i f i k a t  Hak  Tanggungan  

No.  88/HINEKOMBE/2010  tangga l  02  Pebruar i  2010  ;

4. Menghukum PENGGUGAT untuk  membayar  biaya  Perkara  in i  

se lu ruhnya  ;

Atau  Putusan  Maje l i s  Hakim yang  bers i f a t  benar  dan adi l  ;  

Menimbang  bahwa  te rhadap  gugatan  Penggugat  te rsebu t ,  

Tergugat  I I  In te r vens i  3  te l ah  mengajukan  Jawaban/Tanggapan  

te r t angga l  01 November  2010 ada lah  sebaga i  ber i ku t  :

A.  DALAM EKSEPSI  :

1. Bahwa Tergugat  I I  In te r vens i - 3  membantah  dengan  tegas  

se lu ruh  dal i l - da l i l  yang  dikemukakan  oleh  Penggugat  di  

da lam  Gugatannya  te r t angga l  27  Agustus  2010,  kecua l i  

yang  diaku i  o leh  Tergugat  I I  In te r vens i - 3  dan 
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-  Buku, ?. /

berdasarkan  hukum;

2. Bahwa sangat  ke l i r u  apab i l a  Penggugat  hanya  memasukkan  

Tergugat  (Kepa la  Kanto r  Badan  Per tanahan  Kabupaten  

Jayapura )  se laku ,  Tergugat  d i  da lam gugatannya ,  karena  

ada  pihak  la i n  yang  berkepen t i ngan  langsung  dengan  

Obyek  Sengketa ,  yakn i  Tergugat  I I  In te r vens i - 3,  yang  

memi l i k i  Obyek  Sengketa  berupa  Ser i f i k a t  Hak  Mi l i k  

Nomor:  1342/Desa  Hinekombe  tangga l  31  Desember  2004,  

Sura t  Ukur  Nomor:  226/HKB/2004  tangga l  29 Desember  2004  

se luas  5000  M2 atas  nama  Ronnie  Wirdan ,  yang  te l ah  

dipecah  sebanyak  17  ( tu j uh  belas )  buah  Buku  Tanah  Hak 

Mi l i k  dan  beberapa  dian ta ra  Ser t i f i k a t  Hak  Mi l i k  yang  

te lah  dipecahkan  te rsebu t  ada lah  atas  nama Tergugat  I I  

In te r vens i - 3,  yakn i :

- Buku   Tanah  Hak  Mi l i k  Nomor:  2098/Desa.Ke lu rahan  

Hinekombe tangga l  22  Apr i l  2009  Sura t  Ukur  Nomor:  

58/HKB/2009  tangga l  06  Maret  2009,  se luas  160  M2 

atas  nama  Ronnie  Wirdan ;

- Buku   Tanah  Hak  Mi l i k  Nomor  2099/Desa.  Kelu rahan  

Hinekombe tangga l  22  Apr i l  2009  Sura t  Ukur  Nomor:  

59/HKB/2009  tangga l  06  Maret  2009,  se luas  160  M2,  

atas  nama  Ronnie  Wirdan ;

- Buku  Tanah  Hak  Mi l i k  Nomor:  2101/Desa.Ke lu rahan  

Hinekombe tangga l  22  Apr i l  2009  Sura t  Ukur  Nomor:  

61/HKB/2009  tangga l  06  Maret  2009,  se luas  160  M2 

atas  nama  Ronnie  Wirdan ;

- Buku   Tanah  Hak  Mi l i k  Nomor:  2105/Desa.ke lu r ahan  
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Hinek imbe  tangga l  22  Apr i l  2009  Sura t  Ukur  Nomor.  

65/HKB/2009  tangga l  06  Maret  2009,  se luas  224  M2,  

atas  nama  Ronnie  Wirdan ;

- Buku   Tanah  Hak  Mi l i k  Nomor:  2107/Desa.Ke lu rahan  

Hinekombe tangga l  22  Apr i l  2009  Sura t  Ukur  Nomor:  

67/HKB/2009  tangga l  06  Maret  2009,  se luas  165  M2,  

atas  nama  Ronnie  Wirdan ;

- Buku   Tanah  Hak  Mi l i k  Nomor:  2108/Desa.Ke lu rahan  

Hinekombe tangga l  22  Apr i l  2009  Sura t  Ukur  Nomor:  

68/HKB/2009  tangga l  06  Maret  2009,  se luas  155  M2,  

atas  nama  Ronnie  Wirdan ;

- Buku   Tanah  Hak  Mi l i k  Nomor:  2110/Desa.Ke lu rahan  

Hinekombe tangga l  22  Apr i l  2009  Sura t  Ukur  Nomor.  

70/HKB/2009  tangga l  06  Maret  2009,  se luas  165  M2 

atas  nama  Ronnie  Wirdan ;

- Buku   Tanah  Hak  Mi l i k  Nomor:  2111/Desa.Ke lu rahan  

Hinekombe tangga l  22 Apr i l  2009,  Sura t  Ukur  Nomor:  

71/HKB/2009  tangga l  06  Maret  2009,  se luas  165  M2,  

atas  nama  Ronnie  Wirdan ;

- Buku   Tanah  Hak  Mi l i k  Nomor:  2112/Desa.Ke lu rahan  

Hinekombe tangga l  22 Apr i l  2009,  Sura t  Ukur  Nomor:  

72/HKB/2009  tangga l  06  Maret  2009,  se luas  165  M2,  

atas  nama  Ronnie  Wirdan ;

Selan ju tnya  Tergugat  I I  In te r vens i - 3  juga  memi l i k i  Obyek  

Sengketa  berupa  Ser t i f i k a t  Hak  Mi l i k  Nomor:  1355/Desa  

Hinekombe  tangga l  31  Desember  2004  Sura t  Ukur  Nomor:  

225/HKB/2004  tangga l  29 Desember  2004  se luas  5000  M2 atas  

nama Ronnie  Wirdan  yang  te l ah  d ipecah  sebanyak  35  ( t i ga  

puluh  l ima)  buah  Buku  Tanah  Hak  Mi l i k  dan  beberapa  

dian ta ra  Buku  Tanah  yang  te l ah  dipecahkan  te rsebu t  atas  

nama  Tergugat  I I  In te r vens i - 3,  yakn i :71
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-  Buku, ?. /

- Buku  Tanah  Hak  Mi l i k  Nomor:  2079/Desa.Ke lu rahan  

Hinekombe tangga l  22  Apr i l  2009  Sura t  Ukur  Nomor:  

39/HKB/2009  Tangga l  06  Maret  2009,  se luas  81  M2,  

atas  nama  Ronnie  Wirdan ;

- Buku  Tanah  Hak  Mi l i k  Nomor:  2080/Desa.Ke lu rahan  

Hinekombe tangga l  22  Apr i l  2009  Sura t  Ukur  Nomor:  

40/HKB/2009  tangga l  06  Maret  2009,  se luas  81  M2,  

atas  nama Ronnie  Wirdan ;

- Buku   Tanah  Hak  Mi l i k  Nomor:  2081/Desa.Ke lu rahan  

Hinekombe tangga l  22  Apr i l  2009  Sura t  Ukur  Nomor:  

41/HKB/2009  tangga l  06  Maret  2009,  se lua . s  81  M2,  

atas  nama  Ronnie  Wirdan ;

- Buku   Tanah  Hak  Mi l i k  Nomor:  2082/Desa.Ke lu rahan  

Hinekombe tangga l  22  Apr i l  2009  Sura t  Ukur  Nomor:  

42/HKB/2009  tangga l  06  Maret  2009,  se luas  81  M2,  

atas  nama  Ronnie  Wirdan ;

- Buku   Tanah  Hak  Mi l i k  Nomor:  2083/Desa.Ke lu rahan  

Hinekombe tangga l  22  Apr i l  2009  Sura t  Ukur  Nomor:  

43/HKB/2009  tangga l  06  Maret  2009,  se luas  81  M2,  

atas  nama  Ronnie  Wirdan ;

- Buku   Tanah  Hak  Mi l i k  Nomor:  2085/Desa.Ke lu rahan  

Hinekombe tangga l  22  Apr i l  2009  Sura t  Ukur  Nomor:  

45/HKB/2009  tangga l  06  Maret  2009,  se luas  81  M2,  

atas  nama  Ronnie  Wirdan ;

- Buku   Tanah  Hak  Mi l i k  Nomor:  2086/Desa.Ke lu rahan  

Hinekombe tangga l  22  Apr i l  2009  Sura t  Ukur  Nomor:  

46/HKB/2009  tangga l  06  Maret  2009,  se luas  81  M2,  

atas  nama,  Ronnie  Wirdan ;
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- Buku   Tanah  Hak  Mi l i k  Nomor:  2089/Desa.Ke lu rahan  

Hinekombe tangga l  22  Apr i l  2009  Sura t  Ukur  Nomor:  

49/HKB/2009  tangga l  06  Maret  2009,  se luas  135  M2,  

atas  nama  Ronnie  Wirdan ;

- Buku   Tanah  Hak  Mi l i k  Nomor:  2092/Desa.Ke lu rahan  

Hinekombe tangga l  22  Apr i l  2009  Sura t  Ukur  Nonxw:  

52/HKB/2009  tangga l  06  Maret  2009,  se luas  135  M2,  

atas  nama  Ronnie  Wirdan ;

- Buku  Tanah  Hak  Mi l i k  Nomor:  2095/Desa.Ke lu rahan  

Hinekombe tangga l  22  Apr i l  2009  Sura t  Ukur  Nomor:  

SS/HKB/2009  tangga l  06  Maret  2009,  se luas  135  M2,  

atas  nama  Ronnie  Wirdan ;

Oleh  karena  i t u  sudah  seharusnya  Penggugat  memasukkan  pula  

Tergugat  I I  In te r vens i - 3  se laku  sa lah  satu  Tergugat  d i  

da lam  gugatan  awalnya .  Kela la i an  Penggugat  in i  membuat  

Gugatan  Penggugat  Kurang  Pihak ,  o leh  karena  i t u  sudah  

se layaknya  Gugatan  Penggugat  i i n i  d i t o l ak ,  atau  

set i dak - t i daknya  dinya takan  t i dak  dapat  d i te r ima ;

B.   DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa  apa  yang  te l ah  disampaikan  di  bag ian  Ekseps i  

k i r anya  te ru l ang  kembal i  sebaga i  bag ian  yang  t i dak  

te rp i sahkan  di  da lam  Pokok  Perkara  in i ;

2. Terhadap  dal i l - da l i l  Gugatan  Penggugat  Poin  1  sampai  

dengan  16  dapat  kami  tanggap i  sebaga i  ber i ku t :

- Bahwa  apa  yang  diu ra i kan  mengenai  P6nggugat  

merupakan  anak  kandung  dan  ahl i  war is  dar i  Bapak  

Hein t j e  Tulaseke t ,  k i ranya  harus  dibuk t i k an  dengan  

dokumen  resmi  untuk  keabsahannya ;
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di war i skan, ?. /

- Bahwa da l i l  Penggugat  yang  menyatakan  Ayah Kandung  

Penggugat  memi l i k i   tanah   se luas   60.000  M2 

(Enam puluh  r ibu  meter  perseg i )   yang

diwar i s kan  kepada  Penggugat  dan  saudara saudaranya  

(Yafe t  Tulaseke t ,  David  Tulaseke t ,  dan  Yusuf  

Tulaseke t ) ,  sangat  t i dak  je l as  apakah  b idang  tanah  in i  

te lah  dibag i  kepada  masing - masing  anak  ataukah  masih  

dikuasa i  secara  bersama- sama seh ingga  Gugatan  Penggugat  

menjad i  sangat  kabur  karena  hanya  menggugat  se luas  

10.000  M2 (Sepu luh  r i bu  meter  perseg i ) ,  dan  ka laupun  

harus  menggugat  se luas  60.000  M2 (Enam puluh  r ibu  meter  

perseg i )  maka,  bukan  hanya  Penggugat  yang  berhak  

menggugat ,  te tap i  harus  bersama- sama  dengan  saudara  

kandung  yang  la i nnya ,  o leh  karena  i t u  gugatan  in i  

harus lah  di to l ak  atau  set i dak - t i daknya  t i dak  dapat  

d i t e r ima ;

- Bahwa Penggugat  t i dak  menje laskan  baga imana  proses  

musyawarah  mufaka t  da lam  pembagian  tanah  war i san  

aqua  yang  mana dian ta ra  4 (empat )  orang  bersaudara  

in i  Penggugat  hanya  kebag ian  10.000  M2 (Sepu luh  

r i bu  meter  perseg i ) ,  padaha l  ka lau  dibag i  ra ta  

maka seharusnya  Penggugat  kebag ian  15.000  M2 (L ima  

belas  r i bu  meter  perseg i ) .  Seandainyapun  Penggugat  

ada lah  saudara  te r t ua ,  maka  leb ih  t i dak  log i s  

apab i l a  Penggugat  hanya  re la  mendapatkan  bag ian  

10.000  M2  (Sepu luh  r i bu  meter  perseg i ) .  Mohon 

Maje l i s  Hakim  t i dak  te r j ebak  dengan  ura ian  

Penggugat  yang  menyesatkan  in i ;

- Bahwa da l i l  Penggugat  yang  menyatakan  bahwa pemah 

mengajukan  permohonan  Ser t i f i k a t  atas  Obyek  

Sengketa  sangat  t i dak  je l as  dan  kabur ,  menginga t  

pada  tangga l  19  September  2002  Penggugat  

mengajukan  permohonan  ser t i f i k a t  atas  tanah  obyek  

sengketa  dan  te l ah  dimin takan  penyeto ran  biaya  

sebesar  Rp.  1.870 .000  (sa tu  ju t a  de lapan  ra tus  
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-  Mohon, ?. /

tu juh  puluh  r i bu  rup iah ) ,  namun  pada  tangga l  11  

September  2002  ( tangga l  d ih i t ung  maju)  Penggugat  

dimin ta  lag i  membayar  b iaya  pengukuran  dan  

penerb i t an  ser t i f i k a t  sebesar  Rp.  1.979 .900  (Satu  

ju t a  sembi lan  ra tus  tu j uh  puluh  sembi l an  r ibu  

sembi l an  ra tus  rup iah ) ;

- Bahwa  da l i l   Penggugat  sampai  saat  in i  be lum ada  

pengukuran  dan penerb i t an  Ser t i f i k a t  c4eh  Tergugat  

ada lah  bukt i  ket i dak  ser i usan  Penggugat  te rhadap  

permohonannnya,  karena  t i dak  mungk in  Tergugat  

mela la i kan  kewaj i bannya  apab i l a  sega la  

admin is t r a s i  te lah  d ise lesa i kan  oleh  Penggugat ;

- Bahwa  permohonan  penetapan  penundaan  dar i  

Penggugat  te rhadap  Ser t i f i k a t  yang  te l ah  

di t e rb i t k an  dia tas  Obyek  sengketa  sangat  t i dak  

bera lasan ,  men  g inga t  sangat  kabur  kapas i t as  

Penggugat  da lam  perkara  in i ,  d i l i h a t  dar i  ura ian  

Penggugat  dar i  po in  I  sampai  dengan  poin  16  yang  

nampak  mengada- ada,  o leh  karena  i t u  patu t  

d iaba i kan  oleh  Maje l i s  Hakim;

- Mohon  Maje l i s  Hakim  menolak  se lu ruh  gugatan  

Penggugat  atau  set i daknya  menyatakan  t i dak  dapat  

d i t e r ima  ;  

3. Bahwa  Tanah  Obyek  sengketa  adalah  mi l i k  Tergugat  I I  

In te r vens i  3,  Vang  mana  te lah  dibe l i  dan  di l epaskan  

dar l  Ondofo lo  Alber t h  Fel l e  berdasarkan  Sura t  Pemyataan  

Pelepasan  Hak  Atas  Tanah  Adat  te r t angga l  18  Agustus  

2004  untuk  masing - masing  Obyek  Sengketa  (akan  

dibuk t i k an  pada  acara  Pembukt i an ) ;

4. Bahwa  te rhadap  Obyek  Sengketa  masing -  masing  te l ah  

berser t i f i k a t  Hak  Mi l i k  Nomor:  1342/Desa  Hinekombe 
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tangga l  31 Desember  2004  Sura t  Ukur  Nomor:  226/HKB/2004  

tangp l  29  Desember  2004  se luas  5.000  M2 atas  nama 

Ronnie  Wirdan ,  yang  te l ah  dipecah  sebanyak  17  ( tu j uh  

belas )  buah  Buku  Tanah  Hak Mi l i k  dan  beberapa  dian ta ra  

Ser t i f i k a t  Hak  Mi l i k  yang  te l ah  dipecahkan  te rsebu t  

ada lah  atas  nama  Terguga t  I I  In te r vens i - 3,  yakn i :

- Buku  Tanah  Hak  Mi l i k  Nomor:  2098/Desa.Ke lu rahan  

Hinekombe  tangga l  22  Apr i l  2009  Sura t  Ukur  Nomor - .  

58/HKB/2009  tangga l  06  Maret  2009,  se luas  160  M2 atas  

nama  Ronnie  Wirdan ;

- Buku   Tanah  Hak  Mi l i k   Nomor   2099 /  Desa.  Kelu rahan  

Hinekombe  tangga l  22  Apr i l  2009  Sura t  Ukur  Nomor:  

59/HKB/2009  tangga l  06  Maret  2009,  se luas  160  M2,  atas  

nama  Ronnie  Wirdan ;

- Buku  Tanah  Hak  Mi l i k  Nomor:  2101/Desa.Ke lu rahan  

Hinekombe  tangga l  22  Apr i l  2009  Sura t  Ukur  Nomor:  

61/HKB/2009  tangga l  06  Maret  2009,  se luas  160  M2 atas  

nama  Ronnie  Wirdan ;

- Buku  Tanah  Hak  Mi l i k  Nomor:  2105/Desa.ke lu r ahan  

Hinek imbe  tangga l  22  Apr i l  2009  Sura t  Ukur  Nomor:  

65/HKB/2009  tangga l  06  Maret  2009,  se luas  224  M2,  atas  

nama  Ronnie  Wirdan ;

- Buku  Tanah  Hak  Mi l i k  Nomor:  2107/Desa.Ke lu rahan  

Hinekombe  tangga l  22  Apr i l  2009  Sura t  Ukur  Nomor:  

67/HKB/2009  tangga l  06  Maret  2009,  se luas  165  M2,  atas  

nama  Ronnie  Wirdan ;

- Buku  Tanah  Hak  Mi l i k  Nomor:  2108/Desa.Ke lu rahan  

Hinekombe  tangga l  22  Apr i l  2009  Sura t  Ukur  Nomor:  

68/HKB/2009  tangga l  06  Maret  2009,  se luas  155  M2,  atas  

nama  Ronnie  Wirdan ;

- Buku  Tanah  Hak  Mi l i k  Nomor:  2110/Desa.Ke lu rahan  
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-  Buku, ?. /Hinekombe  tangga l  22  Apr i l  2009  Sura t  Ukur  Nomcw:  

70/HKB/2009  tangga l  06  Maret  2009,  se luas  165  M2 atas  

nama  Ronnie  Wirdan ;

- Buku  Tanah  Hak  Mi l i k  Nomor:  2111/Desa.Ke lu rahan  

Hinekombe  tangga l  22  Apr i l  2009,  Sura t  Ukur  Nomor:  

71/HKB/2009  tangga l  06  Maret  2009,  se luas  165  M2,  atas  

nama  Ronnie  Wirdan ;

- Buku  Tanah  Hak  Mi l i k  Nomor:  2112/Desa.Ke lu rahan  

Hinekombe  tangga l  22  Apr i l  2009,  Sura t  Ukur  Nomcw:  

72/HKB/2009  tangga l  06  Maret  2009,  se luas  165  M2,  atas  

nama Ronnie  Wirdan ;

Dan  Ser t i f i k a t  Hak  Mi l i k  Nomor:  1355/Desa  Hinekombe 

tangga l  31  Desember  2004  Sura t  Ukur  Nomor:  225/HKB/2004  

tangga l  29  Desember  2004  se luas  5000  M2 atas  nama Ronnie  

Wirdan  yang  te l ah  d ipecah  sehanyak  35  ( t i ga  puluh  l ima)  

buah  Buku  Tanah  Hak  Mi l i k  dan  beberapa  d ian ta ra .  Buku  

Tanah yang te lah  dipecahkan  te rsebu t  atas  nama Terguga t  I I  

In te r vens i - 3,  yakn i :

- Buku  Tanah  Hak  Mi l i k  Nomor:  2079/Desa.Ke lu rahan  

Hinekombe tangga l  22  Apr i l  2009  Sura t  Ukur  Nomor:  

39/HKB/2009  Tangga l  06  Maret  2009,  se luas  81  M2,  

atas  nama  Ronnie  Wirdan ;

- Buku  Tanah  Hak  Mi l i k  Momor:  2080IDesa.Ke lu rahan  

Hinekombe tangga l  22  Apr i l  2009  Sura t  Ukur  Nomor:  

40/HKB/2009  tangga l  06  Maret  2009,  se luas  81  M2,  

atas  nama  Ronnie  Wirdan ;

- Buku  Tanah  Hak  Mi l i k  Nomor:  2081/Desa.Ke lu rahan  

Hinekombe tangga l  22  Apr i l  2009  Sura t  Ukur  Nomor:  

41/HKB/2009  tangga l  06  Maret  2009,  se luas  81  M2,  
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-  Buku, ?. /

atas  nama  Ronnie  Wirdan ;

- Buku   Tanah   Hak   Mi l i k    Nomor:    2082 /  Desa.  

Kelu rahan     Hinekombe tangga l  22 Apr i l  2009  Sura t  

Ukur  Nomor:  42/HKB/2009  tangga l  06  Maret  2009,  

se luas  81  M2,  atas  nama  Ronnie  Wirdan ;

- Buku  Tanah  Hak  Mi l i k  Nomor:  2083/Desa.Ke lu rahan  

Hinekombe tangga l  22  Apr i l  2009  Sura t  Ukur  Nomor:  

43/HKB/2009  tangga l  06  Maret  2009,  se luas  81  M2,  

atas  nama  Ronnie  Wirdan ;

- Buku  Tanah  Hak  Mi l i k  Nomor:  2085/Desa.Ke lu rahan  

Hinekombe tangga l  22  Apr i l  2009  Sura t  Ukur  Nomor:  

45/HKB/2009  tangga l  06  Maret  2009,  se luas  81  M2,  

atas  nama  Ronnie  Wirdan ;

- Buku   Tanah   Hak   Mi l i k   Nomor:   2086  /  Desa.  

Kelu rahan  Hinekombe  tangga l  22  Apr i l  2009  Sura t  

Ukur  Nomor:  46/HKB/2009  tangga l  06  Maret  2009,  

se luas  81  M2,  atas  nama  Ronnie  Wirdan ;

- Buku   Tanah   Hak   Mi l i k   Nomor:  2089  /  Desa.  

Kelu rahan   Hinekombe  tangga l  22  Apr i l  2009  Sura t  

Ukur  Nomor:  49/HKB/2009  tangga l  06  Maret  2009,  

se luas  135  M2,  atas  nama  Ronnie  Wirdan ;

- Buku  Tanah  Hak  Mi l i k  Nomor:  2092/Desa.Ke lu rahan  

Hinekombe tangga l  22  Apr i l  2009  Sura t  Ukur  Nomor:  

52/HKB/2009  tangga l  06  Maret  2009,  se luas  135  M2,  

atas  nama  Ronnie  Wirdan ;
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- Buku  Tanah  Hak  Mi l i k  Nomor:  2095/Desa.Ke lu rahan  

Hinekombe tangga l  22  Apr i l  2009  Sura t  Ukur  Nomor:  

55/HKB/2009  tangga l  06  Maret  2009,  se luas  135  M2 

atas  nama  Ronnie  Wirdan  ;

- (Akan  dibuk t i k an  di  Pers idangan  da lam  acara  

pembukt i an ) ;

5. Bahwa  se lu ruh  proses  kepemi l i k an  Obyek  sengketa  o leh  

Tergugat  I I  In te r vens i  3 te l ah  d i l aksanakan  oleh  Terguga t  

I I  In te r vens i  3 sesua i  prosedur  hukum dan  akan  d ibuk t i k an  

di  da lam  acara  pembukt i an  di  pers idangan ;

6. Mohon  Maje l i s  Hakim  mener ima  se lu ruh  dal i l - da l i l  jawaban  

Tergugat  I I  In te r vens i  3;

Berdasarkan  ura ian - ura ian  d ia tas ,  mohon kepada  Maje l i s  Hakim 

yang  memer iksa  perkara  in i  berkenan  memutuskan  sebaga i  

ber i ku t :

A.    Dalam Eksepsi  :

1. Mener ima  Ekseps i  Terguga t  I I  In te r vens i  3  untuk  

se lu ruhnya ;

2. Menyatakan  gugatan  Penggugat  d i t o l a k  atau  

set i dak - t i daknya  t i dak  dapat  d i te r ima  ;

B.    Dalam Penundaan Pelaksanaan :

Menolak  Penundaan  Pelaksanaan  Obyek  Sengketa  yang  dia jukan  

Penggugat ;

C.   Dalam Pokok Perkara :

1 . Menolak  Gugatan  Penggugat  untuk  se lu ruhnya  atau  

set i dak - t i daknya  menyatakan  gugatan  Penggugat  t i dak  

dapat  d i te r ima ;79
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-  Buku, ?. /2 . Mener ima  Jawaban  Tergugat  I I  In te r vens i  3  untuk  

se lu ruhnya ;

3 . Menyatakan  bahwa  Obyek  sengketa  berupa  Ser i f i k a t  Hak 

Mi l i k  Nomor:  1342/Desa  Hinekombe  tangga l  31  Desember  

2004,  Sura t  Ukur  Nomor:  226/HKB/2004  tangga l  29 

Desember  2004  se luas  5000  M2 atas  nama Ronnie  Wirdan ,  

yang  te lah  dipecah  sebanyak  17  ( tu j uh  belas )  buah  Buku  

Tanah  Hak  Mi l i k  dan  beberapa  dian ta ra  Ser t i f i k a t  Hak 

Mi l i k  yang  te lah  d ipecahkan  te rsebu t  adalah  atas  nama 

Tergugat  I I  In te r vens i - 3,  yakn i :

- Buku   Tanah  Hak  Mi l i k  Nomor:  2098/Desa.Ke lu rahan  

Hinekombe  tangga l  22  Apr i l  2009  Sura t  Ukur  Nomor:  

58/HKB/2009  tangga l  06  Maret  2009,  se luas  160  M2 atas  

nama  Ronnie  Wirdan ;

- Buku   Tanah  Hak  Mi l i k  Nomor  2099/Desa.  Kelurahan  

Hinekombe  tangga l  22  Apr i l  2009  Sura t  Ukur  Nomor:  

59/HKB/2009  tangga l  06  Maret  2009,  se luas  160  M2,  atas  

nama  Ronnie  Wirdan ;

- Buku   Tanah  Hak  Mi l i k  Nomor:  2101/Desa.Ke lu rahan  

Hinekombe  tangga l  22  Apr i l  2009  Sura t  Ukur  Nomor:  

61/HKB/2009  tangga l   06   Maret   2009,  se luas  160  M2 

atas  nama  Ronnie  Wirdan ;

- Buku   Tanah  Hak  Mi l i k  Nomor:  2105  /Desa .ke lu r ahan  

Hinek imbe  tangga l  22  Apr i l  2009  Sura t  Ukur  Nomor:  

65/HKB/2009  tangga l  06  Maret  2009,  se luas  224  M2,  atas  

nama  Ronnie  Wirdan ;

- Buku   Tanah  Hak  Mi l i k  Nomor:  2107/Desa.Ke lu rahan  
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Hinekombe  tangga l  22  Apr i l  2009  Sura t  Ukur  Nomor:  

67/HKB/2009  tangga l  06  Maret  2009,  se luas  165  M2,  atas  

nama  Ronnie  Wirdan ;

- Buku   Tanah  Hak  Mi l i k  Nomor:  2108/Desa.Ke lu rahan  

Hinekombe  tangga l  22  Apr i l  2009  Sura t  Ukur  Nomor:  

68/HKB/2009  tangga l  06  Maret  2009,  se luas  155  M2,  atas  

nama  Ronnie  Wirdan ;

- Buku   Tanah  Hak  Mi l i k  Nomor:  2110/Desa.Ke lu rahan  

Hinekombe  tangga l  22  Apr i l  2009  Sura t  Ukur  Nonxw:  

70/HKB/2009  tangga l  06  Maret  2009,  se luas  165  M2 atas  

nama  Ronnie  Wirdan ;

- Buku  Tanah  Hak  Mi l i k   Nomor:  2111 /  Desa.   Kelu rahan  

Hine lcombe  tangga l  22  Apr i l  2009,  Sura t  Ukur  Nomor:  

71/HKB/2009  tangga l  06  Maret  2009,  se luas  165  M2, - atas  

nama  Ronnie  Wirdan ;

- Buku   Tanah  Hak  Mi l i k  Nomor:  2112/Desa.Ke lu rahan  

Hinekombe  tangga l  22  Apr i l  2009,  Sura t  Ukur  Nomor:  

72/HKB/2009  tangga l  06  Maret  2009,  se luas  165  M2,  atas  

nama  Ronnie  Wirdan ;  

Dan  Obyek  Sengketa  berupa  Ser t i f i k a t  Hak  Mi l i k  Nomor:  

1355/Desa  Hinekombe  tangga l  31  Desember  2004  Sura t  Ukur  

Nomor:  225/HKB/2004  tangga l  29  Desember  2004  se luas  5000  

M2 atas  nama Ronnie  Wirdan  Vang te lah  dipecah  sebanyak  35  

( t i g a  pu luh  l ima)  buah  Buku  Tanah  Hak Mi l i k  dan  beberapa  

dian ta ra  buku  Tanah  yang  te l ah  dipecahkan  te rsebu t  atas  

nama  Tergugat  I I  In te r vens i - 3,  yakn i :

- Buku  Tanah  Hak  Mi l i k  Nomor:  2079/Desa.Ke lu rahan  

Hinekombe  tangga l  22  Apr i l  2009  Sura t  Ukur  Nomor:  

39/HKB/2009  Tangga l  06  Maret  2009,  se luas  81  M2,  atas  

nama  Ronnie  Wirdan ;

- Buku   Tanah  Hak  Mi l i k  Nomor:  2080/Desa.Ke lu rahan  
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Apr i l , ?. /

Hinekombe  tangga l  22  Apr i l  2009  Sura t  Ukur  Nomor:  

40/HKB/2009  tangga l  06  Maret  2009,  se luas  81  M2,  atas  

nama Ronnie  Wirdan ;

- Buku  Tanah  Hak  Mi l i k  Nomor:  2081/Desa.Ke lu rahan  

Hinekombe tangga l  22

 

Apr i l  2009  Sura t  Ukur  Nomor:  41/HKB/2009  tangga l  06  

Maret  2009,  se luas  81 M2,  atas  nama Ronnie  Wirdan;

- Buku  Tanah  Hak  Mi l i k  Nomor:  2082/Desa.Ke lu rahan  

Hinekombe  tangga l  22  Apr i l  2009  Sura t  Ukur  Nomor:  

42/HKB/2009  tangga l  06  Maret  2009,  se luas  81  M2,  atas  

nama  Ronnie  Wirdan ;

- Buku    Tanah  Hak    Mi l i k   Nomor:   2083  /  Desa.  

Kelu rahan   Hinekombe  tangga l  22  Apr i l  2009  Sura t  Ukur  

Nomor:  43/HKB/2009  tangga l  06 Maret  2009,  se luas  81 M2,  

atas  nama  Ronnie  Wirdan ;

- Buku   Tanah  Hak  Mi l i k  Nomor:  2085/Desa.Ke lu rahan  

Hinekombe  tangga l  22  Apr i l  2009  Sura t  Ukur  Nomor:  

45/HKB/2009  tangga l  06  Maret  2009,  se luas  81  M2,  atas  

nama  Ronnie  Wirdan ;

- Buku   Tanah  Hak  Mi l i k  Nomor:  2086/Desa.Ke lu rahan  

Hinekombe  tangga l  22  Apr i l  2009  Sura t  Ukur  Nomor:  

46/HKB/2009  tangga l  06  Maret  2009,  se luas  81  M2,  atas  

nama  Ronnie  Wirdan ;

- Buku   Tanah  Hak  Mi l i k  Nomor:  2089/Desa.Ke lu rahan  

Hinekombe  tangga l  22  Apr i l  2009  Sura t  Ukur  Nomor:  

49/HKB/2009  tangga l  06  Maret  2009,  se luas  135  M2,  atas  

nama  Ronnie  Wirdan ;
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2.  Bahwa, ?. /
- Buku   Tanah  Hak  Mi l i k  Nomor:  2092/Desa.Ke lu rahan  

Hinekombe  tangga l  22  Apr i l  2009  Sura t  Ukur  Nomor:  

52/HKB/2009  tangga l  06  Maret  2009,  se luas  135  M2,  atas  

nama  Ronnie  Wirdan ;

- Buku   Tanah  Hak  Mi l i k  Nomor:  2095/Desa.Ke lu rahan  

Hinekombe  tangga l  22  Apr i l  2009  Sura t  Ukur  Nomor:  

55/HKB/2009  tangga l  06  Maret  2009,  se luas  135  M2,  atas  

nama  Ronnie  Wirdan ;

ADALAH  SAH  MILIK  RONNIE  WIRDAN ;

4.   Menetapkan  biaya  perkara  menuru t  hukum ;

Dan  atau  apab i l a  Maje l i s  Hakim  berpendapat  la i n ,  mohon 

putusan  Yang  sead i i - ad i l nya  berdasarkan  Ketuhanan  Yang 

maha  Esa  ;  

Menimbang  bahwa  te rhadap  gugatan  Penggugat  te rsebu t ,  

Tergugat  I I  In te r vens i  4  te l ah  mengajukan  Jawaban/Tanggapan  

te r t angga l  01 November  2010 ada lah  sebaga i  ber i ku t  :

A.  Dalam Ekseps i :

1 . Bahwa Terguga t  I I  In te r vens i  4  membantah  dengan  tegas  

semua  dal i l  yang  dikemukakan  Penggugat ,  kecua l i  yang  

diaku i  secara .  tegas  dan  berdasarkan  hukum;

2 . Bahwa  Tergugat  I I  In te r vens i  4  ada lah  berkepent i ngan  

langsung  dengan  sebag ian  obyek  sengketa ,  seh ingga  

Penggugat  seharusnya  memasukkan  Terguga t  I I  In te r vens i  

4  da lam,  gugatanya .  Kela la i an  Penggugat  in i  sepatu tnya  

menjad i  a lasan  agar  gugatan  Penggugat  in i  d i t o l ak  atau ,  

set i dak  t i daknya  t i dak  dapat  d i te r ima ;

B.   Dalam Pokok  Perkara : 83
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1. Bahwa  apa  yang  disampaikan  da lam  ekseps i  merupakan  

bag ian  yang  t i dak  te rp i sahkan  dida lam  pokok  perkara  

in i ;

2. Bahwa  Tergugat  I I  In te r vens i  4.  secara  tegas  menolak  

dal i l  gugatan  Penggugat  atas .  dasar  bahwa  scsua i  

keten tuan  PP  No.  24  tahun  1997  ten tang  Pendaf ta ran  

Tanah dalam Pasa l  32 (2 )  :  "da lam hal  atas  suatu  bidang  

tanah  sudah  d i t e r b i t k an  ser t i f i k a t  secara  sah  atas  nama 

orang  atau  badan  hukum yang  mempero leh  tanah  te rsebu t  

dengan  i t i k ad  baik  dan secara  nyata  menguasa inya . ,  maka 

pihak  la i n  yang  merasa.  mempunya i  hak  atas  tanah  i t u  

f i dak  dapat  lag i  menuntu t  pe laksanaan  hak  te rsebu t  

apab i l a  da lam waktu  5 Oima)  tahun  se jak  d i t e r b i t k annya ,  

s ie r t i f i k a t  i t u  te l ah  t i dak  mengajukan  kebera tan  

secara ,   te r t u l i s   kapada,   pemegang   ser t i f i k a t   dan  

kepa la   kanto r  per tanahan  yang  bersangku tan  ataupun  

t i dak  mengajukan  gugatan  ke  pengad i l an  mengenai  

penguasaan  tanah  at .au  penerb i t an  ser t i f i k a t  te rsebu t "  

Maka oleh  karena  obyek  sengke ta  te lah  di te rb i t i c a n  dan  

secara  nyata  tanah  obyek  sengketa  te l ah  d ik - uasa i  dan 

dio l ah  leb ih  dar i  5  tahun  tanpa  ada  kebera tan  dar i  

p ihak  Penggugat  padaha l  Penggugat  past i  mengetahu i  

keadaan  tanah  obyek  sengketa  karena  Penggugat  juga  

bera lamat  didaerah  yang  sama  dengan  obyek  sengketa ;

3. Bahwa   sebag ian   obyek   sengke ta   ada lah   menjad i  

agunan  pada  Tergugat  I I  In te r vens i  4   dar i  beberapa  

deb i t u r  karena  sebab  hubungan  hukum pember ian  Kred i t  

Pemi l i k an  Rumah yang  te l ah  di i ka t  secara  sempuma dengan  

Hak  Tanggungan  per ingka t  I  ya i t u  :

1) SHM No.  02100  Desa/Ke l  :  Hinekombe  tangga l  22  Apr i l  

2009  dan  Sura t  Ukur  No.  60/HKB/2009  tangga l  06  Maret  

2009,  se luas  160M2 atas  naxna  Ronnie  Wirdan  yang  te l ah  

diba l i k  nama kepada  Edward  Hasudungan  Manik  Siho tang  

dan  te l ah  dipasang  Hak  Tanggungan  Per ingka t  I  

berdasarkan  SHT  No.  122/2009  tangga l  8  Jun i  2009;

2) SHM No.  02109  Desa/Ke l  :  Hinekombe  tangga l  22  Apr i l  
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Ronni e, ?. /

2009 dan Sura t  Ukur  No.  69/HKB/2009   tangga l   06  Maret  

2009,  se luas  174M2 atas  nama

Ronnie  Wirdan  yang  te l ah  diba l i k  nama kepada,  Jant j e  

Kissya  dan  te l ah  dipasang  Hak  Tanggungan  Per ingka t  I  

berdasarkan  SHT No.  121/2009  tangga l  8 Jun i  2009;

3) SHM No.  1784  Desa/Ke l  :  Hinekombe  tangga l  07  Desember  

2007  dan Sura t  Ukur  No.  80/HKB/2007  tangga l  14 November  

2007,  se luas  82M2 atas  nama Ronnie  Wirdan  yang  te l ah  

diba l i k  nama kepada  Haj i  Saparudd in  dan  te l ah  d ipasang  

Hak Tanggungan  Per ingka t  I  berdasarkan  SHT No.  85/2008  

tangga l  9  Apr i l  2008;

4) SHM No.  02072  Desa/Ke l  :  Hinekombe  tangga l  22  Apr i l  

2009  dan  Sura t  Ukur  No.  32/HKB/2009  tangga l  06  Maret  

2009,  se luas  81M2 atas  nama Susanto  dan  te l ah  dipasang  

Hak Tanggungan  Per ingka t  I  berdasarkan  SHT No.  78/2009  

tangga l  30  Apr i l  2009;

5) SHM No.  02074  Desa/Ke l  Hinekombe tangga l  22  Apr i l  2009  

dan  Sura t  Ukur  No.  34/HKB/2009  tangga l  03  Maret  2009,  

se luas  135M2 atas  nama Yan Bonay,  SH dan te l ah  dipasang  

Hak  Tanggungan  Per ingka t  I  berdasarkan  SHT  No.  

115/2009 ;

6) SHM No.  02075  Desa/Ke l  :  Hinekombe  tangga l  22  Apr i l  

2009  dan  Sura t  Ukur  No.  35/HKB/2009  tangga l  03  Maret  

2009,  se luas  81M2  atas  nama  Ny.  Minars i h  dan  te lah  

dipasaug  Hak Tanggungan  Per ingka t  I  berdasarkan  SHT No.  

116/2009 ;

7) SHM No.  02094  Desa/Ke l  :  Hinekombe,  tangga l  22  Apr i l  

2009  dan  Sura t  Ukur  No.  5441KB/2009  tangga l  06  Maret  
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beser t a, ?. /

2009,  se luas  135M2 atas  nama Ronnie  Wirdan  yang  te lah  

diba l i k  nama kepada  Abdul  Rahman dan te lah  d ipasang  Hak 

Tanggungan  Per ingka t  I  berdasarkan  SHT No.  256/2009  

tangga l  24  Agustus  2009;

8) SHM No.  1948  Desa/Ke l  :  Hinekombe  tangga l  20  Agustus  

2008  dan  Sura t  Ukur  No.  155/HKB/2008  tangga l  03  Ju l i  

2008,  se luas  81M2 atas  nama Sukat i  dan  te l ah  dipasang  

Hak Tanggungan  Per ingka t  I  berdasarkan  SHT No.  69/2009 ;

Bahwa perbua tan  hukum per jan j i a n  kred i t  anta ra  Tergugat  I I  

In te r vens i  4  dengan  para  deb i tu r  maupun  akta  jua l  be l i  

anta ra  para  deb i t u r  dengan  pen jua l  (Ronn ie  Wirdan)  

te rsebu t  d ia tas  sampai  saat  in i  masih  ber laku  yang  d ibua t  

d ihadapan  Pejaba t  Pembuat  Akta  Tanah  se laku  pejaba t  umum,  

seh ingga  Terguga t  I I  In te r vens i  4 berhak  menguasa i  agunan  

yang  te l ah  di i ka t  secara  sempurna  te rsebu t  sesua i  prosedur  

hukum  yang  ber laku ,  dan  sebaga i  p ihak  -  p ihak   yang  

ber i t i k ad  baik ,   dengan   mengacu   kepada   UU No.  5  Tahun  

1960 

berser t a  atu ran  pe laksanaanya ,  UU No.  4 tahun  1996 ten tang  

Hak  Tanggungan  dan  juga  te lah  sesua i  dengan  PP No.  24  

tahun  1997  ten tang  pendaf t a ran  tanah ;

4. Mohon  maje l i s  hak im.  mener ima  se lu ruh  da l i l -  da l i l  

jawaban  Terguga t  I I  In te r vens i  4 ;  

Berdasarkan  ura ian  d ia tas ,  mohon  maje l i s  hak im  yang  

memer iksa  perkara  in i  berkenan  memutuskan  sebaga i  ber i ku t  :

A.   Dalam Ekseps i  :

1. Mener ima  Ekseps i  Terguga t  I I  In te r vens i  4  untuk  

se lu ruhnya ;
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2. Menyatakan  gugatan   Penggugat   d i t o l ak   atau  

set i dak - t i daknya   t i dak   dapat  d i t e r ima  ;  

B.  Dalam Penundaan  Pelaksanaan  :

Menolak  penundaan  pelaksanaan  obyek  sengketa  yang  dia j ukan  

Penggugat  karena  t i dak  berdasar ;

C.   Dalam Pokok  Perkara  :

1. Menolak   gugatan   Penggugat   untuk  se lu ruhnya  atau  

set i dak - t i daknya  menyatakan  bahwa  gugatan  

Penggugat  t i dak  dapat  d i te r ima ;

2. Mener ima   Jawaban   Tergugat  I I  In te r vens i  4  untuk  

se lu ruhnya . ;

3. Menyatakan  bahwa  obyek  sengketa  berupa  :

1) SHM No.  02100  Desa/Ke l  :  Hinekombe  tangga l  22  Apr i l  

2009  dan  Sura t  Ukur  No.  60/HKB/2009  tangga l  06  Maret  

2009,  se luas  160M2 atas  nama Ronnie  Wirdan  yang  te lah  

diba l i k  nama kepada  Edward  Hasudungan  Manik  Siho tang ;

2) SHM No.  02109  Desa/Ke l  :  Hinekombe  tangga l  22  Apr i l  

2009  dan  Sura t  Ukur  No.  69/HKB/2009  tangga l  06  Maret  

2009,  se luas  174M2 atas  nama Ronnie  Wirdan  yang  te lah  

diba l i k  nama  kepada  Jant j e  Kissya ;

3) SHM No.  1784  Desa/Ke l  :  Hinekombe  tangga l  07  Desember  

2007  dan Sura t  Ukur  No.  80/HKB/2007  tangga l  14 November  

2007,  se luas  82M2 atas  nama,  Ronnie  Wirdan  yang  te lah  

diba l i k  nama  kepada,  Haj i  Saparudd in ;

4) SHM No.  02072  Desa/Ke l  :  Hinekombe  tangga l  22  Apr i l  

2009  dan  Sura t  Ukur  No.  32/HKB/2009  tangga l  06  Maret  

2009,  se luas  8IM2  atas  nama  Susanto ;87
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( 5)  SHM, ?. /

5) SHM No.  02074  Desa/Ke l  Hinekombe tangga l  22  Apr i l  2009  

dan  Sura t  Ukur  No.  34&IKB/2009  tangga l  03  Maret  2009,  

se luas  135M2  atas  nama  Yan  Bonay,  SH;

6) SHM No.  02075  Desa/Ke l  :  Hinekombe  tangga l  22  Apr i l  

2009  dan  Sura t  Ukur  No.  35/HKB/2009  tangga l  03  Maret  

2009,  se luas  81M2  atas  nama  Ny.  Minars i h ;

7) SHM No.  02094  Desa/Ke l  :  Hinekombe  tangga l  22  Apr i l  

2009  dan  Sura t  Ukur  No.  54/HKB/2009  tangga l  06  Maret  

2009,  se luas  135M2 atas  nama Ronnie  Wirdan  yang  te lah  

diba l i k  nama  kepada  Abdul  Rahman;

8) SHM No.  1948  Desa/Ke l  :  Hinekombe  tangga l  20  Agustus  

2008  dan  Sura t  Ukur  No.  155/HKB/2008  tangga l  03  Ju l i  

2008,  se luas  81M2  atas  nama  Sukat i ;

Adalah  sah  dan  berharga  ;

4.  Menghukum Penggugat  untuk  membayar  biaya  perkara  yang  

t imbu l   untuk  se lu ruhnya  ;

Dan  atau  apab i l a  Maje l i s  hak im  berpendapa t  la i n ,  mohon 

putusan  yang  sead i l  ad i l nya  berdasarkan  Ketuhanaan  Yang 

Maha  Esa  ;  

Menimbang  bahwa Terguga t  I I  In te r vens i  5  te lah  diber i  

kesempatan  untuk  mengajukan  Jawaban/Tanggapannya  te rhadap  

gugatan  Penggugat  te rsebu t ,  namun Tergugat  I I  In te r vens i  5 

(PT.  Bank  Rakyat  Indones ia  TBK.)  t i dak  mempergunakan  

kesempatan  te rsebu t  ;  

Menimbang,  bahwa  atas  jawaban  Tergugat  te rsebu t ,  maka 
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Penggugat  te l ah   mengajukan   Repl i k   te r t angga l   18  Oktober  

2010  dan  atas  Repl i k  Penggugat ,  Terguga t  mengajukan  

Dupl i knya  te r t angga l  29  Oktober  2010  dan  pada  pokoknya  

masing- masing  pihak  te tap  ber tahan  pada  dal i l  gugatan  maupun 

jawabannya ;  

Menimbang,  bahwa  untuk  menguatkan  dal i l  da l i l  

gugatannya ,  Penggugat  te l ah  mengajukan  bukt i  bukt i  te r t u l i s  

berupa  fo to  kop i  sura t  sura t  bermate ra i  cukup  yang  te lah  

dicocokkan  dengan  as l i nya  atau  fo to  kop inya  dan d ibe r i  tanda  

P- 1 sampai  dengan  P- 12,  seh ingga  dapat  d i t e r ima  sebaga i  a la t  

bukt i  yang  sah dengan  per inc i an  sebaga i  ber i ku t  :

1. P–

1 :  

Verk la r i n g  dar i  J .M.  JALHAY,  SR  kepada  H.  

TULASEKET  pada  Tahun  1961,  ( fo t okop i  sesua i  

dengan 

as l i nya ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2. P–

2 :  

Sura t  dar i  HET  Hoofd  van  het  

Ressor t skan too rkadas te r  en  Kaar te r i ng  Holand ia  

kepada  H.  TULASEKET Nomor:  141/1 .2 /R .H /62  tangga l  

26  Pebruar i  1962,  ( fo t okop i  sesua i  dengan  

as l i nya ) ; - - - - - - - -

3. P-

3 :

Schetskaard  (Peta  s i t uas i  tanah)  No.  114/1952  dan  
S.113/1952  Opperv lak te  + 61.5000  M2 dar i  Het  
Hoofd  Kadaste r  en Kaar te r i ng  tangga l  17 Oktober  
1952.  Dan Afschr i f t - Schetskaar t en  No.  113/1953-
114/1952 ,  ( fo t okop i  sesua i  dengan  
as l i nya )  ; - - - - - - - - - - - - - - -

4. P-

4 :

Riwayat  Pers i l  Mulder  di  Sentan i ,  tangga l  17 
Nopember  1962,  ( fo t okop i  sesua i  dengan  
as l i nya )  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- -

5. P-

5 :

Peta  Si tuas i  te r t angga l  9 Maret  1987,  ( fo t okop i  
sesua i  dengan  
fo tokop inya )  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

6. P-

6 :

Sura t  Pemyataan  Penguasaan  Fis i k  Bidang  Tanah  
(Sporad i k ) ,  tangga l  10 Ju l i  2002,  ( fo t okop i  
sesua i  dengan  as l i nya )  ; - - - - - - - - - - - - - -

7. P-

7 :

Sura t  Pemyataan  Pelepasan  hak  Atas  Tanah Bekas  
Adat  Suku Fel l e  tangga l  15 Ju l i  2002,  ( fo t okop i  
sesua i  dengan  as l i nya )  ; - - - - - - - - - - - - - -

8. P-

8 :

Sura t  Dewan Adat  Suku Sentan i  Wi layah  Tabi  Papua 
te r t angga l  2 Agustus  2010,  ( fo t okop i  sesua i  
dengan as l i nya )  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Hi nekombe, ?. /

9. P-

9 :

Sura t  tanda  te r ima  Setoran  (STTS)  dar i  Kanto r  
Pajak  Bumi  dan Bangunan,  ( fo t okop i  sesua i  dengan  
as l i nya )  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

10

.

P-

10:

Ser t i f i k a t  Hak Mi l i k  No.  1208 tangga l  20 Desember  
2002 di  Henekombe An.  HANNA MARIA TULASEKET dan 
Sura t  Ukur  tangga l  26- 08- 2002 No.  126/HKB/2002 ,  
luas  1.750  m2,  ( fo t okop i  sesua i  dengan  
fo tokop inya )  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -

11

.

P-

11:  

Ser t i f i k a t  Hak Mi l i k  No.  1206 tangga l  20 Desember  
2002 di  Henekombe An.  STEVEN TULASEKET dan Sura t  
Ukur  tangga l  26- 08- 2002 No.  124/HKB/2002,  luas  
1.750  m2,  ( fo t okop i  sesua i  dengan  
fo tokop inya )  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

12

.

P- 12 Ser t i f i k a t    Hak   Mi l i k  No.    1207   tangga l  
20  Desember  2002  d i  

Hinekombe An.  DONNY TULASEKET dan Sura t  Ukur  
tangga l  26- 08- 2002 No.  125/HKB/2002 ,  luas  1.750  
m2,  ( fo t okop i  sesua i  dengan fo tokop inya )  ;

Menimbang,  bahwa disamping  mengajukan  bukt i - bukt i  sura t  

te rsebu t ,  Penggugat  juga  te l ah  mengajukan  1  (sa tu )  orang  

saks i  d i  pers idangan  yang  member ikan  kete rangannya  d ibawah  

jan j i  yang  pada pokoknya  menerangkan  sebaga i  ber i ku t  :  

Saks i :  Drs.  JONAS SALMON SERPARA ;

- bahwa  saks i  adalah  Mantan  Kepala  Kantor  Wi layah  Badan  

Per tanahan  Nasiona l  Prop ins i  Papua  ;

- bahwa tanah  obyek  sengketa  t i dak  te rmasuk  tanah  eks  Hak 

Belanda ,  sudah  dikuasa i  Negara  berdasarkan  Keputusan  

Pres iden  Nomor:  32  Tahun  1979  jo  Pera tu ran  Menter i  

Dalam  Neger i  Nomor:  3  tahun  1979  ;

- bahwa  saks i  mengetahu i  r iwaya t  tanah  obyek  sengketa  

te rsebu t  mulanya  dikuasa i  o leh  Belanda  yang  dike lo l a  

oleh  Mulder ,  kemudian  Gudel  menjua l  kepada  Ja lha i ,  la l u  

Ja lha i  menjua l  kembal i  kepada  ayah  Penggugat  ;

- bahwa proses  pelepasan  tanah  di  masyaraka t  adat  Sentan i  

ya i t u  Pelepasan  harus  dike tahu i  dan di tanda tangan i  o leh  

Ondoaf i .  Ondoaf i  bukan lah  tuan  tanah  d ise lu r uh  

keondoaf i an ,  d ia  hanya  tuan  tanah  atas  tanahnya  send i r i  

;

90
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 90



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, ?. . /

- bahwa  dalam  Undang- Undang  No.  5  Pera tu ran  Pemer in tah  

Penggant i  Undang- Undang  Tahun  1960  Pasa l  1  ayat  2 

dika takan  bahwa  tanah  yang  melampaui  batas  t i dak  

dipe rkenankan  ;  

- Bahwa t i dak  boleh  di te rb i t k an  ser t i f i k a t  d ia tas  tanah  

mi l i k  orang  la i n ,  ha l  in i  ser i ng  te r j ad i  karena  Badan  

Per tanahan  t i dak  membuat  Peta  Dasar  sebaga i  Kont ro l  

da lam  kepengurusan  ser t i f i k a t  te rsebu t  ;

- Bahwa  te rhadap  penerb i t an  ser t i f i k a t ,  saks i  te lah  

mengecek  dikan to r  Tergugat  berka i t an  dengan  dokumen-

dokumen  pendukung  ;

- Bahwa  t i dak  pernah  di temukan  satupun  dokumen  yang  

berka i t an  dengan  syara t  admin is t r a s i  te ru tama  pada  peta  

dasar  pendaf t a rannya  ;

- Bahwa  ser t i f i k a t   1208 (P- 10,  1206 (P- 11)  dan 1207 (P-

12)   seharusnya   ada  da lam  Peta  Dasanya  ;

- Bahwa Peta  Prona  yang  dibua t  o leh  Saks i  dan  di l akukan  

pene l i t i a n  belum di t i n dak  lan ju t i  o leh  Badan Per tanahan  

Kabupaten  ;

- Bahwa  PP  No.  10  Tahun  1961  sudah  di rubah  dan  

perubahannya  hanya  mengenai  proses  pendaf t a ran  tanah  

yang  disederhanakan  mengenai  proses  admin is t r a s i n ya  ;

- Bahwa  t i dak  dibu tuhkan  akta  lag i  ka lau  sudah  ada  

pelepasan  adat  sebaga imana  dimaksud  o leh  pasa l  19  PP 

No.  10 Tahun  1961  atau  Pasa l  23 PP No.  24 Tahun  1997  ;
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( f ot okopi , ?. . /- Bahwa  apab i l a  Penggugat  melepaskan  kepada  orang  la i n  

hanya  merupakan  perse tu j uan  sa ja  dar i  Penggugat  kepada  

Pembel i  tanpa  harus  adanya  pelepasan  adat  ;

- Bahwa Pelepasan  adat  t i dak  dia tu r  da lam  Undang- Undang  

Pokok  Agrar i a  ;

Menimbang,  bahwa  untuk  menguatkan  dal i l - da l i l  

bantahannya ,  Tergugat  te l ah  mengajukan  bukt i - bukt i  te r t u l i s  

berupa  fo tokop i  sura t - sura t  bermate ra i  cukup  yang   te lah  di  

cocokkan   dengan    as l i nya   atau   fo tokop inya   dan   d ibe r i  

tanda   T- 1 sampai  dengan  T- 5,  namun bukt i  yang  d ibe r i  tanda  

T- 5:  Peta  pendaf t a r an  bidang  Hak  Mi l i k  No.  1342  dan  1355  

(yang  di tunda  t i dak  dise rahkan  sampai  pemer iksaan  bukt i  

sura t  se lesa i  d i l akukan)  dengan per inc i an  sebaga i  ber i ku t  :

1. T–

1 :  

Buku Tanah  Hak mi l i k  No.  1342/H inekombe tangga l  31 

Desember  2004,  Sura t  Ukur  nomor  226/HKB/2004  

tangga l  29  Desember  2004  Luas  5000  M2 atas  nama 

Ronnie  Wirdan ,  ( fo t okop i  sesua i  dengan  

as l i nya ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2. T-

2 :

Buku Tanah  Hak mi l i k  No.  1355/H inekombe tangga l  31 

Desember  2004,  Sura t  Ukur  nomor  225/HKB/2004  

tangga l  29  Desember  2004  Luas  5000  M2 atas  nama 

Ronnie  Wirdan ,  ( fo t okop i  sesua i  dengan  

as l i nya ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3. T- 3 Daf ta r  Is i an  312 Menerangkan  Daf ta r  Hak Mi l i k .  Hak 

Guna Bangunan,   Hak  Paka i     dan    Tanah   Wakaf  

No.   1342  dan  1355

( fo tokop i  sesua i  dengan as l i n ya ) ;  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4. T-

4 :

Daf ta r  Is i an  312 Menerangkan  Daf ta r  Hak Mi l i k .  Hak 
Guna Bangunan,  Hak Pakai  dan Tanah Wakaf  No.2079  
sampai  dengan  2112,  ( fo t okop i  sesua i  dengan  
as l i nya ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  untuk  menguatkan  dal i l - da l i l  

Jawabannya  Tergugat  I I  In te r vens i  1  te l ah  mengajukan  bukt i -

bukt i  te r t u l i s  berupa  fo to  kop i  sura t - sura t  bermate ra i  cukup  

yang  te lah  di  cocokkan  dengan  as l i  atau  fo to  kop inya  dan  
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sesuai , ?. /diber i  tanda  T. I I  In t v1  -  1  sampai  dengan  T. I I  In t v1 -  12  

ada lah  sebaga i  ber i ku t  :

1. T. I I  In t v  1-

1  :   

 Sura t  Penawaran  Pember ian  Kred i t  (SPPK)  

Nomor:  10.Hb.JAY/SPPK.02 /DBO.10/2009  

tangga l  19  Maret  2009,  ( fo t okop i  sesua i  

dengan as l i nya ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2. T. I I  In t v  1-

2  :   

Per jan j i a n  Kred i t  Pemi l i k an  Rumah  Graha  

Mandi r i  Nomor:  154/022 /KGM-CO-2009 tangga l  

31  Maret  2009,  ( fo t okop i  sesua i  dengan  

as l i nya ) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3. T. I I  In t v  1-

3  :   

Ser t i f i k a t  Hak  Mi l i k  No.  120/Desa  

Hinekombe  atas  nama  Dokter  Frans ,  

( fo t okop i  sesua i  dengan  

as l i nya ) ; - - - - - - - - - - - -

4. T. I I  In t v  1-

4  :   

Ser t i f i k a t  Hak  Tanggungan  Per ingka t  I  

(Per tama)  No.  119/2009  tangga l  08  Jun i  

2009  yang  di te rb i t k an  oleh  Kepala  kanto r  

Per tanahan  Kabupaten  Jayapura ,  ( fo t okop i  

sesua i  dengan  as l i nya ) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

5. T. I I  In t v  1-

5  :   

Sura t  Bank Mandi r i  No.  10.Hb.JAY/SPPK.02 /  
DBO.11/  2009 tangga l  19 Maret  2009  
Per iha l :  Sura t  Penawaran  Pember ian  Kred i t  
(SPPK) ,  ( fo t okop i  sesua i  dengan  
as l i nya ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

6. T. I I  In t v  1-

6  :   

Per jan j i a n  Kred i t  Pemi l i k an  Rumah Graha  
Mandi r i  No:  154/017 /KGM-CO 2009 tangga l  30 
Maret  2009,  ( fo t okop i  sesua i  dengan  
as l i nya ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - -

7. T. I I  In t v  1-

7  :   

Ser t i f i k a t  Hak  Mi l i k  No:  02106/Desa  

Hinekombe atas  nama saudara  Alv i n  Abraham 

Lynda l l   Maukar ,   ( fo t okop i

sesua i  dengan  as l i nya ) ;  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

8. T. I I  In t v  1-

8  :   

Ser t i f i k a t  Hak Tanggungan  Per ingka t  I  
(per t ama)  No.  120/2009  tangga l  08 Jun i  
2009,  ( fo t okop i  sesua i  dengan  
as l i nya ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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5.  T. I I  I nt v2 – 5, ?. /
9. T. I I  In t v  1-

9  :   

Sura t  Bank Mandi r i  No:  10.Hb.JAY/SPPK.02 /  
DBO.23/  2009 tangga l  01 Mei  2009 kepada  
Sdr .  Evenly  Simon Per iha l :  Sura t  Penawaran  
Pember ian  Kred i t  (SPPK) ,  ( fo t okop i  sesua i  
dengan 
as l i nya ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

10. T. I I  In t v  1-

10:   

Per jan j i a n  Kred i t  Pemi l i k an  Rumah Graha  
Mandi r i  Nomor:  154/028 /KGM-CO-2009 tangga l  
11 Mei  2009,  ( fo t okop i  sesua i  dengan  
as l i nya ) ;  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

11. T. I I  In t v  1-

11:

Ser t i f i k a t  Hak Mi l i k  No:  02093/Desa  
Hinekombe atas  nama Evenly  Simon,  
( fo t okop i  sesua i  dengan as l i n ya ) ; - - -

12. T. I I  In t v  1-

12:

Ser t i f i k a t  Hak Tanggungan  Per ingka t  I  
(Per tama)  No:  255/2009  tangga l  24 Agustus  
2009,  ( fo t okop i  sesua i  dengan  
as l i nya ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  untuk  menguatkan  dal i l - da l i l  

Jawabannya  Tergugat  I I  In te r vens i  2  te l ah  mengajukan  bukt i -

bukt i  te r t u l i s  berupa  fo to  kop i  sura t - sura t  bermate ra i  cukup  

yang  te lah  di  cocokkan  dengan  as l i  atau  fo to  kop inya  dan  

dibe r i  tanda  T. I I  In t v2  -  1  sampai  dengan  T. I I  In t v2  -  9 

ada lah  sebaga i  ber i ku t  :

1

.

T. I I  In t v  

2–1 :   

STHM No.  02073  Kel .  Hinekombe  luas  108  M2 

tangga l  22  Apr i l  2009  Sura t  Ukur  No.  

33/HKB/2009  tangga l  06 Maret  2009,  ( fo t okop i  

sesua i  dengan  

as l i nya ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3

.

T. I I  In t v  

2–3 :   

Akta  Pember ian  Hak  Tanggungan  No.  

88/HINEKOMBE/ 2010 tangga l  02 pebruar i  2010,  

( fo t okop i  sesua i  dengan  

as l i nya ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4

.

T. I I  In t v  

2–4 :   

Sura t  Kete rangan  Notar i s  dan PPAT Ratna  
Nel l i  Riyant i  SH tangga l  27 Januar i  2009,  
( fo t okop i  sesua i  dengan as l i n ya ) ; -

5

.

T. I I  In t v  

2–5 :   

Sura t  PT.  Bank papua No.  08/55 /110  Per iha l  
APHT tangga l  09 Pebruar i  2009,  ( fo t okop i  
sesua i  dengan  as l i nya )  ; - - - - - - - - -

6

.

T. I I  In t v  

2–6 :   

Sura t  Notar i s  dan PPAT Ratna  Nel l i  Riyan t i  
SH. ,  per iha l  Penganta r  APHT tangga l  10 
Pebruar i  2009 ,  ( fo t okop i  sesua i  dengan  
as l i nya )  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - -
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St aki n, ?. /

7

.

T. I I  In t v  

2–7 :   

Ser t i f i k a t  Hak Tanggungan  No.  125/2010  
tangga l  31 Agustus  2010,  ( fo t okop i  sesua i  
dengan as l i nya )  ;  - - - - - - - - - - - -

8

.

T. I I  In t v  

2–8 :   

Sura t  PT.  Bank papua No.  06/76 /STN/2010  
Per iha l  APHT tangga l  01 Pebruar i  2010,  
( fo t okop i  sesua i  dengan as l i n ya ) ;

9

.

T. I I  In t v  

2–9 :   

Sura t  Notar i s  dan PPAT Ratna  Nel l i  Riyan t i  
SH. ,  No.  18/KN- MR/I I / 2010  Per iha l  Penganta r  
APHT dan Roya tangga l  01 Pebruar i  2010,  
( fo t okop i  sesua i  dengan  
as l i nya )  ; - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  untuk  menguatkan  dal i l - da l i l  

Jawabannya  Tergugat  I I  In te r vens i  3    te l ah    mengajukan  

bukt i - bukt i    te r t u l i s    berupa   fo tokop i   sura t - sura t  

bermate ra i  cukup  yang  te l ah  d i  cocokkan  dengan  as l i  atau  

fo to  kop inya  dan  d ibe r i  tanda  T. I I  In t v3  -  1  sampai  dengan  

T. I I  In t v3  -  15 ada lah  sebaga i  ber i ku t  : -

1. T. I I  In t v  3–

1 :   

Sura t  Pernya taan  Pelepasan  Hak Atas  Tanah  

Adat ,  se luas  5.000  M2,  dar i  Alber t h  Fel l e  

kepada  Ronnie  Wirdan ,  te r t angga l  18 

Agustus  2004,  ( fo t okop i  sesua i  dengan  

as l i nya ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - -

2. T. I I  In t v  3–

2 :   

Sura t  Pernya taan  Pelepasan  Hak Atas  Tanah  

Adat ,  se luas  5.000  M2,  dar i  Alber t h  Fel l e  

kepada  Ronnie  Wirdan ,  te r t angga l  18 

Agustus  2004,  ( fo t okop i  sesua i  dengan  

as l i nya ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - -

3. T. I I  In t v  3–

3 :   

Kwi tans i  Pembayaran  Tanah se luas  5.000  M2 
di  Ja lan  Stak in  dar i  Ronnie  Wirdan  kepada  
Alber th  Fel l e  sen i l a i  Rp.  300.000 .000 , -  
(T iga  ra tus  ju t a  rup iah ) ,  tangga l  18 
Agustus  2004,  ( fo t okop i  sesua i  dengan  
as l i nya ) ; - - - - - - - - -

4. T. I I  In t v  3–

4 :   

Kwi tans i    Pembayaran   Tanah   se luas  

5.000  M2 di  Ja lan

Stak in  dar i  Ronnie  Wirdan  kepada  Alber t h  
Fel l e  sen i l a i  Rp.  300.000 .000  (T iga  ra tus  
ju t a  rup iah ) ,  tangga l  18 Agustus  2004,  
( fo t okop i  sesua i  dengan  as l i nya ) ;

5. T. I I  In t v  3–

5 :   

Ser t i f i k a t  Hak Mi l i k  Nomor:  02079 Mi l i k  
Ronnie  Wirdan ,  se luas  81 M2,  tangga l  22 
Apr i l  2009,  ( fo t okop i  sesua i  dengan  
as l i nya ) ; 95
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6. T. I I  In t v  3–

6 :   

Ser t i f i k a t  Hak Mi l i k  Nomor:  02082 Mi l i k  
Ronnie  Wirdan ,  se luas  81 M2,  tangga l  22 
Apr i l  2009,  ( fo t okop i  sesua i  dengan  
as l i nya ) ;

7. T. I I  In t v  3–

7 :   

Ser t i f i k a t  Hak Mi l i k  Nomor:  02089 Mi l i k  
Ronnie  Wirdan ,  se luas  135 M2,  tangga l  22 
Apr i l  2009,  ( fo t okop i  sesua i  dengan  
as l i nya ) ;

8. T. I I  In t v  3–

8 :   

Ser t i f i k a t  Hak  Mi l i k  Nomor:  02092  Mi l i k  

Ronnie  Wirdan ,  se luas  135  M2,  tangga l  22  

Apr i l  2009,  ( fo t okop i  sesua i  dengan  

as l i nya ) ;  

9. T. I I  In t v  3–

9 :   

Ser t i f i k a t  Hak  Mi l i k  Nomor:  02098  Mi l i k  

Ronnie  Wirdan ,  se luas  160  M2,  tangga l  22  

Apr i l  2009,  ( fo t okop i  sesua i  dengan  

as l i nya ) ;

10. T. I I  In t v  3–

10 :   

Ser t i f i k a t  Hak Mi l i k  Nomor:  02105 Mi l i k  
Ronnie  Wirdan ,  se luas  124 M2,  tangga l  22 
Apr i l  2009,  ( fo t okop i  sesua i  dengan  
as l i nya ) ;

11. T. I I  In t v  3–

11 :   

Ser t i f i k a t  Hak Mi l i k  Nomor:  02107 Mi l i k  
Ronnie  Wirdan ,  se luas  165 M2,  tangga l  22 
Apr i l  2009,  ( fo t okop i  sesua i  dengan  
as l i nya ) ;

12. T. I I  In t v  3–

12 :   

Ser t i f i k a t  Hak Mi l i k  Nomor:  02108 Mi l i k  
Ronnie  Wirdan ,  se luas  165 M2,  tangga l  22 
Apr i l  2009,  ( fo t okop i  sesua i  dengan  
as l i nya ) ;

13. T. I I  In t v  3–

13 :   

Ser t i f i k a t   Hak  Mi l i k  Nomor:  02110  Mi l i k  

Ronnie  Wirdan ,

se luas  165 M2,  tangga l  22 Apr i l  2009,  
( fo t okop i  sesua i  dengan  as l i nya ) ;

14. T. I I  In t v  3–

14 :   

Ser t i f i k a t  Hak Mi l i k  Nomor:  02111 Mi l i k  
Ronnie  Wirdan ,  se luas  165 M2,  tangga l  22 
Apr i l  2009,  ( fo t okop i  sesua i  dengan  
as l i nya ) ;

15. T. I I  In t v  3–

15 :   

Ser t i f i k a t  Hak Mi l i k  Nomor:  02112 Mi l i k  
Ronnie  Wirdan ,  se luas  165 M2,  tangga l  22 
Apr i l  2009,  ( fo t okop i  sesua i  dengan  
as l i nya ) ;

Menimbang,  bahwa  untuk  menguatkan  dal i l - da l i l  

Jawabannya  Tergugat  I I  In te r vens i  4  te l ah  mengajukan  bukt i -

bukt i  te r t u l i s  berupa  fo to  kop i  sura t - sura t  bermate ra i  cukup  

yang  te lah  di  cocokkan  dengan  as l i  atau  fo to  kop inya  dan  

dibe r i  tanda  T. I I  In t v4  -  1  sampai  dengan  T. I I  In t v4  -  8 

ada lah  sebaga i   ber i ku t  :

96
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 96



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

115/ 2009, ?. /1. T. I I  In t v  4–

1 :   

Ser t i f i k a t  Hak Mi l i k  No.  02100  tangga l  22 

Apr i l  2009  An.  Edwar  Hasudungan  Manik  

Siho tang  dengan  Ser t i f i k a t  Hak Tanggungan  

No.  122/2009  tangga l  8  Jun i  2009,  

( fo t okop i  sesua i  dengan  

as l i nya ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2. T. I I  In t v  4–

2 :   

Ser t i f i k a t  Hak Mi l i k  No.  02109  tangga l  22 

Apr i l  2009  An.  Jan j t e  Kissya  dengan  

Ser t i f i k a t  Hak  Tanggungan  No.  121/2009  

tangga l  8  Jun i  2009,  ( fo t okop i  sesua i  

dengan 

as l i nya ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3. T. I I  In t v  4–

3 :   

Ser t i f i k a t  Hak Mi l i k  No.  1784  tangga l  07  

Desember  2007  An.  Haj i  Saparudd in  dengan  

Ser t i f i k a t  Hak  TanggunganNo.  85/2008  

tangga l  9  Apr i l  2008,  ( fo t okop i  sesua i  

dengan   as l i nya ) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4. T. I I  In t v  4–

4 :   

Ser t i f i k a t  Hak Mi l i k  No.  02072 tangga l  22 
Apr i l  2009 An.  Susanto  dengan  Ser t i f i k a t  
Hak Tanggungan  No.  78/2009  tangga l  30 
Apr i l  2009,  ( fo t okop i  sesua i  dengan  
as l i nya ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

5. T. I I  In t v  4–

5 :   

Ser t i f i k a t  Hak Mi l i k  No.  02074  tangga l  22 

Apr i l  2009  An.  Yan  Bonay,  SH. ,   dengan  

Ser t i f i k a t  Hak Tanggungan  No.

115/2009 ,  ( fo t okop i  sesua i  dengan  
as l i nya ) ; - - - - - - - - - - - - - -

6. T. I I  In t v  4–

6 :   

Ser t i f i k a t  Hak Mi l i k  No.  02075 tangga l  22 
Apr i l  2009 An.  Ny.  Minars i h  dengan  
Ser t i f i k a t  Hak Tanggungan  No.  116/2009 ,  
( fo t okop i  sesua i  dengan  
as l i nya ) ; - - - - - - - - - - - - - -

7. T. I I  In t v  4–

7 :   

Ser t i f i k a t  Hak Mi l i k  No.  02094 tangga l  22 
Apr i l  2009 An.  Abdul  Rahman dengan  
Ser t i f i k a t  Hak Tanggungan  No.  256/2009  
tangga l  24 Agustus  2009,  ( fo t okop i  sesua i  
dengan 
as l i nya ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - -

8. T. I I  In t v  4–

8 :   

Ser t i f i k a t  Hak Mi l i k  No.  1948 tangga l  20 
Agustus  2008 An.  Sukat i  dengan Ser t i f i k a t  
Hak Tanggungan  No.  69/2009 ,  ( fo t okop i  
sesua i  dengan   as l i nya ) ; - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa walaupun  t i dak  mengajukan  Jawabannya,  
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5.  T. I I  I nt v5, ?. /

Tergugat  I I  In te r vens i  5  te l ah  mengajukan  bukt i - bukt i  

te r t u l i s  berupa  fo to  kop i  sura t - sura t  bermate ra i  cukup  yang  

te lah  di  cocokkan  dengan  as l i  atau  fo to  kop inya  dan  dibe r i  

tanda  T. I I  In t v5  -  1  sampai  dengan  T. I I  In t v5  -  6  ada lah  

sebaga i  ber i ku t  :

1. T. I I  In t v  5–

1 :   

Sal i nan  Buku Tanah Hak Tanggungan  Nomor:  
118/2009  dan Ser t i f i k a t  Hak Mi l i k  Nomor:  
02097 tangga l  22 Apr i l  2009 an.  Mustaq in ,  
( fo t okop i  sesua i  dengan  as l i nya ) ; - - -

2. T. I I  In t v  5–

2 :   

Sal i nan  Buku Tanah Hak Tanggungan  Nomor:  
42/2008  dan Ser t i f i k a t  Hak Mi l i k  Nomor:  
1780 tangga l  07 Desember  2007 an.  Ny.  
Masr i yah ,  ( fo t okop i  sesua i  dengan  
as l i nya ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - -

3. T. I I  In t v  5–

3 :   

Sal i nan  Buku Tanah Hak Tanggungan  Nomor:  
42/2008  dan Ser t i f i k a t  Hak Mi l i k  Nomor:  
1781 tangga l  07 Desember  2007 an.  Rabi t ,  
( fo t okop i  sesua i  dengan  
as l i nya ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4. T. I I  In t v  5–

4 :   

Sal i nan  Buku Tanah Hak Tanggungan  Nomor:  
41/2008  dan Ser t i f i k a t  Hak Mi l i k  Nomor:  
1783 tangga l  07 Desember  2007 an.  Ny.  
Nawat i ,  ( fo t okop i  sesua i  dengan  
as l i nya ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - -

5. T. I I  In t v  5–

5 :   

Sal i nan  Buku Tanah Hak Tanggungan  Nomor:  
427/2009  dan Ser t i f i k a t  Hak Mi l i k  Nomor:  
02084 tangga l  22 Apr i l  2009 an.  Yusuf ,  
( fo t okop i  sesua i  dengan  as l i nya ) ;

6. T. I I  In t v  5–

6 :   

Sal i nan  Ser t i f i k a t  Hak Mi l i k  Nomor:  2088  
tangga l  24 Apr i l  2009 an.  Umar,  ( fo t okop i  
sesua i  dengan   as l i nya ) ;

Menimbang,  bahwa  Tergugat ,  Tergugat  I I  In te r vens i  1,  

Tergugat  I I  In te r vens i  2,  Tergugat  I I  In te r vens i  3,  Tergugat  

I I  In te r vens i  4  dan  Terguga t  I I  In te r vens i  5  te l ah  diber i  

kesempatan  untuk  mengajukan  Saks i  namun t i dak  mempergunakan  

kesempatannya  ;  

Menimbang,  bahwa  para  pihak  te lah  dibe r i  kesempatan  

untuk  mengajukan  kes impu lan  untuk   i t u ,   Penggugat   te l ah  

mengajukan   kes impu lannya  te r t angga l  25  Januar i  2010,  

Tergugat  I I  In te r vens i  2   mengajukan  kes impu lannya  

te r t angga l  26 Januar i ,  Tergugat  I I  In te r vens i  3 dan Tergugat  

I I  In te r vens i  4  mengajukan  kes impu lannya  te r t angga l  02  

Februar i  2011  ser ta  Tergugat ,  Tergugat  I I  In te r vens i  1  dan  

Tergugat  I I  In te r vens i  5  te l ah  d ibe r i  kesempatan  untuk  

mengajukan  Kesimpulan  namun  t i dak  mempergunakan  

kesempatannya  ;
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Undang, . . . . . /

Menimbang,  bahwa untuk  mempers ingka t  Putusan  in i  sega la  

sesuatu  yang  te rmuat  da lam  ber i t a  acara  pers i dangan  

merupakan  bag ian  yang  t i dak  te rp i sahkan  dar i  putusan  in i  ;

Menimbang,  bahwa para  p ihak  menyatakan  t i dak  ada  lag i  

yang  dikemukakan  dan se lan ju t n ya  mohon putusan  da lam perkara  

in i ,  o leh  karena  i t u  Maje l i s  Hakim  te lah  dapat  mengambi l  

keputusan  berdasarkan  per t imbangan- per t imbangan  hukum 

sebaga imana diu ra i kan  dibawah in i  ;

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - TENTANG  PERTIMBANGAN  HUKUM 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tu j uan  gugatan  Penggugat  

ada lah  sebaga imana  te ru ra i  da lam duduk  perkara  d i  atas  ;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  adanya  permohonan  dar i  

p ihak  ket i ga  yakn i  PT.  Bank  Mandi r i ,  Bank  Papua,  Ronie  

Wirdan ,  Bank  BTN,  dan  Bank  BRI ,  mela lu i  Sura t  Permohonannya 

masing- masing ,  d imana  pihak  ket i ga  te rsebu t  te l ah  mengajukan  

permohonan  untuk  bergabung  dalam  perkara  in i  maka 

berdasarkan  Pasal   83   ayat   (1 )   dan  (2 )  Undang  -  Undang  

Nomor 5 Tahun 1986 Jo.  Undang -

Undang  Nomor  51  Tahun  2009  o leh  Maje l i s  Hakim  permohonan -

permohonan  te rsebu t  te l ah  d ikabu l kan ,  sebaga imana  te l ah  

di t e t apkan  dalam Putusan  Sela  ;

Menimbang,  bahwa  atas  gugatan  Penggugat  te rsebu t ,  

Tergugat  dan  Tergugat  I I  In te r vens i  1,  Tergugat  I I  

In te r vens i  2,  Tergugat  I I  In te r vens i  3  ser ta ,  Tergugat  I I  

In te r vens i  4  te l ah  menyampaikan  Jawabannya  masing- masing  

yang  dalam  Jawaban  te rsebu t  te rmuat  pu la  mengenai  ekseps i -

ekseps i ,  o leh  karena  i t u  sebe lum  mempert imbangkan  mengenai  

pokok  perkara nya  Maje l i s  Hakim  akan  mempert imbangkan  

te r l eb i h  dahu lu  mengenai  ekseps i - ekseps i  yang  d ia j ukan  oleh  

Tergugat  dan Para  Tergugat  I I  In te r vens i  te r sebu t  :

DALAM EKSEPSI  ;
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Menimbang,  bahwa  Ekseps i - ekseps i  yang  disampaikan  oleh  

Tergugat  pada pokoknya  adalah  :

1. Bahwa gugatan  yang  di  a jukan  oleh  Penggugat  te l ah  lewat  

waktu  (da luwarsa ) ,  ha l  in i  d i l i h a t  dar i  se jak  Terguga t  

mener ima  gugatan  dar i  Penggugat  yang  te rda f t a r  pada  

pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  di  Jayapura  tangga l ,  27  

Agustus  2010.  Sedangkan  Ser t i p i k a t  HM No.1342  tangga l ,  

31  Desember  2004  An.  RONNEE WIRDAN  di  Kelurahan  

Hinekombe dengan  luas  = 5000  m' ,  dan  Ser t i p i k a t  Hm No.  

1355,  tangga l  31  Desember  2004  dengan  luas  =  5000  m'  

da lam obyek  sengke ta  perba ikan  gugatan  i t u  t i dak  sesua i  

prosedur  fo rma l  ;

2. Karena  dalam  perba ikan  gugatan  harus  ada  ta ta  cara  

proses  yang  te lah  berser t i p i k a t  harus  ada  hubungan  

Hukum hal  te rsebu t  d ibuk t i k an  dengan  adanya  Akta  Jua l  

Bel i  dar i  Notar i s  PPAT Setempat  baru  di  Kanto r  Badan 

Per tanahan  Kabupaten  Jayapura .  Di  daf ta r kan  dan  

di l akukan  pemecahan  sesua i  dengan  luas  yang  d i  

te tapkan ;

Menimbang,  bahwa  Ekseps i  yang  disampaikan  o leh  

Tergugat  I I  In te r vens i  1  ( PT.  Bank  Mandi r i  Tbk. )  pada 

pokoknya  berkenaan  dengan  :

A.  EKSEPSI  TENTANG GUGATAN PENGGUGAT TELAH DALUWARSA:

1. Bahwa menuru t  pasa l  55  UU No.5  tahun  1986  sebaga imana  

diubah  dengan  UU No.9  tahun  2004  ten tang  Perad i l an  Tata  

Usaha Negara  (se lan ju t n ya  disebu t  UU PTUN) dia tu r  bahwa 

:

“gugatan  dapat  dia jukan  hanya  dalam tenggang  waktu  90 

(sembi l an  puluh)  har i   te rh i t u ng   se jak    saat  

d i t e r imanya   atau    d iumumkannya   Keputusan
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Badan  atau  Pejaba t  Tata  Usaha  Negara  “ ;

2. Bahwa  ser t i f i k a t  tanah  obyek  sengketa  di te rb i t k an  

tangga l  31  Desember  2004  dan  Penggugat  mendal i l k an  

se lama  in i  membayar  PBB atas  tanah  te rsebu t .  ha l  in i  

dapat  d is impu lkan  Penggugat  mengetahu i  tanah  te rsebu t  

te lah  berser t i f i k a t  se jak  tangga l  31  Desember  2004;

3. Dar i  pos i t a  Penggugat  te rsebu t  yang  dapat  d ika takan  

sebaga i  pengakuan  Penggugat  didepan  pers i dangan  bahwa 

Penggugat  mengetahu i  Terguga t  te l ah  menerb i t kan  2 (dua)  

Ser t i f i k a t  Tanah  Hak Mi l i k  yang  menjad i  obyek  sengke ta  

dalam  perkara  in i  pada  tangga l  31  Desember  2004;

4. Bahwa da l i l  Penggugat  yang  baru  mengetahu i  tanah  te lah  

berser t i f i k a t  pada  tangga l  16  Februar i  2010  saat  

Penggugat  menanyakan  ke lan ju t an  permohonan  penerb i t an  

ser t i f i k a t  pada  Tergugat  sangat  t i dak  masuk aka l  secara  

log i ka  hukum dan  d i ragukan  kebenarannya .  Satu  dan  la i n  

ha l  menginga t  Penggugat  te l ah  mendal i l k an  mengajukan  

permohonan  ser t i f i k a t  pada  Tergugat  pada  tahun  2002  ;

Sudah  menjad i  prak tek  keb iasaan /common  prac t i c e  dalam 

pengurusan  permohonan  ser t i f i k a t ,  bahwa  p ihak  Pemohon 

harus  akt i f   harus   memoni to r  permohonan  te rsebu t  namun 

Penggugat  mendal i l k an  baru  menanyakan  pada  tangga l  16  

Februar i  2010  suatu  kurun  waktu  yang  sangat  lama  (8  

tahun)  seh ingga  dal i l  Penggugat  te rsebu t  t i dak  log i s ,  

mengada- ada  dan  patu t  d i ragukan  te r l eb i h  lag i  dengan  

penga juan  gugatan  dalam  perkara  a  quo  te r l i h a t  bahwa 

Penggugat  bers i ke ras  mendal i l n ya  sebaga i  p ihak  yang  

berhak  mengajukan  permohonan  ser t i f i k a t  te rsebu t .  Untuk  

i t u  mohon  Maje l i s  Hakim  menolak  tangga l  16  Februar i  

2010  dipe rh i t ungkan  sebaga i  waktu  Penggugat  baru  

mengetahu i  tanah  te lah  berser t i f i k a t  atas  nama Ronnie  

Wirdan ;

5. Bahwa  Penggugat  secara  log i ka  hukum mengetahu i  tanah  
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obyek  sengketa  te l ah  berser t i f i k a t  hak  mi l i k  se jak  

tangga l  31 Desember  2004.  Bahwa Pengggugat  mendaf ta r kan  

gugatan  dalam perkara  in i  d i  PTUN Jayapura  pada  tangga l  

14 Apr i l  2010.  Sesuai  fak ta  in i  je l as  menunjukkan  bahwa 

penga juan  gugatan  Penggugat  te lah  lewat  tenggang  waktu  

90  (sembi l an  puluh  har i )  sebaga imana  dia tu r  dan  

dipe rsya ra t kan  pasa l  55  UU  Pengad i l an  Tata  Usaha 

Negara .  Oleh  karenanya  gugatan  Penggugat  demi  

undang- undang  harus  dinya takan  t i dak  dapat  d i te r ima ;

B.  EKSEPSI    TENTANG   PENGADILAN   TATA  USAHA NEGARA TIDAK 

BERWENANG MENGADILI  PERKARA A  QUO pada  pokoknya  ;  

1. Bahwa  obyek  gugatan  Penggugat  ada lah  :

a. Tanah  SHM  No.1342 /Desa .  Kel  Hinekombe 

te rca ta t  atas  nama Ronnie  Wirdan  yang  anta ra  

la i n  te l ah  dipecah  menjad i  SHM 

No.2104/Desa.Kel .H inekombe te rca ta t  an.  Frans  

dan  SHM  No.2106/Desa.Kel .H inekombe  te rca ta t  

atas  nama  Alv in  Abraham  Lynda l ;

b. Tanah  SHM  No.  1355/Desa /Ke l .H i nekombe  

te rca ta t  atas  nama Ronnie  Wirdan  yang  anta ra  

la i n  te l ah  dipecah  menjad i  SHM 

No.2093/Desa.Kel .H inekombe  atas  nama  Evenly  

Simon;

2. Bahwa  tanah  SHM No.2104/Desa .Ke l .H i nekombe  

te rca ta t  atas  nama  Frans ;  SHM 

No.2106/Desa .Ke l .H i nekombe  te rca ta t  atas  nama 

Alv in  Abraham  Lynda l  ;  SHM 

No.2093/Desa /Ke l .H i nekombe  atas  nama  Evenly  

Simon dar i  Tergugat  I I  In te r vens i  1 dan te l ah  

di i ka t  Hak  Tanggungan  sesua i  Ser t i f i k a t  Hak 
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t er sebut , . . . . . /

Tanggungannya  masing- masing  ;

3. Bahwa Ser t i f i k a t  tanah  te rsebu t  sesua i  pasa l  

19  ayat  2  UU  No.  5  tahun  1960  ten tang  

Pera tu ran  Dasar  Pokok  Agrar i a  merupakan  bukt i  

pemi l i k an  tanah  yang  kuat  yang  di te rb i t k an  

oleh  Terguga t  se laku  ins tans i  yang  dibe r i  

kewenangan  oleh  Undang- undang  untuk  

menerb i t kan  ser t i f i k a t  tanah ;Bahwa  pero lehan  

tanah  te rsebu t  o leh  masing - masing  pemi l i k  

tanah /pemi l i k  agunan  ada lah  didasarkan  pada  

akte  jua l  be l i  yang  d ibua t  o leh  dan dihadapan  

Pejaba t  Pembuat  Akta  Tanah  (PPAT)  yakn i  Ratna  

Nel l y  Riyan ty  yang  merupakan  pejaba t  umum.  

Bahwa Ser t i f i k a t  tanah  maupun  akte  jua l  be l i  

te rsebu t  merupakan  akte  oten t i k  seh ingga  bag i  

Tergugat  I I   In te r vens i  1  se laku  pihak  I I I  

yang  ber i t i k ad  baik ,  akte  jua l  be l i  dan  

ser t i f i k a t  tanah  dimaksud  mempunya i  kekuatan  

pembukt i an  yang  sempuma bahwa  masing - masing  

tanah  agunan  te rsebu t  benar   menuru t   hukum 

ada lah   mi l i k  sdr .F rans  dan Sdr .A l v i n  Abraham 

Lynda l  ser ta  Sdr .Even l y  Simon.  (v i de  pasa l  

101  huru f  a UU PTUN jo  pasa l  1868  KUHPerdata  

jo  pasa l  1870  KUHPerdata )  ;

4. Bahwa  da lam  pos i t a  gugatannya ,  Penggugat  

mendal i l k an  se laku  pihak  yang  berhak  atas  

tanah  te rsebu t  berdasarkan  war isan  dar i  ayah  

Penggugat  maka  harus  dibuk t i k an  kebenaran  

pewar i san  te rsebu t  ;  

5. Dengan  adanya  tun tu tan  Penggugat  atas  tanah  

obyek  sengketa  yang  mendal i l k an    sebaga i  

mi l i knya ,    maka   d ika i t k an    dengan   fak ta  

hukum
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te rsebu t  pada  but i r  4  dan  5  dia tas  per lu  dibuk t i k an  

leb ih  dahu lu  kebenaran  hak  Penggugat  atas  tanah  obyek  

sengketa  yang  je l as  te lah  berser t i f i k a t  atas  nama 

Ronnie  Wirdan  ;  o leh  karena  i t u  bukan  merupakan  

wewenang  Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  untuk  memer iksa  

dan  mengadi l i  te tap i  merupakan  kewenangan  Perad i l an  

Perdata  Hal  in i  se ja l an  dengan yur i sp rudens i  sbb  :

a. Putusan  Mahkamah Agung  No.93  K/TUN/1996  tangga l  24 

Februar i  1998  yang  memutuskan:

“bahwa  gugatan  mengenai  tanah  sengketa  dan  

kepemi l i k annya  ada lah  wewenang  dar i  pengad i l an  

perda ta  untuk  memer iksa  dan  memutuskannya"  ;

b. Putusan  Mahkamah Agung  No.16  K/TUN/2000  tanggal  28 

Februar i  2001  yang  memutuskan  :  

"  bahwa gugatan  mengena i  sengketa  kepemi l i k an  ada lah  

perad i l an  umum  untuk  memer iksanya  " ;

c. Berdasarkan  ha l - ha l  te rsebu t  d ia tas ,  maka Pengad i l an  

Tata  Usaha  Negara  Jayapura  sepatu tnya  menyatakan  

t i dak  berwenang  mengadi l i  karena  mater i  pokok  

perkara  merupakan  sengketa  kepemi l i k an  yang  

merupakan  wewenang  perad i l an  umum;

C.  EKSEPSI      TENTANG     PENGGUGAT    TIDAK    MEMILIKI  

KAPASITAS  DAN KUALITAS SEBAGAI  PENGGUGAT DALAM GUGATAN 

PERKARA  A  QUO  pada  pokoknya  ;  

1. Bahwa  da lam  pos i t a  alasan  gugatannya  but i r  4,  

Penggugat  mendal i l k an  bahwa  tanah  obyek  sengketa  

merupakan  hak  Penggugat  berdasarkan  kewar i san  dar i  

ayahnya  ya i t u  alm.  Hein t j e  Tulaseke t  yang  mempunyai  

anak  se la i n  Penggugat  ada lah  Yohanes  Tulaseke t ,  Yafe t  

Tulaseke t ,  David  Tulaseke t  dan  Yusuf  Tulaseke t ;
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per al i han, . . . . . /

2. Berdasarkan  da l i l  Penggugat  te rsebu t  sesua i  hukum 

kewar i san  dapat  d ika takan  Penggugat  mendal i l k an  pihak  

yang  berhak  atas  tanah  obyek  sengketa  dalam  perkara  

in i  t i dak  hanya  Penggugat  te tap i  juga  Yohanes  

Tulaseke t ,  Yafe t  Tulaseke t ,  David  Tulaseke t  dan  Yusuf  

Tulaseke t ;

3. Bahwa  da lam  pos i t anya  Penggugat  mendal i l k an  sebaga i  

p ihak  yang  berhak  atas  tanah  obyek  sengke ta  namun 

t i dak  menje laskan  secara  tegas

pera l i han  hak  war i s  tanah  obyek  sengke ta  dar i  Yohanes  

Tulaseke t ,  Yafe t  Tulaseke t ,  David  Tulaseke t  dan  Yusuf  

Tulaseke t  kepada  Penggugat ;

4. Berdasarkan  fak ta  dia tas ,  gugatan  Penggugat  yang  hanya  

dia j ukan  send i r i  o leh   Penggugat    tanpa   menyer takan  

ahl i   war i s   la i n   dar i   a lmarhum   ayah  Penggugat  

sepatu tnya  t i dak  dapat  d i t e r ima  karena  Penggugat  t i dak  

mempunya i  kapas i t as  dan  kua l i t a s  sebaga i  Penggugat  

da lam  gugatan  perkara  aquo.    Oleh  karenanya  gugatan  

Penggugat  sepatu tnya  dinya takan  t i dak  dapat  d i t e r ima  ;  

Menimbang,  bahwa Ekseps i  yang  disampaikan  oleh  Tergugat  

I I  In te r vens i  2  ( PT.  Bank  Pembangunan  Daerah  Papua  Tbk. )  

pada pokoknya  berkenaan  dengan  :

Penggugat  hanya  memasukan Pihak  Badan Per tanahan  Nasiona l  

Kabupaten  Jayapura  yang  berkedudukan  di  Kantor  Bupat i  

Tanah  Merah  Sentan i ,  sedangkan  dalam Tuntu tannya  meminta  

Pembata lan  atas  Ser t i f i k a t  Hak  Mi l i k  NO.  1342/  Kel  

Hinekombe  tangga l   31  Desember  2004   dengan  sura t  ukur  

No.  226/HKB/2004  Tangga l  29 Desember  2004 se luas  5.000  M2 

An.  Ronnie  Wirdan  dan  Ser t i f i k a t  Hak  Mi l i k  No.  

1355/Desa/Ke l .  Hinekombe  tangga l  31  Desembe 2004  dengan  
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Desember , . . . . . /

sura t  ukur  No.  225/HKB/2004  tangga l  29  Desember  2004  

se luas  5.000  M2  An.  Ronnie  Wirdan  yang  te l ah  

dipecah - pecah  yang  sa lah  satunya  menjad i  Ser t i f i k a t  Hak 

Mi l i k  No.  02073  dengan  suat  ukur  No.  33/HKB/2009  

Kelu rahan  Hinekombe Kecamatan  Sentan i  Kabupaten  Jayapura  

An.  Resbe l t a  NS yang  te lah  di j am inkan  pada  PT.  Bank  

Pembangunan  Daerah  Papua,  pada  ha l  Pihak - pihak  yang  

memi l i k i  ser t i f i k a t - ser t i f i k a t  te rsebu t l ah  yang  sangat  

d i rug i kan  da lam  perkara  in i ,  o leh  karena  i t u  adalah  

sangat  mut lak  juga  dimasukan  sebaga i  Pihak  yang  Gugat  

karena  dengan  demik ian  p ihak - pihak  te rsebu t  dapat  

mempertahankan  hak - haknya  sesua i  keten tuan  yang  ber laku ,  

seh ingga  gugatan  Penggugat  kurang  Tergugatnya ,  karena  i t u  

harus  di to l ak ;

Menimbang,  bahwa Ekseps i  yang  disampaikan  oleh  Tergugat  

I I  In te r vens i  3 ( Sdr .  Ronnie  Wirdan )  pada pokoknya  berkenaan  

dengan :

Bahwa  sangat  ke l i r u  apab i l a  Penggugat  hanya  memasukkan  

Tergugat  (Kepa la  Kanto r  Badan  Per tanahan  Kabupaten  

Jayapura )  se laku ,  Tergugat  d i  da lam gugatannya ,  karena  ada  

pihak  la i n  yang  berkepen t i ngan  langsung  dengan  Obyek  

Sengketa ,  yakn i  Terguga t  I I  In te r vens i - 3,  yang  memi l i k i  

Obyek Sengketa  berupa  Ser i f i k a t  Hak Mi l i k  Nomor:  1342/Desa  

Hinekombe tangga l  31

Desember  2004,  Sura t  Ukur  Nomor:  226/HKB/2004  tangga l  29  

Desember  2004 se luas  5000 M2 atas  nama Ronnie  Wirdan ,  yang  

te lah  dipecah  sebanyak  17  ( tu j uh  belas )  buah  Buku  Tanah  

Hak Mi l i k  dan  beberapa  d ian ta ra  Ser t i f i k a t  Hak Mi l i k  yang  

te lah  dipecahkan  te rsebu t  ada lah  atas  nama Tergugat  I I  

In te r vens i - 3  ;  

Menimbang,  bahwa Ekseps i  yang  disampaikan  oleh  Tergugat  
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I I  In te r vens i  4  ( PT.  Bank  Tabungan  Negara  Tbk. )  pada 

pokoknya  berkenaan  dengan  :

Bahwa  Tergugat  I I  In te r vens i  4  ada lah  berkepent i ngan  

langsung  dengan  sebag ian  obyek  sengketa ,  seh ingga  

Penggugat  seharusnya  memasukkan  Terguga t  I I  In te r vens i  4  

da lam,  gugatanya .  Kela la i an  Penggugat  in i  sepatu tnya  

menjad i  a lasan  agar  gugatan  Penggugat  in i  d i t o l ak  atau ,  

set i dak  t i daknya  t i dak  dapat  d i te r ima ;

Menimbang,  bahwa baik  Tergugat ,  Tergugat  I I  In te r vens i  

1,  Tergugat  I I  In te r vens i  2,  Tergugat  I I  In te r vens i  3  dan  

Tergugat  I I  In te r vens i  4  meminta  agar  Pengad i l an  menolak  

gugatan  Penggugat  atau  set i dak - t i daknya  menyatakan  gugatan  

Penggugat  t i dak  dapat  d i te r ima  ;  

Menimbang,  bahwa  pada  in t i n ya  ekseps i - ekseps i  yang  

disampaikan  o leh  Tergugat  maupun  Para  Tergugat  I I  

In te r vens i  ada lah  berka i t an  dengan  :

1. Ekseps i  kewenangan  mengadi l i  sebaga imana  yang  

dimaksudkan  dalam Pasal  77 ayat  (1 )  Undang- Undang Nomor  

5  Tahun  1986  Jo.  Undang- undang  Nomor  51  Tahun  2009  

Tentang  Perad i l an  Tata  Usaha  Negara ;

2. Ekseps i  la i n  sebaga imana  yang  dimaksudkan  dalam  pasa l  

77  ayat  (3 )  Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1986  Jo.  

Undang- undang  Nomor  51  Tahun  2009  Tentang  Perad i l an  

Tata  Usaha  Negara  berupa  ;

- Ekseps i  ten tang  gugatan  lewat  waktu  ;

- Ekseps i  ten tang  Penggugat  t i dak  berkapas i t a s / t i d a k  

berkua l i t a s  sebaga i  Penggugat  da lam  sengketa  a  quo  ;
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Meni mbang, . . . . . /

- Ekseps i  ten tang  gugatan  kurang  p ihak  karena  Penggugat  

t i dak  memasukan  Terguga t  I I  In te r vens i  2,  Tergugat  

In te r vens i  3  dan  Tergugat  In te r vens i  4  da lam 

gugatannya  ( obscuur  l i be l )  ;

Menimbang,  bahwa  sete lah  mempela ja r i  dan  mencermat i  

ekseps i - ekseps i  Tergugat  dan  Para  Tergugat  I I  In te r vens i  

te rsebu t ,  Maje l i s  Hakim  memper t imbangkannya  sebaga imana  

dibawah in i  ;

Ad 1.  Ekseps i  ten tang  kewenangan  mengadi l i  :

Menimbang,  bahwa dalam jawaban  Tergugat  I I  In te r vens i  1 

(PT.  Bank  Mandi r i )  mengura i kan  ten tang  ekseps i  kewenangan  

mengadi l i  yang  pada  in t i n ya  mengemukakan  bahwa  Pengadi l an  

Tata  Usaha  Negara  t i dak  berwenang  mengadi l i  sengke ta  a quo,  

karena  berdasarkan  Putusan  Mahkamah Agung Republ i k  Indones ia  

Nomor  93  K/TUN/1996  tangga l  24  Februar i  1998  Jo.  Putusan  

Mahkamah  Agung  Republ i k  Indones ia  Nomor  16  K/TUN/2000  

tangga l  28  Februar i  2001  secara  tegas  menentukan  bahwa 

te rhadap  sengketa  kepemi l i k an  ada lah  wewenang dar i  Perad i l an  

Perdata /Pe rad i l a n  Umum untuk  memer iksa  dan memutusnya  ;

Menimbang,  bahwa  yang  dimaksud  dengan  keputusan  ta ta  

usaha  negara  menuru t  keten tuan  Pasa l  1  angka  (3 )  Undang-

Undang  Nomor  :  5 Tahun  1986  sebaga imana  te l ah  diubah  dengan  

keten tuan  Pasal  1  angka  (9)  Undang- Undang  Nomor:  51 Tahun 

2009 Tentang  Perad i l an  Tata  Usaha Negara  adalah  :

“kepu tusan  ta ta  usaha  negara  adalah  suatu  penetapan  
te r t u l i s  yang  d ike lua r kan  oleh  Badan  atau  Pejaba t  Tata  
Usaha  Negara  yang  ber i s i k an  t i ndakan  hukum  ta ta  usaha  
negara  yang  berdasarkan  pera tu ran  perundang- undangan  yang  
ber l aku ,  yang  bers i f a t  konkre t ,  ind i v i dua l ,  dan  f i na l  
yang  menimbulkan  ak iba t  hukum bag i  seseorang  atau  badan  
hukum perda ta ”  

dan te rhadap  penger t i an  Tergugat  te rmuat  da lam Pasa l  1 angka  

( 12)  menentukan  bahwa :
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Meni mbang, . . . . . /

” Tergugat  ada lah  badan  atau  pejaba t  ta ta  usaha  negara  
yang  mengeluarkan  keputusan  berdasarkan  wewenang  yang  ada  
padanya  atau  yang  di l impahkan  kepadanya ,  yang  d iguga t  
o leh  orang  atau  badan hukum perda ta ”  ;   

Menimbang,  bahwa  yang  menjad i  ob jek  sengketa  dalam 

perkara  in i  sudah  sangat  je l as  ya i t u  berupa  Ser t i f i k a t  Hak 

Mi l i k  No.  1342/Desa  Hinekombe   tangga l   31  Desember  2004,  

sura t  ukur  No.  226/HKB/2004  Tangga l  29  Desember  2004  se luas  

5.000  M2 An.  Ronnie  Wirdan  yang  te lah  dipecahkan  menjad i  17  

bidang  Ser t i p i k a t  Hak  Mi l i k  dan  Ser t i f i k a t  Hak  Mi l i k  No.  

1355/Desa  Hinekombe tangga l  31  Desembe 2004,  sura t  ukur  No.  

225/HKB/2004  tangga l  29  Desember  2004  se luas  5.000  M2 An.  

Ronnie  Wirdan  yang  te l ah  dipecahkan  menjad i  35  b idang  

Ser t i p i k a t  Hak Mi l i k  ;  

Menimbang,  bahwa ser t i p i k a t  -  ser t i p i k a t  /  buku  tanah  -  

buku  tanah  yang  menjad i  ob jek  sengketa  in  casu  d i t e r b i t k an  

oleh  Kepala  Kanto r  Per tanahan  Kabupaten  Jayapura ,  d imana  

te rhadap  penerb i t an  ser t i p i k a t  d imaksud  hanya  d iber i kan  

kepada  Tergugat  sebaga i  lembaga  resmi  negara  untuk  

menerb i t kannya ;

Menimbang,  bahwa  ser t i p i k a t  -  ser t i p i k a t  a  quo  ada lah  

produk  ta ta  usaha  negara  karena  te l ah  memenuhi  unsur - unsur  

da lam  keten tuan  perundang- undangan  ser ta  di te rb i t k an  o leh  

lembaga  yang  diber i kan  kewenangan  untuk  i t u ,  seh ingga ,  obyek  

sengketa  yang  di te rb i t k an  oleh  Tergugat  te rmasuk  keputusan  

ta ta  usaha  negara  sebaga imana  dimaksud  da lam keten tuan  Pasa l  

1  angka  ( 9)  Jo.  Angka  (12)  Undang- Undang  Nomor  :  51 Tahun 

2009 Tentang  Perad i l an  Tata  Usaha,  seh ingga  perkara  a  quo 

harus lah  diad i l i  o leh  Pengadi l an  Tata  Usaha  Negara  dan 

merupakan  kewenangan  Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  untuk  

memer iksa  dan memutusnya  ;

Menimbang,  bahwa oleh  karena  objek  sengketa  je l as - je l as  

merupakan  keputusan  ta ta  usaha  negara  yang  d i t e r b i t k an  oleh  

Badan  ta ta  usaha  negara  maka  te rhadap  ekseps i  Tergugat  I I  
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Meni mbang, . . . . . /

In te r vens i  1  khusus  berka i t an  dengan  kewenangan  mengadi l i  

(kewenangan  abso lu t )  d inya takan  t i dak  berdasar  oleh  

karenanya  te rhadap  ekseps i  a quo dinya takan  t i dak  di te r ima  ;

Ad.  2 ekseps i  la i n - la i n  ;

1. Ekseps i  ten tang  gugatan  te l ah  lewat  waktu    ;

Menimbang,  bahwa  Ekseps i  Tergugat  angka  1  s/d  3  dan 

Ekseps i  Tergugat  I I  In te r vens i  1 angka  1 s/d  5 adalah  sama-

sama  mengena i  gugatan  Penggugat  te l ah  melampaui  tenggang  

waktu  90  (sembi l an  puluh )  har i ,  maka  Maje l i s  Hakim 

mempert imbangkannya  seka l i gus  dengan  per t imbangan  sebaga i  

ber i ku t  ;

Menimbang,  bahwa dalam keten tuan  Pasal  55 Undang- Undang  

Nomor  5  Tahun  1986  Jo.  Undang- Undang  Nomor  51  Tahun  2009  

Tentang  Perad i l an  Tata  Usaha  Negara ,  d ia tu r  bahwa  ”Gugatan  

dapat  d ia jukan  hanya  dalam  tenggang  waktu  90  (sembi l an  

puluh )  har i  te rh i t ung  se jak  saat  d i te r imanya  atau  

diumumkannya  Keputusan  Badan atau  Pejaba t  Tata  Usaha Negara”  

;  

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  keten tuan  te rsebu t ,  maka 

tenggang  waktu  90  (sembi l an  puluh)  har i  d ih i t ung  se jak  saat  

d i t e r imanya  atau  diumumkannya  Keputusan  Badan  atau  Pejaba t  

Tata  Usaha  Negara ,  bukan  pada  saat  d i t e rb i t k annya  Keputusan  

Tata  Usaha Negara  ;

Menimbang,  bahwa dalam sengketa  a quo  Penggugat  adalah  

Pihak  ket i ga  yang  bukan  di tu j u  langsung  oleh  Keputusan  Tata  

Usaha  Negara  yang  di te rb i t k an  Tergugat ,  seh ingga  tenggang  

waktu  90  (sembi l an  puluh)  har i  harus  dih i t ung  secara  

kasu is t i s  se jak  Penggugat  mengetahu i  atau  se jak  kepent i ngan  

Penggugat  merasa  di rug i kan  atas  te rb i t n ya  objek  sengke ta  ;

Menimbang,  bahwa se lan ju t nya  di  da lam pen je lasan  pasa l  

55  te rsebu t  d inya takan  bahwa  bag i  p ihak  yang  namanya  

te rsebu t  da lam  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  yang  diguga t ,  

maka  tenggang  waktu  90  har i  i t u  d ih i t ung  se jak  har i  
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Meni mbang, . . . . . /

di t e r imanya  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  yang  diguga t ,  

ar t i n ya  keten tuan  Pasal  55  te rsebu t  ada lah  ber laku  bag i  

p ihak  yang  di tu j u  langsung  oleh  keputusan  Tata  Usaha Negara ,  

sedangkan  bag i  p ihak  ket i ga  yang  t i dak  di tu j u  langsung  oleh  

Keputusan  Tata  Usaha  Negara  ya i t u  yang  t i dak  mener ima  atau  

t i dak  mengetahu i  akan  adanya  Keputusan  Badan  /  Pejaba t  Tata  

Usaha  Negara  yang  merug ikan  kepent i ngannya ,  seper t i  ha lnya  

Penggugat   da lam   sengketa   in  casu ,   berdasarkan  

Yur i sp rudens i  Mahkamah  Agung  RI  masing- masing  No.  41  

K/TUN/1994,  tangga l  10  Nopember  1994,  No.  270  K/TUN/2001,  

tangga l   4   Maret  2002   Jo.   Sura t  Edaran  Mahkamah Agung  

Republ i k  Indones ia  Nomor  2  Tahun  1991,  angka  V nomor  3,  

tenggang  waktu  90  har i  sebaga imana  d imaksud  dalam  Pasal  55  

Undang- Undang  No.  5  Tahun  1986  Jo.  Undang- Undang  No.  51  

Tahun  2009,  d ih i t ung  secara  kasu is t i s ,  yakn i  se jak  p ihak  

ket i ga  merasa  kepent i ngannya  di rug i kan  oleh  Keputusan  Tata  

Usaha  Negara  dan  mengetahu i  adanya  Keputusan  Tata  Usaha  

Negara  te rsebu t  ;

Menimbang,  bahwa  unsur  mengetahu i ,  dan  merasa  

kepent i ngannya  di rug i kan  te rsebu t  bers i f a t  kumula t i f  

seh ingga  t i dak  bisa  dip i sah - pisahkan  ;  bahwa dal i l  Tergugat  

dan  Tergugat  I I  In te r vens i  yang  menyatakan  bahwa  gugatan  

Penggugat  te l ah  lewat  waktu  karena  ser t i p i k a t  te l ah  

di t e rb i t k an  pada tangga l  31 Desember  2004 dan dianggap  te lah  

mengetahu i  se jak  tangga l  te rsebu t  sedangkan  ob jek  sengketa  

baru  d iguga t  o leh  Penggugat  tangga l  14  Apr i l  2010  

sebaga imana yang dipe rba i k i  pada tangga l  27 Agustus  2010 ;

Menimbang,  bahwa  baik  Tergugat  maupun  Tergugat  I I  

In te r vens i  1  t i dak  dapat  membukt i kan  apapun  te rhadap  apa  

yang  menjad i  dasar  ekseps i  yang  dia j ukan ,  karena  untuk  

sahnya  pembukt i an  dipe r l u kan  sekurang- kurangnya  dua  a la t  

bukt i  berdasarkan  keyak inan  Hakim  sebaga imana  keten tuan  

Pasa l  107  Undang- Undang  Nomor   5  Tahun  1986  Jo.  Undang-

Undang  Nomor  51  Tahun  2009  Tentang  Perad i l an  Tata  Usaha  

Negara ;

Menimbang,  bahwa  dalam  gugatan  awal  Penggugat  

menyatakan  bahwa Penggugat  mengetahu i  adanya  objek  sengke ta  
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a  quo  pada  tangga l  16  Pebruar i  2010  berdasarkan  in fo rmas i  

dar i  Tergugat  kepada  Pdt .  Joyce  Sina i  Tulaseke t ,  kemudian  

Penggugat  mendaf ta r kan  gugatannya  d i  Kepani te r aan  Pengad i l an  

Tata  Usaha Negara  Jayapura  pada tangga l  14 Apr i l  2010 ;  

Menimbang,  bahwa  pada  saat  Maje l i s  Hakim  melakukan  

Pemer iksaan  Pers iapan  dalam  sengketa  a  quo ,  Maje l i s  Hakim 

belum  bisa  menentukan  objek  sengketa  yang  tepa t  karena  

Tergugat  t i dak  koopera t i f  da lam  penye lesa ian  sengketa  in  

casu ,  o leh  karenanya  Pengad i l an  te lah  menetapkan  Penetapan  

kepada  atasan  Tergugat  (Kakanwi l  BPN Prov ins i  Papua)  agar  

memer in tahkan  Tergugat  agar  menyerahkan  ob jek  sengketa  

mela lu i  Penetapan  Nomor  14/PEN.HKM/2010/PTUN.JPR tangga l  26  

Mei  2010,  maka  Kepala  Kanto r  Wi layah  BPN Prov ins i  Papua  

te lah  memer in tahkan  Terguga t  agar  menyerahkan  objek  sengketa  

mela lu i  sura t  Nomor  :  722/600- 91/V I / 2010  tangga l  24  Jun i  

2010  dan  oleh  karena  i t u  Terguga t  mula i  menyerahkan  ob jek  

sengketa  yang  dise rahkan  tahap  demi  tahap  ;

Menimbang,  bahwa  gugatan  Penggugat  baru  se lesa i  

d ipe rba i k i  pada  tangga l  27  Agustus  2010,  seh ingga  menuru t  

hemat  Maje l i s  Hakim  gugatan  Penggugat  dia j ukan  masih  da lam 

tenggang  waktu  90  (sembi l an  puluh)  har i  sesua i  keten tuan  

Pasa l  55  Undang- Undang  Nomor  5 Tahun  1986  Jo.  Undang- Undang 

Nomor  51  Tahun  2009  Tentang  Perad i l an  Tata  Usaha  Negara ,  

o leh  karena  i t u  Ekseps i  Tergugat  dan  Tergugat  I I  In te r vens i  

1  mengenai  Gugatan  Penggugat  te l ah  lewat  waktu  ( daluarsa )  

d inya takan  di to l ak  ;

2. Ekseps i  ten tang  Penggugat  t i dak  berkapas i t a s  untuk   

mengajukan  gugatan  ;

Menimbang,  bahwa  te rhadap  Ekseps i  Tergugat  I I  

In te r vens i  1  khusus  berka i t an  dengan  kapas i t as  Penggugat  

da lam  mengajukan  gugatan  angka  1  s/d  4,  Maje l i s  Hakim 

per t imbangkan  dengan per t imbangan  sebaga i  ber i ku t  ;  

Menimbang,  bahwa  Maje l i s  Hakim akan  meni la i  apakah  ada 

kepent i ngan  Penggugat  da lam sengketa  in  casu  ha l  mana sesua i  

dengan  adig ium  hukum  yang  menyatakan  ”po in t  d’  in te res t  

po in t  d’  act i on ”   atau  hanya  bag i  orang  yang  mempunyai  

kepent i ngan  sa ja  yang  dapat  mengajukan  gugatan  pada  
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ayat  ( 1) , . . . . . /

Pengad i l an  ;

Menimbang,  bahwa  keten tuan  yang  mengatu r  ten tang  

kepent i ngan  da lam  mengajukan  gugatan  di  Pengad i l an  Tata  

Usaha Negara  ada lah  Keten tuan  Pasa l  53

ayat  (1 )  Undang- Undang  Nomor  9 Tahun  2004  Jo.  Undang- Undang  

Nomor  51 Tahun 2009 Tentang  Perad i l an  Tata  Usaha Negara  yang  

menyatakan  :

“ Orang  atau  badan  hukum  perda ta  yang  merasa  
kepent i ngannya  di rug i kan  oleh  suatu  keputusan  ta ta  usaha  
negara  dapat  mengajukan  gugatan  te r t u l i s  kepada  
pengad i l an  yang  berwenang  yang  ber i s i  tun tu tan  agar  
keputusan  ta ta  usaha  negara  yang  disengke takan  i t u  
dinya takan  bata l  atau  t i dak  sah,  dengan  atau  tanpa  
dise r t a i  tun tu tan  gant i  rug i  dan/a tau  rehab i l i t a s i ”  

Menimbang,  bahwa  dalam  mengajukan  gugatan  harus  ada 

rumusan  yang  je l as  ten tang  dasar  gugatan  atau  alasan- alasan  

gugatan  ser ta  ha l  yang  dimin ta  untuk  dipu tuskan  oleh  

Pengad i l an  sebaga i  syara t  fo rm i l  sebuah  gugatan  sebaga imana  

keten tuan  Pasal  56  Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1986  Jo.  

Undang- Undang  Nomor  51  Tahun  2009  Tentang  Perad i l an  Tata  

Usaha Negara  ;

Menimbang,  bahwa  untuk  menguatkan  bukt i  ten tang  

kepent i ngan  Penggugat  yang  d i rug i kan  dalam perkara  in  l i t i s ,  

maka  Penggugat  te lah  mengajukan  bukt i  berupa  :  Verk la r i ng  

dar i  J .M.  JALHAY,  SR kepada  H.  TULASEKET pada  Tahun  1961  

(buk t i  P- 1)  ;  Sura t  dar i  HET  Hoofd  van  het  

Ressor t skan too rkadas te r  en  Kaar te r i ng  Holand ia  kepada  H.  

TULASEKET Nomor:  141/1 .2 /R .H /62  tangga l  26  Pebruar i  1962  

(buk t i  P- 2)  ;   Schetskaard  (Peta  s i t uas i  tanah)  No.  114/1952  

dan  S.113 /1952  Opperv lak te  +  61.5000  M2 dar i  Het  Hoofd  

Kadaste r  en  Kaar te r i ng  tangga l  17  Oktober  1952.  Dan 

Afschr i f t - Schetskaar t en  No.  113/1953- 114/1952  (buk t i  P- 3)  ;  

Peta  Si tuas i  te r t angga l  9  Maret  1987  (buk t i  P- 5)  ;  Sura t  

Pernya taan  Penguasaan  Fis i k  Bidang  Tanah  (Sporad i k )  tangga l  

10  Ju l i  2002  (buk t i  P- 6)  ;  Sura t  Pernya taan  Pelepasan  hak  
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3.  Eksepsi , . . . . . /

Atas  Tanah Bekas  Adat  Suku Fel l e  tangga l  15 Ju l i  2002 (buk t i  

P- 7)  ;

Menimbang,  bahwa  bukt i - bukt i  te r sebu t  merupakan  bukt i  

yang  menggambarkan  adanya  perbua tan  hukum  yang  te l ah  

menimbulkan  ak iba t  hukum,  dan  hal  te rsebu t  harus lah  

di l i n dung i  o leh  hukum  karena  te l ah  berka i t an  dengan  

pen i l a i a n  satu  ni l a i  sebaga imana  yang  dimasudkan  dalam 

keten tuan  Pasa l  53 ayat  (1 )  Undang- Undang Nomor  9 Tahun 2004  

Jo.  Undang- Undang Nomor  51 Tahun 2009 Tentang  Perad i l an  Tata  

Usaha Negara  ;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  kepent i ngan  Penggugat  

menyangkut  suatu  ni l a i  yang  harus  di l i n dung i  o leh  hukum 

te lah  sesua i  dengan  keten tuan  pera tu ran  perundang- undangan,  

maka  te rhadap  ekseps i  yang  d isampaikan  oleh  Tergugat  I I  

In te r vens i  1  khusus  berka i t an  dengan  Penggugat  t i dak  

berkapas i t a s  da lam mengajukan  gugatan  dalam sengketa  in  casu  

harus lah  dinya takan  di to l a k  ;

3. Ekseps i  ten tang  gugatan  kurang  p ihak /guga tan  kabur   

(obscuur  l i be l ) ;

Menimbang,  bahwa  te rhadap  Ekseps i  Tergugat  I I  

In te r vens i  2,   Ekseps i  Tergugat  I I  In te r vens i  3 dan  Ekseps i  

Tergugat  I I  In te r vens i  4   ya i t u  sama- sama mengenai  Gugatan  

Kabur  ( Obscuur  L ibe l )  yang  dida l i l k a n  dengan  alasan  t i dak  

mel iba t kan  masing- masing  Tergugat  I I  In te r vens i  da lam 

sengketa  in  l i t i s ,  Maje l i s  Hakim  per t imbangkan  dengan  

per t imbangan  sebaga i  ber i ku t  ;

Menimbang,   bahwa  dalam  keten tuan  Pasa l  1  angka  (10)  

Undang- Undang  Nomor  51  Tahun  2009  ten tang  Perad i l an  Tata  

Usaha  Negara ,  menentukan  secara  je l as  ten tang  penger t i an  

sengketa  ya i t u  :

sengketa  ta ta  usaha  negara  ada lah  sengketa  yang  t imbu l  
da lam  bidang  ta ta  usaha  negara  anta ra  orang  atau  badan  
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Meni mbang, . . . . . /

hukum perda ta  dengan  badan  atau  pejaba t  ta ta  usaha  negara  
baik  di  pusat  maupun  di  daerah ,  sebaga i  ak iba t  
d ike lua r kannya  keputusan  ta ta  usaha  negara ,  te rmasuk  
sengketa  kepegawaian  berdasarkan  pera tu ran  perundang-
undangan  yang  ber laku  ;

Menimbang,  bahwa dar i  ura ian  yang  disampaikan  te rsebu t  

sudah  sangat  je l as  d imana  Penggugat  da lam kapas i t as  sebaga i  

seseorang  mengajukan  sengketa  ta ta  usaha  negara  te rhadap  

Tergugat  ( in  casu  Kepala  Kanto r  Per tanahan  Kabupaten  

Jayapura )  sebaga i  ak iba t  dar i  te rb i t n ya  objek  sengketa  ;

Menimbang,  bahwa  satu  dan  la i n  ha l  Undang- Undang 

Perad i l an  Tata  Usaha  Negara  sudah  menjamin  adanya  

kepent i ngan  pihak  ket i ga  yang  mempunyai  hubungan  hukum 

dengan  sengke ta  yang  diper i k sa  oleh  pengad i l an ,  o leh  karena  

i t u  lembaga  in te r ven i an  d i j amin  dalam Pasal  83 Undang- Undang  

Nomor  51  Tahun  2009  Tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Undang-

Undang  Nomor  5  Tahun  1986  Tentang  Perad i l an  Tata  Usaha 

Negara  ;

Menimbang,  bahwa  dalam  penye lesa ian  sengketa  in  l i t i s  

te lah  dipangg i l  secara  patu t  orang  maupun  badan  hukum 

perda ta  yang  kepent i ngannya  d i rug i kan  karena  objek  sengketa  

yang  disengke takan  di  Pengad i l an  Tata  Usaha Negara  Jayapura ,  

dan oleh  karena  i t u  maka Para  Tergugat  I I  In te r vens i  in  casu  

dapat  tu ru t  ser ta  untuk  mengiku t i  pers idangan  ;

Menimbang,  bahwa  dalam  mengajukan  gugatan  harus  ada 

rumusan  yang  je l as  ten tang  dasar  gugatan  atau  alasan- alasan  

gugatan  ser ta  ha l  yang  dimin ta  untuk  dipu tuskan  oleh  

Pengad i l an  sebaga i  syara t  fo rm i l  sebuah  gugatan  sebaga imana  

keten tuan  Pasal  56  Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1986  Jo.  

Undang- Undang  Nomor  51  Tahun  2009  Tentang  Perad i l an  Tata  

Usaha Negara  ;

Menimbang,  bahwa  memperhat i kan  gugatan  Penggugat  

tangga l  13 Apr i l  2010 yang  te l ah  dipe rba i k i  tangga l  27 

Agustus  2010,  da l i l - da l i l  yang  di sampaikan  Penggugat  da lam 

gugatannya  ada lah  sudah  cukup  je l as ,  adapun  dal i l - da l i l  
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DALAM, . . . . . /

Tergugat  maupun  Para  Tergugat  I I  In te r vens i  mengenai  t i dak  

memasukan  Para  Tergugat  I I  In te r vens i  ( in  casu   Terguga t  I I  

In te r vens i  2,  Tergugat  I I  In te r vens i  3  dan  Tergugat  I I  

In te r vens i  4)  sebaga i  Pihak  yang  disebu tkan   sebaga i  

TERGUGAT pada  objek  sengketa  t i dak  menyebabkan  gugatan  

kabur ,  menuru t  hemat  Maje l i s  Hakim  hal  te r sebut  t i dak l ah  

pr ins i p  s i f a t n ya ,  karena  pada  dasa rn ya  gugatan  Penggugat  

secara  fo rmi l  te l ah  sesua i  dengan  keten tuan  Pasa l  56 Undang-

Undang  Nomor  5  Tahun  1986  Jo.  Undang- Undang  Nomor  51  Tahun  

2009  Tentang  Perad i l an  Tata  Usaha  Negara  dan  apab i l a  ada 

per masalah an  berka i t an  dengan  prosedur  maupun  substans i  

te rhadap  penerb i t an  objek  sengketa ,  nant i nya  akan  menjad i  

bahan  per t imbangan  bag i  Maje l i s  Hakim  dalam  meni la i  atau  

menguj i  ob jek  sengketa  in  casu  da lam pokok  perkaranya  ;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  ura ian  te rsebu t  d ia tas ,  

Maje l i s  Hakim  berpendapat  Ekseps i  Tergugat  I I  In te r vens i  2,  

Tergugat  I I  In te r vens i  3 dan  Tergugat  I I  In te r vens i  4 ya i t u  

ekseps i  berka i t an  dengan  mengenai  gugatan  kurang  

pihak / Gugatan  Kabur  ( Obscuur  Libe l )  t i dak  cukup  ber alasan  

menuru t  hukum dan karenanya  harus  dinya takan  di to l a k  ;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  per t imbangan- per t imbangan  

di  atas  se lu ruh  Ekseps i  Terguga t  dan  Para  Terguga t  I I  

In te r vens i  te lah  dinya takan  di to l a k  dan  Objec tum  L i t i s  

di t i n j a u  dar i  bentuk  dan  is i n ya  merupakan  suatu  penetapan  

te r t u l i s ,  yang  dike lua r kan  oleh  Badan  /  Pejaba t  Tata  Usaha  

Negara  yang  ber i s i  t i ndakan  hukum Tata  Usaha Negara  bers i f a t  

konkr i t ,  ind i v i d ua l  dan  f i na l ,  ser ta  menimbulkan  ak iba t  

hukum bag i  seseorang ,  maka  objek  sengketa  te rsebu t  te l ah  

memenuhi  kr i t e r i a  sebaga i  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  

sebaga imana  keten tuan  Pasa l  1 ayat  (9 )  Undang Nomor  51 Tahun 

2009  Tentang  Perad i l an  Tata  Usaha  Negara ,  ser ta  kedudukan  

Tergugat  berada  di  yur i sd i k s i  Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  

Jayapura ,  maka dengan  demik ian  Pengadi l an  Tata  Usaha  Negara  

Jayapura  berwenang  untuk  memer iksa ,  memutus,  dan  

menyelesa i kan  perkara  in  casu ,  dan  gugatan  Penggugat  secara  

fo rma l  d inya takan  dapat  d i t e r ima  ;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  gugatan  Penggugat  secara  

fo rma l  dapat  d i te r ima ,  maka  se lan ju t nya  Maje l i s  Hakim  akan  

mempert imbangkan  ten tang  pokok  perkaranya ,  dengan  
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per t imbangan  hukum sebaga imana  te ru ra i  d i  bawah in i ;  

DALAM POKOK SENGKETA :

Menimbang,  bahwa  Tergugat  da lam  jawaban  dan  dup l i k  

secara  te r t u l i s  menolak  dengan  tegas  gugatan  Penggugat  

dengan  alasan  bahwa  Tergugat  da lam  menerb i t kan  ser t i p i k a t  

obyek  sengketa  te l ah  sesua i   dengan  prosedur   dan  pera tu ran  

perundang- undangan  yang  ber laku  sesua i  dengan  wewenang  yang  

ada  padanya  ser ta  t i dak  melanggar  asas- asas  umum 

pemer in tahan  yang  baik  ;

Menimbang,  bahwa oleh  karena  gugatan  Penggugat  diban tah  

oleh  Tergugat ,  maka  untuk  membukt i kan  da l i l - da l i l n ya ,  

Penggugat  te l ah  mengajukan  bukt i  sura t  yang  di  ber i  tanda  P-

1  sampai  dengan  P- 12  dan  juga  te l ah  mengajukan  1  (sa tu )  

orang  saks i  yang  bernama Drs .  J.  S.  SERPARA ;

Menimbang,  bahwa  untuk  membukt i kan  da l i l - da l i l  

sangka lannya  Terguga t  mengajukan  bukt i  sura t  yang  di  ber i  

tanda  T- 1 sampai  dengan  T- 5 namun bukt i  T- 5 t i dak  d ibuk t i k an  

sampai  dengan  Maje l i s  Hakim  bermusyawarah  untuk  mengambi l  

s ikap  dalam  putusan  in i  dan  juga  Tergugat  t i dak  mengajukan  

saks i  walaupun  te lah  dibe r i k an  kesempatan  yang  cukup  ;  

Menimbang,  bahwa  untuk  membukt i kan  da l i l - da l i l  

bantahannya ,  Tergugat  I I  In te r vens i  1 te l ah  mengajukan  bukt i  

sura t  yang  di  ber i  tanda  T. I I  In t v1 - 1  sampai  dengan  T. I I  

In t v1 - 12  namun  t i dak  mengajukan  saks i  walaupun  te lah  

dibe r i kan  kesempatan  yang  cukup  ;

Menimbang,  bahwa  untuk  membukt i kan  da l i l - da l i l  

bantahannya ,  Tergugat  I I  In te r vens i  2 te l ah  mengajukan  bukt i  

sura t  yang  di  ber i  tanda  T. I I  In t v2 - 1  sampai  dengan  T. I I  

In t v2 - 9  namun  t i dak  mengajukan  saks i  walaupun  te l ah  

dibe r i kan  kesempatan  yang  cukup  ;

Menimbang,  bahwa  untuk  membukt i kan  da l i l - da l i l  

bantahannya ,  Tergugat  I I  In te r vens i  3 te l ah  mengajukan  bukt i  
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sura t  yang  di  ber i  tanda  T. I I  In t v3 - 1  sampai  dengan  T. I I  

In t v3 - 15  namun  t i dak  mengajukan  saks i  walaupun  te lah  

dibe r i kan  kesempatan  yang  cukup  ;

Menimbang,  bahwa  untuk  membukt i kan  da l i l - da l i l  

bantahannya ,  Tergugat  I I  In te r vens i  4 te l ah  mengajukan  bukt i  

sura t  yang  di  ber i  tanda  T. I I  In t v4 - 1  sampai  dengan  T. I I  

In t v4 - 8  namun  t i dak  mengajukan  saks i  walaupun  te l ah  

dibe r i kan  kesempatan  yang  cukup  ;

Menimbang,  bahwa  walaupun  Tergugat  I I  In te r vens i  5 

t i dak  mengajukan  jawabannya   te rhadap   sengke ta   in  l i t i s ,  

namun  Tergugat   I I   In te r vens i  5  te l ah

mengajukan  bukt i  sura t  yang  d i  ber i  tanda  T. I I  In t v5 - 1 

sampai  dengan  T. I I  In t v5 - 6  namun  t i dak  mengajukan  saks i  

walaupun  te lah  d ibe r i k an  kesempatan  yang cukup  ;

Menimbang,  bahwa sesua i  dengan  kewenangan   Hakim  Tata  

Usaha Negara  yang  bers i f a t  akt i f  ( dominus  l i t i s ) ,  maka hanya  

ala t  bukt i  yang  re le f an  sa ja  yang  dipe rgunakan  sebaga i  

per t imbangan  sedangkan  bukt i - bukt i  sura t  maupun  kete rangan  

saks i  yang  t i dak  re le f an  dianggap  te l ah  d ikesampingkan  ;

Menimbang,  bahwa  dar i  jawab- menjawab  Para  Pihak  

dipe rs i dangan ,  a la t  bukt i  sura t ,  kete rangan  saks i  maupun 

fak ta - fak ta  hukum  yang  dipero l eh  se lama  pers idangan  

ber langsung  ser ta  kes impu lan  yang  dia jukan  o leh  Penggugat  

dan  Para  Terguga t  I I  In te r vens i ,  maka  Maje l i s  Hakim  akan  

meni la i  :

1. apakah  Tergugat  da lam menerb i t kan  objek  sengketa  sudah  

sesua i  dengan  atu ran  perundang- undangan  ?  ;

2. apakah  Tergugat  da lam menerb i t kan  objek  sengketa  te l ah  

sesua i  dengan  Asas- Asas  Umum Pemer in tahan  Yang Baik  ? ;  

Menimbang,  bahwa  mengenai  pokok  sengke ta  ya i t u  apakah  

Tergugat  da lam mener t i b kan  obyek  sengketa  a quo  te l ah  sesua i  

atau  melanggar  prosedur  /pe ra tu r an  dasar  yang  ber laku  maupun 
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id Per t anahan, . . . . . /Asas- Asas  Umum Pemer in tahan  Yang  Baik ,  Maje l i s  Hakim  akan  

mempert imbangkan  sebaga i  ber i ku t  ;

Menimbang,  bahwa  te r l eb i h  dahu lu  Maje l i s  Hakim  akan  

meni la i  penerb i t an  ob jek  sengketa  di l i h a t  dar i  kewenangan  

penerb i t an  ser t i p i k a t  berdasarkan  luasan  tanah  yang  

dimohonkan  penerb i t annya  ;

Menimbang,  bahwa  menuru t  keten tuan  Pera tu ran  Menter i  

Negara  Agrar i a /Kepa la  Badan Per tanahan  Nasina l  Nomor  3 Tahun  

1999  Tentang  Pel impahan  Kewenangan  Pember ian  Dan Pembata lan  

Keputusan  Pember ian  Hak Atas  Tanah  Negara  BAB I I  Kewenangan  

Kepala  Kantor  Per tanahan  Kabupaten /Ko tamadya  Hak Mi l i k  Pasa l  

3  Kepala  Kanto r  Per tanahan  Kabupaten /Ko tamadya  member i  

keputusan  mengenai  :  ayat  (2 )  pember ian  Hak Mi l i k  atas  tanah  

non  per tan ian  yang  luasnya  t i dak  leb ih  dar i  2.000  M2 (dua  

r i bu  meter  perseg i ) ,  kecua l i  mengenai  tanah  bekas  Hak  Guna 

Usaha ;

Menimbang,  bahwa dar i  keten tuan  yang  memuat  kewenangan  

pember ian  hak   te r sebu t   sudah   sangat   je l as  bahwa kepada  

Tergugat  sebaga i  Kepala  Kanto r

Per tanahan  Kabupaten ,  hanya  dapat  member ikan  hak  mi l i k  

kepada  seseorang  te rhadap  tanah  non  per tan ian ,  t i dak  boleh  

leb ih  dar i  2000  M2 ar t i n ya  bahwa j i ka  luasan  tanah  te rsebu t  

meleb ih i  keten tuan  te rsebu t  ada lah  menjad i  kewenangan  Kepala  

Kanto r  Wi layah  BPN Prov ins i  maupun  Kepala  Badan  Per tanaham 

Nasiona l  Pusat  ;

Menimbang,  bahwa  yang  menjad i  ob jek  sengketa  dalam 

perkara  a  quo  ada lah  Ser t i f i k a t  Hak  Mi l i k  No.  1342/Desa  

Hinekombe   tangga l   31  Desember  2004,  sura t  ukur  No.  

226/HKB/2004  Tangga l  29  Desember  2004  se luas  5.000  M2 An.  

Ronnie  Wirdan  yang  te l ah  dipecahkan  menjad i  17  b idang  

Ser t i p i k a t  Hak Mi l i k  dan  Ser t i f i k a t  Hak Mi l i k  No.  1355/Desa  

Hinekombe  tangga l  31  Desember  2004,  sura t  ukur  No.  

225/HKB/2004  tangga l  29  Desember  2004  se luas  5.000  M2 An.  

Ronnie  Wirdan  yang  te l ah  dipecahkan  menjad i  35  b idang  
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Meni mbang, . . . . . /

Ser t i p i k a t  Hak  Mi l i k ,  d imana  te rhadap  ser t i p i k a t  induknya  

masing- masing  memi l i k i  luasan  5000  M2  ( l ima  r ibu  meter  

perseg i )  ;

Menimbang,  bahwa j i ka  dipadankan  anta ra  kewenangan  yang  

dise rahkan  menuru t  atu ran  tekn i snya  dengan  ser t i p i k a t -

ser t i p i k a t  induk  a quo ,  maka di temukan  fak ta  bahwa Tergugat  

te lah  menerb i t kan  objek  sengke ta  meleb ih i  kewenangan  yang  

dibe r i kan  oleh  atu ran  perundang- undangan  ;  

Menimbang,  bahwa  se lan ju t nya  Maje l i s  Hakim 

mempert imbangkan  penerb i t an  objek  sengketa  dar i  prosedur  

penerb i t annya  sebaga i  ber i ku t  ;

Menimbang,  bahwa Keten tuan  Pasal  1 angka  (11)  Pera tu ran  

Pemer in tah  Nomor  24  Tahun  1997  Tentang  Pendaf ta ran  Tanah  

menentukan  bahwa :  “penda f t a r an  tanah  secara  sporad i c  adalah  

keg ia tan  pendaf t a ran  tanah  untuk  per tama  ka l i  mengenai  satu  

atau  beberapa  objek  pendaf t a r an  tanah  dalam  wi layah  atau  

bag ian  wi layah  suatu  Desa/Ke lu rahan  secara  ind i v i dua l  atau  

massal ” ;

Bahwa berdasarkan  Pasa l  13 ayat  (4 )  Pera tu ran  Pemer in tah  NO.  

24 tahun  1997 menentukan  :

ayat  (4 ) :

pendaf ta r an  tanah  secara  sporad i c  di l aksanakan  atas  

permin taan  pihak  yang  berkepen t i ngan  ;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  keten tuan  dia tas  maka 

sudah  seharusnya  Tergugat  sebaga i  pe jaba t   ta ta  usaha  Negara  

yang  ber tanggung  jawab  atas  te rb i t n ya  keputusan  ta ta  usaha  

Negara   a  quo   sebe lum  menerb i t kan  obyek  sengke ta  harus  

mener ima  Permohonan yang dia jukan  oleh  Pemohon ;

Menimbang,  bahwa  dar i  bukt i  yang  dia j ukan  oleh  Para  

Pihak  te ru tama  o leh  Tergugat  dan  Ronie  Wirdan  (Terguga t  I I  

In te r vens i  3)  da lam sengke ta  in  casu  t i dak  dapat  membukt i kan  

adanya  permohonan  dimaksud  sebaga imana  yang  di  syara t kan  
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putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pera tu ran  perundang- undangan  yang  ber laku  ;

Menimbang,  bahwa  dar i  ura ian  te rsebu t  sangat  Je las  

Tergugat  te lah  melanggar  keten tuan  Pasa l  13  ayat  (4 )  

Pera tu ran  Pemer in tah  Nomor  24 Tahun 1997 Tentang  Pendaf ta ran  

Tanah ;  

Menimbang,  bahwa  dalam  Keten tuan  Pasa l  14  Pera tu ran  

Pemer in tah  Nomor  24  Tahun  1997  Tentang  Pendaf ta ran  Tanah  

menentukan  :

Pasa l  14 :

Ayat  (1 )  :   untuk  keper l uan  pengumpulan  dan  pengo lahan  data  

f i s i k  d i l akukan  keg ia tan  pengukuran  dan  pemetaan  ;

Ayat  (2 ) :

keg ia tan  pengukuran  dan  ;  pemetaan  sebaga imana  
dimaksud  pada  ayat  (1 )  mel ipu t i  :

Pembuatan  peta  dasar  pendaf ta ran  ;

Penetapan  batas  bidang- b idang  tanah  ;

Pengukuran  dan  pemetaan  b idang- bidang  tanah  dan  
pembuatan  peta  pendaf ta ran ;

Penbuatan  daf ta r  tanah  ;

Pembuatan  sura t  ukur  ;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  keten tuan  dia tas  maka 

sudah  seharusnya  Tergugat  sebaga i  pe jaba t   ta ta  usaha  Negara  

yang  ber tanggung  jawab  atas  te rb i t n ya  keputusan  ta ta  usaha  

Negara  a  quo   sebe lum  menerb i t kan  obyek  sengketa  harus  

mengadakan  pengecekan/penye l i d i k an  dahu lu  mengenai  r iwaya t  

tanah  yang  akan  diadakan  pengukuran  guna  di te rb i t k an  

ser t i p i k a t  te rsebu t  ha l  mana te rhadap  penetapan  batas  a quo 

harus lah  berdasarkan  fak ta  d i l apangan  ;

Menimbang,  bahwa  dar i  bukt i  yang  dia j ukan  oleh  Para  
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pendaf t ar an, . . . . . /

Pihak  te ru tama  o leh  Tergugat  da lam  sengke ta  in  casu  t i dak  

dapat  membukt i kan  adanya  keg ia tan  untuk  keper l uan  

pengumpulan  dan  pengo lahan  data  f i s i k  dengan  melakukan  

keg ia tan  pengukuran  dan pemetaan,  maupun keg ia tan  

pengukuran  dan/a tau  yang  mel ipu t i  Pembuatan  peta  dasar  

pendaf ta r an ,  Penetapan  batas  bidang- bidang  tanah ,  

Pengukuran   dan   pemetaan   b idang  -  b idang   tanah   dan  

pembuatan  peta

pendaf ta r an ,  Pembuatan  daf ta r  tanah ,  namun hanya  membukt i kan  

sura t  ukur  sebaga imana  yang  di  syara t kan  dalam  pera tu ran  

perundang- undangan  yang  ber laku  ;

Menimbang,  bahwa  dar i  ura ian  te rsebu t  sangat  Je las  

Tergugat  te l ah  melanggar  keten tuan  Pasa l  14  Pera tu ran  

Pemer in tah  Nomor 24 Tahun 1997 Tentang  Pendaf ta ran  Tanah ;

Menimbang,  bahwa  dalam  Keten tuan  Pasa l  20  ayat  (1 )  

Pera tu ran  Pemer in tah  Nomor  24 Tahun 1997 Tentang  Pendaf ta ran  

Tanah secara  je l as  di ten tukan  bahwa:

Ayat  (1 ) : Bidang- bidang  tanah  yang  sudah  d i t e t apkan  

batas - batasnya  sebaga imana  yang  dimaksudkan  dalam  

Pasa l  17,  Pasa l  18  dan  Pasal  14  diukur  dan  

se lan ju t nya  dipe takan  dalam peta  dasar  pendaf ta ran  

;

Bahwa,  secara  tekn i s  penetapan  batas - batas  yang  dimaksudkan  

dalam  Pera tu ran  Pemer in tah  Nomor  24  Tahun  1997  Tentang  

Pendaf ta ran  Tanah,  te lah  diper j e l a s  dengan  Pera tu ran  Menter i  

Agrar i a  Kepala  Badan  Per tanahan  Nasiona l  Nomor  3 Tahun  1997  

Pasa l  14 ayat  (6 )  dan ayat  (7 )  ya i t u  :

Ayat  (6 )  :  Apabi l a  da lam  penetapan  batas  seka l i gus  

di t e t apkan  penataan  batas ,  maka has i l  penataan  batas  

te rsebu t  d i tuangkan  dalam  ber i t a  acara  penataan  

batas  (da f t a r  i s i an  201A)  ;
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Meni mbang, . . . . . /

Ayat  (7 ) :  Penataan  batas  sebaga imana  dimaksudkan  dalam ayat  

(6 )  harus  dise tu j u i  o leh  pemegang  hak  yang  

bersangku tan  dan  perse tu j uan  te rsebu t  d i tuangkan  

juga  da lam  ber i t a  acara  penataan  batas  ;

Menimbang,  bahwa  te rhadap  perse tu j uan  penataan  batas  

sebaga imana  yang  dimaksudkan  dalam keten tuan  a quo ,  Tergugat  

harus lah  cermat  dan/a tau  te l i t i  karena  penataan  batas  

dimaksudkan  agar  t i dak  te r j ad i  masalah  yang  t imbu l  

d ikemudian  har i  yang  mengak iba tkan  ket i dakpas t i an  batas  

dian ta ra  pemegang hak  ;

Menimbang,  bahwa dalam sengketa  in  casu  Tergugat  t i dak  

dapat  membukt i kan  dipe rs i dangan  ten tang  ber i t a  acara  

perse tu j uan  batas  dimaksud,  o leh  karenanya  menuru t  Maje l i s  

Hakim  Tergugat  te l ah  melanggar  keten tuan  Pasa l  20  ayat  (1 )  

Pera tu ran  Pemer in tah  Nomor  24 Tahun 1997 Tentang  Pendaf ta ran  

Tanah  maupun  Pera tu ran  Menter i  Agrar i a  Kepala  Badan  

Per tanahan  Nasiona l  Nomor  3 Tahun 1997 Pasa l  14 ayat  (6 )  dan  

ayat  (7 )  ;

Menimbang,  bahwa dalam pers idangan ,  saks i  atas  nama J.  

S.  Serpara  (mantan  Kakanwi l  BPN  Prov ins i  Papua)  te l ah  

member ikan  kesaks ian  dibawah  jan j i  bahwa  te rhadap  sengketa  

in  l i t i s ,  yang  bersangku tan  te lah  memer iksa  dokumen- dokumen 

yang  ada,  namun  t i dak  di temukan  satu  dokumenpun  yang  

mendukung  te rhadap  objek  sengketa  yang  d i t e r b i t k an  ;

Menimbang,  bahwa sebaga i  Badan  Tata  Usaha  Negara  yang  

berwenang  menerb i t kan  ser t i p i k a t  tanah ,  maka  Tergugat  

d iha ruskan  melakukan  pene l i t i a n  data  yur i d i s  seh ingga  t i dak  

te r j ad i  pencata tan  yang  sa lah  dan  te rhadap  penataan  batas  

tanah  yang  diukur ,  menuru t  pera tu rannya  harus lah  

di t anda tangan i  o leh  pemi l i k  tanah  yang  berba tasan  langsung  

dan harus  dimuat  da lam ber i t a  acara  penataan  batas ,  seh ingga  

kepast i an  ser ta  keakura tan  datanya  dapat  te r j am in  ;

Menimbang,  bahwa  dar i  bukt i - bukt i  maupun  kete rangan  
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Kepal a, . . . . . /
saks i  yang  berka i t an  dengan  r i sa l ah  data  f i s i k  dan  penataan  

batas  a  quo  Tergugat  t i dak  dapat  membukt i kan  satupun  bukt i  

da lam  menerb i t kan  objek  sengketa  a  quo  o leh  karena  i t u  

menuru t  Maje l i s  Hakim  t i ndakan  Tergugat  te lah  ber ten tangan  

dengan  keten tuan  yang  di te t apkan  baik  da lam  Pera tu ran  

Pemer in tah  maupun  dalam  Pera tu ran  Menter i  Agrar i a /Kepa la  

Badan Per tanahan  Nasiona l  ;

Menimbang,  bahwa  keten tuan  yang  mengatu r  ten tang  

pengumuman  data  f i s i k  dan  data  yur i d i s  d i t en tukan  dalam 

Pasa l  26  Pera tu ran  Pemer in tah  Nomor  24  Tahun  1997  Tentang  

Pendaf ta ran  Tanah yang  berbuny i  :

Pasa l  26 :

Ayat  (1 ) :

daf ta r  i s i an  sebaga imana  yang  dimaksud  dalam 
Pasal  25  ayat  (2 )  beser ta  pata  bidang  atau  
bidang- bidang  tanah  yang  bersangku tan  sebaga i  
has i l  pengukuran  sebaga imana  dimaksud  da lam Pasa l  
20 ayat  (1 )  d iumumkan se lama 30 ( t i ga  pu luh )  har i  
da lam pendaf ta ran  tanah  secara  s is t emat i k  atau  60  
(enam puluh)  har i  da lam  pendaf ta ran  tanah  secara  
sporad i c  untuk  member ikan  kesempatan  kepada  pihak  
yang  berkepen t i ngan  mengajukan  kebera tan  ;

Ayat  (2 ) :

pengumuman  sebaga imana  dimaksud  dalam  ayat  (1 )  
d i l akukan  dikan to r  pan i t i a  a jud i kas i  dan  kanto r  
Kepala  Desa/Ke lu rahan  le tak  tanah  yang  
bersangku tan  dalam  pendaf ta r an  tanah  secara  
s is t emat i k  atau  di  kanto r  Per tanahan  dan  Kanto r  
Kepala  Desa/Ke lu rahan  da lam  pendaf ta ran  tanah  
secara  sporad i c  ser ta  di tempat  la i n  yang  dianggap  
per l u  ;

Menimbang  bahwa,  secara  tekn i s  te rhadap  pengumuman yang  

dimaksudkan  dalam  Pera tu ran  Pemer in tah  Nomor  24  Tahun  1997  

Tentang  Pendaf ta ran  Tanah,   te lah   d ipe r j e l a s   dengan   Pasa l  

63 Pera tu ran  Menter i  Agrar i a

Kepala  Badan  Per tanahan  Nasiona l  Nomor  3 Tahun  1997  Tentang  
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Keten tuan  Pelaksanaan  Pera tu ran  Pemer in tah  Nomor  24  Tahun  

1997 Tentang  Pendaf ta ran  Tanah ;

Menimbang,  bahwa  Tergugat  t i dak  dapat  membukt i kan  

dipe rs i dangan  ten tang  pengumuman dimaksud  ;

Menimbang,  bahwa  tu juan  di l akukannya  pengumuman  data  

f i s i k  dan  data  yur i d i s  o leh  Tergugat  agar  memenuhi  asas  

pub l i s i t a s .    Oleh  karenanya  Tergugat  d i tun tu t  agar  membuat  

pengumuman yang  dapat  d i l i h a t  secara  je l as / t r a nspa ran  yang  

di t empe lkan  pada  tempat  pub l i k  seper t i  Kanto r  Kepala  Desa,  

dan  bahkan  te rhadap  permohonan  ser t i p i k a t  secara  sporad i k ,  

menuru t  Keten tuan  Pera tu ran  Menter i  Agrar i a  Kepala  Badan  

Per tanahan  Nasiona l  Nomor  3 Tahun  1997,  Pengumuman te rsebu t  

sedapat  mungkin  dimuat  pada  media  cetak .   Bahwa  Tergugat  

t i dak  dapat  membukt i kan  d ipe rs i dangan  ten tang  pengumuman 

dimaksud  ;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Tergugat  t i dak  dapat  

membukt i kan  pengumuman data  f i s i k  dan  data  yur i d i s  a  quo 

maka  te rbuk t i  Tergugat  da lam  menerb i t kan  objek  sengketa  a  

quo  te l ah  ber ten tangan  dengan  keten tuan  yang  te l ah  

di t e t apkan  baik  da lam  Pera tu ran  Pemer in tah  maupun  dalam 

Pera tu ran  Menter i  Agrar i a /Kepa la  Badan Per tanahan  Nasiona l  ;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  per t imbangan- per t imbangan  

hukum di  atas  dihubungkan  dengan  pera tu ran  dasarnya ,  Maje l i s  

Hakim  berpendapat  bahwa t i ndakan  Terguga t  da lam menerb i t kan  

obyek  sengketa  a  quo  ada lah  t i ndakan  yang  caca t  yur i d i s ,  

yang  mana te rbuk t i  ber ten tangan  dengan  Pera tu ran  Pemer in tah  

Nomor  24  Tahun  1997  ten tang  Pendaf ta ran  Tanah  dan  Pera tu ran  

Menter i  Agrar i a  Kepala  Badan  Per tanahan  Nasiona l  Nomor  3 

Tahun  1997  Tentang  Keten tuan  Pelaksanaan  Pera tu ran  

Pemer in tah  Nomor  24  Tahun  1997  Tentang  Pendaf ta ran  Tanah  

seh ingga  dapat  d ika takan  Tergugat  t i dak  prosedura l  da lam 

menerb i t kan  objek  sengketa  a  quo  seh ingga  sangat  bera lasan  

hukum apab i l a  ob jek  sengketa  in  l i t i s  d iba ta l kan  ;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  ser t i p i k a t  -  ser t i p i k a t  

induk  yang  menjad i  ob jek  sengke ta  in  casu  d inya takan  bata l ,  

maka  te rhadap  semua  pemecahannya  juga  harus lah  dinya takan  

bata l  ;
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Menimbang,  bahwa  sete lah  dipe r t imbangkan  oleh  Maje l i s  

Hakim  berka i t an  dengan   penerb i t an   ob jek   sengketa   yang  

te lah  te rbuk t i  t i dak  prosedura l ,   maka

te rhadap  pelanggaran  Asas- Asas  Umum Pemer in tahan  Yang  Baik  

sebaga imana  yang  dinya takan  o leh  Penggugat  da lam gugatannya  

t i dak  dipe r t imbangkan  lag i  o leh  Maj l i s  Hakim ;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  ser t i p i k a t - ser t i p i k a t  

ob jek  sengke ta  d inya takan  bata l ,  maka  bera lasan  hukum j i ka  

kepada  Tergugat  d iwa j i bkan  untuk  mencabut  ob jek  sengketa  in  

l i t i s  ;

Menimbang,  bahwa  te rhadap  Penetapan  permohonan  

Penundaan  yang  dimin takan  oleh  Penggugat  da lam  gugatannya  

dipe r t imbangkan  o leh  Maje l i s  Hakim sebaga i  ber i ku t  ;

Menimbang,  bahwa  dalam  da l i l  gugatannya  Penggugat  

meminta  agar  ob jek  sengketa  d i t unda  daya  ber lakunya  sampai  

putusan  a  quo  mempero leh  kekuatan  hukum te tap  ;  bahwa pada  

pr ins i pnya ,  penundaan  dalam sengketa  ta ta  usaha  negara  harus  

mengacu  pada  keten tuan  pasa l  67  Undang- Undang  Nomor  5 Tahun  

1986  J0,  Undang- Undang Nomor  51 Tahun 2009 Tentang  Perad i l an  

Tata  Usaha Negara  ;

Menimbang,  bahwa  sete lah  Maje l i s  Hakim  mencermat i  

berkas  perkara  maupun  fak ta - fak ta  yang  te rungkap  

dipe rs i dangan ,  maka  Maje l i s  Hakim  t i dak  menemukan 

kepent i ngan  Penggugat  yang  mendesak  sebaga imana  yang  

diha ruskan  dalam keten tuan  penundaan  a quo  ;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  t i dak  ada  kepent i ngan  

Penggugat  yang  sangat  mendesak  berka i t an  dengan  sengketa  in  

l i t i s ,  maka  te rhadap  permohonan  penundaan  yang  d imin takan  

oleh  Penggugat  harus lah  dinya takan  di to l a k  ;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  ura ian  per t imbangan  di  

atas  dengan  demik ian  se lu ruh  dal i l  gugatan  Penggugat  te lah  

te rbuk t i  o leh  karena  i t u  harus lah  gugatan  Penggugat  

dikabu l kan  untuk  se lu ruhnya  ;
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Memper hat i kan, . . . . . /

Menimbang,  bahwa  te rhadap  bukt i - bukt i  sura t  maupun 

kete rangan  saks i  yang  t i dak  dipe r t imbangkan  oleh  Maje l i s  

Hakim  te tap  di l amp i r kan  dalam berkas  perkara  sebaga i  bag ian  

dalam perkara  in  l i t i s  ;  

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  gugatan  Penggugat  

dikabu l kan  untuk  se lu ruhnya  maka,  b iaya  yang  t imbu l  da lam 

perkara  in  casu  dibebankan  kepada  Terguga t ,  Tergugat  I I  

In te r vens i  1,  Tergugat  I I  In te r vens i  2,  Tergugat  I I  

In te r vens i  3,  Tergugat  I I  In te r vens i  4  ser ta  Tergugat  I I  

In te r vens i  5  secara  tanggung  ren teng  yang  besa rn ya  akan  

di t e t apkan  dalam amar  putusan  in i ;  

Memperhat i kan  keten tuan  Pasal - Pasal   da lam   Undang-

Undang   Nomor  51 Tahun  2009  Tentang  Perubahan  Kedua  Atas  

Undang- Undang  Nomor:  5  Tahun  1986  Tentang  Perad i l an  Tata  

Usaha  Negara ,  Pera tu ran  Pemer in tah  Nomor  24  Tahun  1997  

Tentang  Pendaf ta ran  Tanah  dan  Pera tu ran  Perundang- undangan  

la i nnya  yang  bersangku tan  dengan perkara  in i  ;  

M E N G A D I  L I

DALAM PENUNDAAN :

Menolak  Permohonan  Penundaan  Yang  Dimohonkan  Oleh  

Penggugat  ;

DALAM EKSEPSI  :  

- Menyatakan  Eksepsi  Dari  Tergugat  I I  In te rvens i  1 

Tentang  Kewenangan  Mengadi l i  Tidak  Diter ima  ;  

- Menyatakan  Menolak  Eksepsi  Lainnya  Dar i  Tergugat ,  

Tergugat  I I  In te rvens i  1,  Tergugat  I I  In te rvens i  2,  

Tergugat  I I  In te rvens i  3 dan Tergugat  I I  In te rvens i  4 ;  

DALAM POKOK PERKARA :  

1. Mengabulkan  Gugatan  Penggugat  Untuk  Seluruhnya  ;  
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t anggal , . . . . . /

2. Menyatakan  Bata l  Sert ip ika t  Hak Mil ik  Yang Diterb i t kan  

Oleh  Tergugat  Berupa :  

I .    Ser t i f i k a t   Hak  Mi l i k   Nomor:  1342/Desa  Kel .  Hinekombe 

tangga l   31  Desember  2004,  Sura t  Ukur  Nomor:  

226/HKB/2004  tangga l  29  Desember  2004,  se luas  5.000  M2.  

atas  nama Ronnie  Wirdan ,  yang  te l ah  d ipecah  menjad i :  

1. Ser t i p i k a t / Buku   Tanah  Hak  Mi l i k  Nomor:  2071  /  Desa 

Kel .  Hinekombe  tangga l  22   Apr i l  2009,  Sura t  Ukur  

Nomor:  31/HKB/2009  tangga l  06 Maret  2009  se luas  208 M2,  

atas  nama  AGUS  KOGOYA;  

2. Ser t i p i k a t / Buku   Tanah   Hak  Mi l i k  Nomor:  2097  /  

Desa.Ke l .  Hinekombe  tangga l  22  Apr i l  2009,  Sura t  Ukur  

Nomor:  57/HKB/2009  tangga l  06  Maret  2009   se luas  160  

M2,  atas  nama Tuan  Mustaq in  Hak  Tanggungan  PT.  Bank  

Rakyat  Indones ia  (Persero )  d i  Jakar ta ;  

3. Ser t i p i k a t / Buku    Tanah   Hak  Mi l i k    Nomor  :  2098  /  

Desa  Kel .   Hinekombe

tangga l  22  Apr i l  2009,  Sura t  Ukur  Nomor:  58/HKB/2009  

tangga l  06  Maret  2009   se luas  160  M2,  atas  nama Ronnie  

Wirdan ;  

4. Ser t i p i k a t / Buku   Tanah   Hak  Mi l i k  Nomor:  2099  /  Desa  

Kel .   Hinekombe   tangga l   22  Apr i l  2009,  Sura t  Ukur  

Nomor:  59/HKB/2009  tangga l  06  Maret  2009   se luas  160  

M2,  atas  nama  Ronnie  Wirdan ;  

5. Ser t i p i k a t / Buku  Tanah  Hak  Mi l i k  Nomor:  2100/Desa  Kel .  

Hinekombe  tangga l  22  Apr i l  2009,  Sura t  Ukur  Nomor:  

60/HKB/2009  tangga l  06  Maret  2009,  se luas  160  M2,  atas  
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nama  Edward  Hasudungan  M.S.  Hak  Tanggungan  PT.  Bank  

Tabungan  Negara  (Perse ro )  d i  Jakar ta  ;  

6. Ser t i p i k a t / Buku   Tanah   Hak  Mi l i k  Nomor:  2101  /  Desa  

Kel .  Hinekombe tangga l  22 Apr i l  2009,  Sura t  Ukur  Nomor:  

61/HKB/2009  tangga l  06  Maret  2009   se luas  160  M2,  atas  

nama  Ronnie  Wirdan  ;  

7. Ser t i p i k a t / Buku   Tanah   Hak  Mi l i k  Nomor:  2102  /  

Desa.Ke l .  Hinekombe  tangga l  22  Apr i l  2009,  Sura t  Ukur  

Nomor:  62/HKB/2009  tangga l  06  Maret  2009,  se luas  160  

M2,  atas  nama  Adnan  D.S.  ;  

8. Ser t i p i k a t / Buku   Tanah   Hak  Mi l i k  Nomor:  2103  /  Desa  

Kel .  Hinekombe tangga l  22 Apr i l  2009,  Sura t  Ukur  Nomor:  

63/HKB/2009  tangga l  06  Maret  2009   se luas  160  M2,  atas  

nama  Eny  Nuryant i  ;  

9. Ser t i p i k a t / Buku  Tanah   Hak  Mi l i k  Nomor:  2104  /  

Desa.Ke l .  Hinekombe  tangga l  22  Apr i l  2009,  Sura t  Ukur  

Nomor:  64/HKB/2009  tangga l  06  Maret  2009   se luas  160  

M2,  atas  nama  Dokter  Frans  Hak  Tanggungan  PT.  Bank  

Mandi r i  (Perse ro )  d i  Jakar ta  ;  

10. Ser t i p i k a t / Buku  Tanah  Hak  Mi l i k  Nomor:  2105/Desa  Kel .  

Hinekombe  tangga l  22  Apr i l  2009,  Sura t  Ukur  Nomor:  

65/HKB/2009  tangga l  06  Maret  2009  se luas  224  M2,  atas  

nama  Ronnie  Wirdan ;  

11. Ser t i p i k a t / Buku  Tanah  Hak  Mi l i k  Nomor:  2106/Desa  Kel .  

Hinekombe  tangga l  22  Apr i l  2009,  Sura t  Ukur  Nomor:  

66/HKB/2009  tangga l  06  Maret  2009  se luas  155  M2,  atas  

nama Alv in  Abraham   Lynda l l  Maukar  Hak Tanggungan  PT.  

Bank  Mandi r i  (Persero )  d i  Jakar ta  ;  

12. Ser t i p i k a t / Buku  Tanah  Hak  Mi l i k  Nomor:  2107/Desa  Kel .  

Hinekombe  tangga l  22    Apr i l  2009,  Sura t  Ukur  Nomor:  

67/HKB/2009  tangga l  06  Maret  2009,  se luas  165  M2,  atas  
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2009, . . . . . /

nama  Ronnie  Wirdan  ;  

13. Ser t i p i k a t / Buku  Tanah  Hak  Mi l i k  Nomor:  2108/Desa  Kel .  

Hinekombe  tangga l  22  Apr i l  2009,  Sura t  Ukur  Nomor:  

68/HKB/2009  tangga l  06  Maret  2009,  se luas  165  M2,  atas  

nama  Ronnie  Wirdan  ;  

14. Ser t i p i k a t / Buku   Tanah   Hak   Mi l i k  Nomor:  2109/Desa  

Kel .  Hinekombe  tangga l  22  Apr i l  2009,   Sura t  Ukur  

Nomor:  69/HKB/2009   tangga l  06  Maret

2009   se luas  174  M2,  atas  nama  Tanj t e  Kissya  Hak 

Tanggungan  PT.  Bank  Tabungan  Negara  (Perse ro )  d i  

Jakar ta  ;   

15. Ser t i p i k a t / Buku  Tanah  Hak  Mi l i k  Nomor:  2110/Desa  Kel .  

Hinekombe  tangga l  22  Apr i l  2009,  Sura t  Ukur  Nomor:  

70/HKB/2009  tangga l  06  Maret  2009  se luas  165  M2,  atas  

nama  Ronnie  Wirdan  ;  

16. Ser t i p i k a t / Buku  Tanah  Hak  Mi l i k  Nomor:  2111/Desa  Kel .  

Hinekombe  tangga l  22  Apr i l  2009,  Sura t  Ukur  Nomor:  

71/HKB/2009  tangga l  06  Maret  2009   se luas  165  M2,  atas  

nama  Ronnie  Wirdan  ;  

17. Ser t i p i k a t / Buku  Tanah  Hak  Mi l i k  Nomor:  2112/Desa  Kel .  

Hinekombe  tangga l  22  Apr i l  2009,  Sura t  Ukur  Nomor:  

72/HKB/2009  tangga l  06  Maret  2009   se luas  165  M2,  atas  

nama  Ronnie  Wirdan  ;  

I I .   Ser t i f i k a t   Hak   Mi l i k  Nomor  :  1355  /Desa  Kel .  

Hinekombe  tangga l   31  Desember  2004,  Sura t  Ukur  Nomor:  

225/HKB/2004  tangga l  29  Desember  2004  se luas  5.000  M2 

atas  nama  Ronnie  Wirdan ,  yang  te lah  d ipecah  menjad i :
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14 November , . . . . . /

1. Ser t i p i k a t / Buku  Tanah Hak Mi l i k  Nomor:  1779/Desa  Kel .  

Hinekombe tangga l  07 Desember  2007,  Sura t  Ukur  Nomor:  

75/HKB/2007  tangga l  14  November  2007  se luas  82  M2 

atas  nama  JONI  WAHYUDI;

2. Ser t i p i k a t / Buku   Tanah   Hak  Mi l i k  Nomor:  1780/Desa  

Kel .  Hinekombe  tangga l  07  Desember  2007,  Sura t  Ukur  

Nomor:  76/HKB/2007  tangga l  14 November  2007 se luas  82 

M2 atas  nama Ny.  Masr i yah ,  Hak  Tanggungan  PT.  Bank  

Rakyat  Indones ia  (perse ro )  d i  Jakar t a  ;  

3. Ser t i p i k a t / Buku   Tanah   Hak  Mi l i k  Nomor:  1781/Desa  

Kel .  Hinekombe  tangga l  07  Desember  2007,  Sura t  Ukur  

Nomor:  77/HKB/2007  tangga l  14 November  2007 se luas  82 

M2 atas   nama Rabi t ,  Hak Tanggungan  PT.  Bank  Rakyat  

Indones ia  (perse ro )  d i  Jakar t a  ;  

4. Ser t i p i k a t / Buku   Tanah   Hak  Mi l i k   Nomor:  1782/Desa  

Kel .  Hinekombe  tangga l  07  Desember  2007,  Sura t  Ukur  

Nomor:  78/HKB/2007  tangga l  14 November  2007 se luas  82 

M2  atas  nama   Ny.  Aty  Bau  ;

5. Ser t i p i k a t / Buku   Tanah   Hak  Mi l i k   Nomor:  1783/Desa  

Kel .  Hinekombe  tangga l  07  Desember  2007,  Sura t  Ukur  

Nomor:  79/HKB/2007  tangga l  14 November  2007 se luas  82 

M2 atas   nama Ny.  Nawat i  Hak  Tanggungan  PT.  Bank  

Rakyat  Indones ia  (perse ro )  d i  Jakar t a  ;

6. Ser t i p i k a t / Buku  Tanah Hak Mi l i k  Nomor:  1784/Desa  Kel .  

Hinekombe  tangga l   07   Desember  2007,   Sura t  Ukur  

Nomor:  80/HKB/2007  tangga l

14  November  2007  se luas  82  M2  atas  nama  Haj i  

Saparudd in  Hak Tanggungan  di  PT.  Bank Tabungan  Negara  
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(Perse ro )  d i  Jakar ta  ;  

7. Ser t i p i k a t / Buku  Tanah hak  Mi l i k  Nomor:  1785/Desa  Kel .  

Hinekombe tangga l  07 Desember  2007,  Sura t  Ukur  Nomor:  

81/HKB/2007  tangga l  14  November  2007  se luas  82  M2 

atas  nama  Ny.  Sr i  Nings ih ;  

8. Ser t i p i k a t / Buku  Tanah Hak Mi l i k  Nomor:  2072/Desa  Kel .  

Hinekombe  tangga l  22  Apr i l  2009,  Sura t  Ukur  Nomor:  

32/HKB/2007  tangga l  06  Maret  2009,  se luas  81 M2 atas  

nama Susanto  Hak Tanggungan  PT.  Bank  Tabungan  Negara  

(Perse ro )  d i  Jakar ta  ;  

9. Ser t i p i k a t / Buku  Tanah Hak Mi l i k  Nomor:  2073/Desa  Kel .  

Hinekombe  tangga l  22  Apr i l  2009,  Sura t  Ukur  Nomor:  

33/HKB/2007  tangga l  03  Maret  2009  se luas  108  M2 atas  

nama Resbe l t a .  NS Hak Tanggungan  PT.  Bank Pembangunan  

Daerah  Papua  (Perse ro )  d i  Jayapura ;  

10. Ser t i p i k a t / Buku  Tanah  Hak  Mi l i k  Nomor:  2074/Desa  

Kel .  Hinekombe  tangga l  22  Apr i l  2009,  Sura t  Ukur  

Nomor:  34/HKB/2007 '  tangga l  03  Maret  2009  se luas  135  

M2 atas  nama Yan Bonay,  SH. ,  Hak Tanggungan  PT.  Bank  

Tabungan  Negara  (Perse ro )  d i  Jakar ta ;  

11. Ser t i p i k a t / Buku  Tanah  Hak  Mi l i k  Nomor:  2075/Desa  

Kel .  Hinekombe  tangga l  22  Apr i l  2009,  Sura t  Ukur  

Nomor:  35/HKB/2007  tangga l  03 Maret  2009 se luas  81 M2 

atas  nama  Ny.  Minars i h  Hak  Tanggungan  PT.  Bank  

Tabungan  Negara  (Perse ro )  d i  Jakar ta ;  

12. Ser t i p i k a t / Buku  Tanah  Hak  Mi l i k  Nomor:  2076/Desa  

Kel .  Hinekombe  tangga l  22  Apr i l  2009,  Sura t  Ukur  

Nomor:  36/HKB/2007  tangga l  03 Maret  2009 se luas  81 M2 

atas  nama  Yul i t a  Gebze  ;  

13. Ser t i p i k a t / Buku  Tanah  Hak  Mi l i k  Nomor:  2077/Desa  

Kel .  Hinekombe  tangga l  22  Apr i l  2009,  Sura t  Ukur  
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t anggal , . . . . . /

Nomor:  37/HKB/2007  tangga l  03  Maret  2009  se luas  135  

M2  atas  nama  Fauzy;

14. Ser t i p i k a t / Buku  Tanah  Hak  Mi l i k  Nomor:  2078/Desa  

Kel .  Hinekombe  tangga l  22  Apr i l  2009,  Sura t  Ukur  

Nomor:  38/HKB/2007  tangga l  03  Maret  2009  se luas  135  

M2  atas  nama  Ny.  Dewi ;  

15. Ser t i p i k a t / Buku  Tanah  Hak  Mi l i k  Nomor:  2079/Desa  

Kel .  Hinekombe  tangga l  22  Apr i l  2009,  Sura t  Ukur  

Nomor:  39/HKB/2007  tangga l  06 Maret  2009 se luas  81 M2 

atas  nama  Ronnie  Wirdan ;  

16. Ser t i p i k a t / Buku  Tanah  Hak  Mi l i k  Nomor:  2080/Desa  

Kel .  Hinekombe  tangga l  22  Apr i l  2009,  Sura t  Ukur  

Nomor:  40/HKB/2007  tangga l  06 Maret  2009 se luas  81 M2 

atas  nama  Ronnie  Wirdan ;  

17. Ser t i p i k a t / Buku  Tanah  Hak  Mi l i k   Nomor  :  2081/Desa  

Kel .   Hinekombe

tangga l  22  Apr i l  2009,  Sura t  Ukur  Nomor:  41/HKB/2007  

tangga l  06  Maret  2009  se luas  81  M2 atas  nama Ronnie  

Wirdan ;  

18. Ser t i p i k a t / Buku  Tanah  Hak  Mi l l k  Nomor:  2082/Desa  

Kel .  Hinekombe  tangga l  22  Apr i l  2009,  Sura t  Ukur  

Nomor:  42/HKB/2007  tangga l  06 Maret  2009 se luas  81 M2 

atas  nama  Ronnie  Wirdan ;  

19. Ser t i p i k a t / Buku  Tanah  Hak  Mi l i k  Nomor:  2083/Desa  

Kel .  Hinekombe  tangga l  22  Apr i l  2009,  Sura t  Ukur  

Nomor:  43/HKB/2007  tangga l  06 Maret  2009 se luas  81 M2 

atas  nama  Ronnie  Wirdan  ;  
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20. Ser t i p i k a t / Buku  Tanah  Hak  Mi l i k  Nomor:  2084/Desa  

Kel .  Hinekombe  tangga l  22  Apr i l  2009,  Sura t  Ukur  

Nomor:  44/HKB/2007  tangga l  06 Maret  2009 se luas  81 M2 

atas  nama  Yusuf ,  Hak  Tanggungan  PT.  Bank  Rakyat  

Indones ia  (Perse ro )  d i  Jakar t a  ;  

21. Ser t i p i k a t / Buku  Tanah  Hak  Mi l i k  Nomor:  2085/Desa  

Kel .  Hinekombe  tangga l  22  Apr i l  2009,  Sura t  Ukur  

Nomor:  45/HKB/2007  tangga l  06 Maret  2009 se luas  81 M2 

atas  nama  Ronnie  Wirdan  ;  

22. Ser t i p i k a t / Buku  Tanah  Hak  Mi l i k  Nomor:  2086/Desa  

Kel .  Hinekombe  tangga l  22  Apr i l  2009,  Sura t  Ukur  

Nomor:  46/HKB/2007  tangga l  06 Maret  2009 se luas  81 M2 

atas  nama  Ronnie  Wirdan  ;  

23. Ser t i p i k a t / Buku  Tanah  Hak  Mi l i k  Nomor:  2087/Desa  

Kel .  Hinekombe  tangga l  22  Apr i l  2009,  Sura t  Ukur  

Nomor:  47/HKB/2007  tangga l  06 Maret  2009 se luas  81 M2 

atas  nama  Hotner  J.  Siahaan  ;  

24. Ser t i p i k a t / Buku  Tanah  Hak  Mi l i k  Nomor:  2088/Desa  

Kel .  Hinekombe  tangga l  22  Apr i l  2009,  Sura t  Ukur  

Nomor:  48/HKB/2007  tangga l  06 Maret  2009 se luas  81 M2 

atas  nama  Umar  Hak  Tanggungan  PT.  Bank  Rakyat  

Indones ia  di  Jakar t a  ;  

25. Ser t i p i k a t / Buku  Tanah  Hak  Mi l i k  Nomor:  2089/Desa  

Kel .  Hinekombe  tangga l  22  Apr i l  2009,  Sura t  Ukur  

Nomor:  49/HKB/2007  tangga l  06  Maret  2009  se luas  135  

M2  atas  nama  Ronnie  Wirdan  ;  

26. Ser t i p i k a t / Buku  Tanah  Hak  Mi l i k  Nomor:  2090/Desa  

Kel .  Hinekombe  tangga l  22  Apr i l  2009,  Sura t  Ukur  

Nomor:  5O/HKB/2007  tangga l  06  Maret  2009  se luas  135  

M2  atas  nama  Yul ian to r o  Yogo  Pras towo  ;  

27. Ser t i p i k a t / Buku  Tanah  Hak  Mi l i k  Nomor:  2091/Desa  
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29. Ser t i pi kat , . . . . . /

Kel .  Hinekombe  tangga l  22  Apr i l  2009,  Sura t  Ukur  

Nomor:  51/HKB/2007  tangga l  06  Maret  2009  se luas  135  

M2  atas  nama  Ny.  L is t i a na  Tr ias r i n i  ;  

28. Ser t i p i k a t / Buku  Tanah  Hak  Mi l i k  Nomor:  2092/Desa  

Kel .  Hinekombe  tangga l  22  Apr i l  2009,  Sura t  Ukur  

Nomor:  52/HKB/2007  tangga l  06  Maret  2009  se luas  135  

M2  atas  nama  Ronnie  Wirdan  ;  

29. Ser t i p i k a t / Buku  Tanah  Hak  Mi l i k  Nomor:  2093/Desa  

Kel .  Hinekombe  tangga l  22  Apr i l  2009,  Sura t  Ukur  

Nomor:  53/HKB/2007  tangga l  06  Maret  2009  se luas  135  

M2 atas  nama Even ly  Simon  Hak  Tanggungan  PT.  Bank  

Mandi r i  (Perse ro )  d i  Jakar ta  ;  

30. Ser t i p i k a t / Buku  Tanah  Hak  Mi l i k  Nomor:  2094/Desa  

Kel .  Hinekombe  tangga l  22  Apr i l  2009,  Sura t  Ukur  

Nomor:  54/HKB/2007  tangga l  06  Maret  2009  se luas  135  

M2 atas  nama Abdul  Rahman,  Hak  Tanggungan  PT.Bank  

Tabungan  Negara  (Perse ro )  d i  Jakar ta  ;  

31. Ser t i p i k a t / Buku  Tanah  Hak  Mi l i k  Nomor:  2095/Desa  

Kel .  Hinekombe  tangga l  22  Apr i l  2009,  Sura t  Ukur  

Nomor:  55/HKB/2007  tangga l  06  Maret  2009  se luas  135  

M2  atas  nama  Ronnie  Wirdan  ;  

32. Ser t i p i k a t / Buku  Tanah  Hak  Mi l i k  Nomor:  2096/Desa  

Kel .  Hinekombe  tangga l  22  Apr i l  2009,  Sura t  Ukur  

Nomor:  56/HKB/2007  tangga l  06  Maret  2009  se luas  173  

M2  atas  nama  Eko  Bin to ro  ;  

33. Ser t i p i k a t / Buku  Tanah  Hak  Mi l i k  Nomor:  1947/Desa  

Kel .  Hinekombe  tangga l  20  Agustus  2008,  Sura t  Ukur  

Nomor:  154/HKB/2007  tangga l  03 Ju l i  2008 se luas  81 M2 

atas  nama  Subagyo;  
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Rakyat , . . . . . /

34. Ser t i p i k a t / Buku  Tanah  Hak  Mi l i k  Nomor:  1948/Desa  

Kel .  Hinekombe  tangga l  20  Agustus  2008,  Sura t  Ukur  

Nomor:  155/HKB/2007  tangga l  03 Ju l i  2008 se luas  81 M2 

atas  nama Sukat i  Hak  Tanggungan  PT.  Bank  Tabungan  

Negara  (Perse ro )  d i  Jakar ta  ;

35. Ser t i p i k a t / Buku  Tanah  Hak  Mi l i k  Nomor:  1949/Desa  

Kel .  Hinekombe  tangga l  20  Agustus  2008,  Sura t  Ukur  

Nomor:  156/HKB/2007  tangga l  03 Ju l i  2008 se luas  81 M2 

atas  nama Rukayah;

3. Memerintahkan  Tergugat  Agar  Mencabut  Sert ip ika t  Hak 

Mil ik  Berupa :   

I .    Ser t i f i k a t   Hak  Mi l i k   Nomor:  1342/Desa  Kel .  Hinekombe 

tangga l   31  Desember  2004  dan  Sura t  Ukur  Nomor:  

226/HKB/2004  tangga l  29  Desember  2004,  se luas  5.000  M2.  

atas  nama Ronnie  Wirdan ,  yang  te l ah  d ipecah  menjad i  :  

1. Ser t i p i k a t / Buku   Tanah  Hak  Mi l i k  Nomor:  2071  /  

Desa  Kel .  Hinekombe  tangga l  22   Apr i l  2009,  

Sura t  Ukur  Nomor:  31/HKB/2009  tangga l  06  Maret  

2009  se luas  208  M2,  atas  nama  AGUS KOGOYA;  

2. Ser t i p i k a t / Buku   Tanah   Hak Mi l i k  Nomor:  2097  /  

Desa.Ke l .  Hinekombe tangga l  22 Apr i l  2009,  Sura t  

Ukur  Nomor:  57/HKB/2009  tangga l  06  Maret  2009  

se luas  160  M2,  atas  nama  Tuan  Mustaq in  Hak 

Tanggungan  PT.  Bank

Rakyat  Indones ia  (Persero )  d i  Jakar ta ;  

3. Ser t i p i k a t / Buku   Tanah  Hak  Mi l i k  Nomor:  2098  /  
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Desa Kel .  Hinekombe tangga l  22 Apr i l  2009,  Sura t  

Ukur  Nomor:  58/HKB/2009  tangga l  06  Maret  2009  

se luas  160  M2,  atas  nama  Ronnie  Wirdan ;  

4. Ser t i p i k a t / Buku   Tanah   Hak Mi l i k  Nomor:  2099  /  

Desa  Kel .   Hinekombe   tangga l   22  Apr i l  2009,  

Sura t  Ukur  Nomor:  59/HKB/2009  tangga l  06  Maret  

2009   se luas  160  M2,  atas  nama Ronnie  Wirdan;  

5. Ser t i p i k a t / Buku  Tanah Hak Mi l i k  Nomor:  2100/Desa  

Kel .  Hinekombe tangga l  22 Apr i l  2009,  Sura t  Ukur  

Nomor:  60/HKB/2009  tangga l  06 Maret  2009,  se luas  

160  M2,  atas  nama Edward  Hasudungan  M.S.  Hak 

Tanggungan  PT.  Bank Tabungan  Negara  (Perse ro )  d i  

Jakar ta  ;  

6. Ser t i p i k a t / Buku   Tanah   Hak Mi l i k  Nomor:  2101  /  

Desa Kel .  Hinekombe tangga l  22 Apr i l  2009,  Sura t  

Ukur  Nomor:  61/HKB/2009  tangga l  06  Maret  2009  

se luas  160  M2,  atas  nama  Ronnie  Wirdan  ;  

7. Ser t i p i k a t / Buku   Tanah   Hak Mi l i k  Nomor:  2102  /  

Desa.Ke l .  Hinekombe tangga l  22 Apr i l  2009,  Sura t  

Ukur  Nomor:  62/HKB/2009  tangga l  06  Maret  2009,  

se luas  160  M2,  atas  nama  Adnan  D.S.  ;  

8. Ser t i p i k a t / Buku   Tanah   Hak Mi l i k  Nomor:  2103  /  

Desa Kel .  Hinekombe tangga l  22 Apr i l  2009,  Sura t  

Ukur  Nomor:  63/HKB/2009  tangga l  06  Maret  2009  

se luas  160  M2,  atas  nama  Eny  Nuryan t i  ;  

9. Ser t i p i k a t / Buku  Tanah   Hak  Mi l i k  Nomor:  2104  /  

Desa.Ke l .  Hinekombe tangga l  22 Apr i l  2009,  Sura t  

Ukur  Nomor:  64/HKB/2009  tangga l  06  Maret  2009  

se luas  160  M2,  atas  nama  Dokte r  Frans  Hak 

Tanggungan  PT.  Bank Mandi r i  (Perse ro )  d i  Jakar t a  

;  137
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14. Ser t i pi kat , . . . . . /

10. Ser t i p i k a t / Buku  Tanah  Hak  Mi l i k  Nomor:  

2105/Desa  Kel .  Hinekombe tangga l  22  Apr i l  2009,  

Sura t  Ukur  Nomor:  65/HKB/2009  tangga l  06  Maret  

2009  se luas  224  M2,  atas  nama Ronnie  Wirdan ;  

11. Ser t i p i k a t / Buku  Tanah  Hak  Mi l i k  Nomor:  

2106/Desa  Kel .  Hinekombe tangga l  22  Apr i l  2009,  

Sura t  Ukur  Nomor:  66/HKB/2009  tangga l  06  Maret  

2009  se luas  155  M2,  atas  nama  Alv in  Abraham 

Lynda l l  Maukar  Hak  Tanggungan  PT.  Bank  Mandi r i  

(Perse ro )  d i  Jakar ta  ;  

12. Ser t i p i k a t / Buku  Tanah  Hak  Mi l i k  Nomor:  

2107/Desa  Kel .  Hinekombe  tangga l  22    Apr i l  

2009,  Sura t  Ukur  Nomor:  67/HKB/2009  tangga l  06  

Maret  2009,  se luas  165  M2,  atas  nama  Ronnie  

Wirdan  ;  

13. Ser t i p i k a t / Buku  Tanah  Hak  Mi l i k  Nomor:  

2108/Desa  Kel .  Hinekombe tangga l  22  Apr i l  2009,  

Sura t  Ukur  Nomor:  68/HKB/2009  tangga l  06  Maret  

2009,  se luas  165  M2,  atas  nama Ronnie  Wirdan  ;  

14. Ser t i p i k a t / Buku   Tanah   Hak   Mi l i k  Nomor:  

2109/Desa  Kel .  Hinekombe tangga l  22  Apr i l  2009,  

Sura t  Ukur  Nomor:  69/HKB/2009  tangga l  06  Maret  

2009  se luas  174 M2,  atas  nama Tanj t e  Kissya  Hak 

Tanggungan  PT.  Bank Tabungan  Negara  (Perse ro )  d i  

Jakar ta  ;   

15. Ser t i p i k a t / Buku  Tanah  Hak  Mi l i k  Nomor:  

2110/Desa  Kel .  Hinekombe tangga l  22  Apr i l  2009,  

Sura t  Ukur  Nomor:  70/HKB/2009  tangga l  06  Maret  

2009  se luas  165  M2,  atas  nama Ronnie  Wirdan  ;  
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16. Ser t i p i k a t / Buku  Tanah  Hak  Mi l i k  Nomor:  

2111/Desa  Kel .  Hinekombe tangga l  22  Apr i l  2009,  

Sura t  Ukur  Nomor:  71/HKB/2009  tangga l  06  Maret  

2009   se luas  165 M2,  atas  nama Ronnie  Wirdan  ;  

17. Ser t i p i k a t / Buku  Tanah  Hak  Mi l i k  Nomor:  

2112/Desa  Kel .  Hinekombe tangga l  22  Apr i l  2009,  

Sura t  Ukur  Nomor:  72/HKB/2009  tangga l  06  Maret  

2009   se luas  165 M2,  atas  nama Ronnie  Wirdan  ;  

I I .   Ser t i f i k a t   Hak   Mi l i k  Nomor  :  1355  /Desa  Kel .  

Hinekombe  tangga l   31  Desember  2004,  Sura t  Ukur  Nomor:  

225/HKB/2004  tangga l  29  Desember  2004  se luas  5.000  M2 

atas  nama  Ronnie  Wirdan ,  yang  te lah  d ipecah  menjad i :

1. Ser t i p i k a t / Buku  Tanah Hak Mi l i k  Nomor:  1779/Desa  

Kel .  Hinekombe  tangga l  07  Desember  2007,  Sura t  

Ukur  Nomor:  75/HKB/2007  tangga l  14 November  2007  

se luas  82  M2  atas  nama  JONI  WAHYUDI;

2. Ser t i p i k a t / Buku   Tanah   Hak   Mi l i k  Nomor:  

1780/Desa  Kel .  Hinekombe  tangga l  07  Desember  

2007,  Sura t  Ukur  Nomor:  76/HKB/2007  tangga l  14  

November  2007  se luas  82  M2  atas  nama  Ny.  

Masr i yah ,  Hak  Tanggungan  PT.  Bank  Rakyat  

Indones ia  (perse ro )  d i  Jakar t a  ;  

3. Ser t i p i k a t / Buku   Tanah   Hak  Mi l i k  Nomor:  

1781/Desa  Kel .  Hinekombe  tangga l  07  Desember  

2007,  Sura t  Ukur  Nomor:  77/HKB/2007  tangga l  14  

November  2007 se luas  82 M2 atas   nama Rabi t ,  Hak 

Tanggungan  PT.  Bank  Rakyat  Indones ia  (perse ro )  

d i  Jakar ta  ;  

4. Ser t i p i k a t / Buku   Tanah   Hak   Mi l i k   Nomor:  

1782/Desa  Kel .  Hinekombe  tangga l  07  Desember  

2007,  Sura t  Ukur  Nomor:  78/HKB/2007  tangga l  14  

November  2007  se luas  82  M2 atas  nama  Ny.  Aty  
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6. Ser t i pi kat , . . . . . /

Bau  ;

5. Ser t i p i k a t / Buku   Tanah   Hak   Mi l i k   Nomor:  

1783/Desa  Kel .  Hinekombe  tangga l  07  Desember  

2007,  Sura t  Ukur  Nomor:  79/HKB/2007  tangga l  14  

November  2007 se luas  82 M2 atas   nama Ny.  Nawat i  

Hak  Tanggungan  PT.  Bank  Rakyat  Indones ia  

(perse ro )  d i  Jakar t a  ;

6. Ser t i p i k a t / Buku  Tanah Hak Mi l i k  Nomor:  1784/Desa  

Kel .  Hinekombe  tangga l  07  Desember  2007,  Sura t  

Ukur  Nomor:  80/HKB/2007  tangga l  14 November  2007  

se luas  82  M2 atas  nama  Haj i  Saparudd in  Hak 

Tanggungan  di  PT.  Bank Tabungan  Negara  (Perse ro )  

d i  Jakar ta  ;  

7. Ser t i p i k a t / Buku  Tanah hak  Mi l i k  Nomor:  1785/Desa  

Kel .  Hinekombe  tangga l  07  Desember  2007,  Sura t  

Ukur  Nomor:  81/HKB/2007  tangga l  14 November  2007  

se luas  82  M2  atas  nama  Ny.  Sr i  Nings ih ;  

8. Ser t i p i k a t / Buku  Tanah Hak Mi l i k  Nomor:  2072/Desa  

Kel .  Hinekombe tangga l  22 Apr i l  2009,  Sura t  Ukur  

Nomor:  32/HKB/2007  tangga l  06 Maret  2009,  se luas  

81 M2 atas  nama Susanto  Hak Tanggungan  PT.  Bank  

Tabungan  Negara  (Perse ro )  d i  Jakar ta  ;  

9. Ser t i p i k a t / Buku  Tanah Hak Mi l i k  Nomor:  2073/Desa  

Kel .  Hinekombe tangga l  22 Apr i l  2009,  Sura t  Ukur  

Nomor:  33/HKB/2007  tangga l  03  Maret  2009  se luas  

108 M2 atas  nama Resbe l t a .  NS Hak Tanggungan  PT.  

Bank  Pembangunan  Daerah  Papua  (Perse ro )  d i  

Jayapura ;  
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2009, . . . . . /

10. Ser t i p i k a t / Buku  Tanah  Hak  Mi l i k  Nomor:  

2074/Desa  Kel .  Hinekombe tangga l  22  Apr i l  2009,  

Sura t  Ukur  Nomor:  34/HKB/2007 '  tangga l  03  Maret  

2009 se luas  135 M2 atas  nama Yan Bonay,  SH. ,  Hak 

Tanggungan  PT.  Bank Tabungan  Negara  (Perse ro )  d i  

Jakar ta ;  

11. Ser t i p i k a t / Buku  Tanah  Hak  Mi l i k  Nomor:  

2075/Desa  Kel .  Hinekombe tangga l  22  Apr i l  2009,  

Sura t  Ukur  Nomor:  35/HKB/2007  tangga l  03  Maret  

2009  se luas  81  M2 atas  nama Ny.  Minars i h  Hak 

Tanggungan  PT.  Bank Tabungan  Negara  (Perse ro )  d i  

Jakar ta ;  

12. Ser t i p i k a t / Buku  Tanah  Hak  Mi l i k  Nomor:  

2076/Desa  Kel .  Hinekombe tangga l  22  Apr i l  2009,  

Sura t  Ukur  Nomor:  36/HKB/2007  tangga l  03  Maret  

2009  se luas  81  M2 atas  nama Yul i t a  Gebze  ;  

13. Ser t i p i k a t / Buku  Tanah  Hak  Mi l i k  Nomor:  

2077/Desa  Kel .  Hinekombe tangga l  22  Apr i l  2009,  

Sura t  Ukur  Nomor:  37/HKB/2007  tangga l  03  Maret  

2009  se luas  135  M2  atas  nama  Fauzy ;

14. Ser t i p i k a t / Buku  Tanah  Hak  Mi l i k  Nomor:  

2078/Desa  Kel .  Hinekombe tangga l  22  Apr i l  2009,  

Sura t  Ukur  Nomor:  38/HKB/2007  tangga l  03  Maret  

2009  se luas  135  M2  atas  nama  Ny.  Dewi ;  

15. Ser t i p i k a t / Buku  Tanah  Hak  Mi l i k  Nomor:  

2079/Desa  Kel .  Hinekombe tangga l  22  Apr i l  2009,  

Sura t  Ukur  Nomor:  39/HKB/2007  tangga l  06  Maret  

2009  se luas  81  M2 atas  nama  Ronnie  Wirdan;  

16. Ser t i p i k a t / Buku  Tanah  Hak  Mi l i k  Nomor:  

2080/Desa  Kel .  Hinekombe tangga l  22  Apr i l  2009,  

Sura t  Ukur  Nomor:  40/HKB/2007   tangga l   06 Maret141
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2009 se luas  81 M2 atas  nama Ronnie  Wirdan;  

17. Ser t i p i k a t / Buku  Tanah  Hak  Mi l i k  Nomor:  

2081/Desa  Kel .  Hinekombe tangga l  22  Apr i l  2009,  

Sura t  Ukur  Nomor:  41/HKB/2007  tangga l  06  Maret  

2009  se luas  81  M2 atas  nama  Ronnie  Wirdan;  

18. Ser t i p i k a t / Buku  Tanah  Hak  Mi l l k  Nomor:  

2082/Desa  Kel .  Hinekombe tangga l  22  Apr i l  2009,  

Sura t  Ukur  Nomor:  42/HKB/2007  tangga l  06  Maret  

2009  se luas  81  M2 atas  nama  Ronnie  Wirdan;  

19. Ser t i p i k a t / Buku  Tanah  Hak  Mi l i k  Nomor:  

2083/Desa  Kel .  Hinekombe tangga l  22  Apr i l  2009,  

Sura t  Ukur  Nomor:  43/HKB/2007  tangga l  06  Maret  

2009  se luas  81  M2 atas  nama Ronnie  Wirdan  ;  

20. Ser t i p i k a t / Buku  Tanah  Hak  Mi l i k  Nomor:  

2084/Desa  Kel .  Hinekombe tangga l  22  Apr i l  2009,  

Sura t  Ukur  Nomor:  44/HKB/2007  tangga l  06  Maret  

2009  se luas  81  M2  atas  nama  Yusuf ,  Hak 

Tanggungan  PT.  Bank  Rakyat  Indones ia  (Perse ro )  

d i  Jakar ta  ;  

21. Ser t i p i k a t / Buku  Tanah  Hak  Mi l i k  Nomor:  

2085/Desa  Kel .  Hinekombe tangga l  22  Apr i l  2009,  

Sura t  Ukur  Nomor:  45/HKB/2007  tangga l  06  Maret  

2009  se luas  81  M2 atas  nama Ronnie  Wirdan  ;  

22. Ser t i p i k a t / Buku  Tanah  Hak  Mi l i k  Nomor:  

2086/Desa  Kel .  Hinekombe tangga l  22  Apr i l  2009,  

Sura t  Ukur  Nomor:  46/HKB/2007  tangga l  06  Maret  

2009  se luas  81  M2 atas  nama Ronnie  Wirdan  ;  

23. Ser t i p i k a t / Buku  Tanah  Hak  Mi l i k  Nomor:  
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t anggal , . . . . . /

2087/Desa  Kel .  Hinekombe tangga l  22  Apr i l  2009,  

Sura t  Ukur  Nomor:  47/HKB/2007  tangga l  06  Maret  

2009 se luas  81 M2 atas  nama Hotner  J.  Siahaan  ;  

24. Ser t i p i k a t / Buku  Tanah  Hak  Mi l i k  Nomor:  

2088/Desa  Kel .  Hinekombe tangga l  22  Apr i l  2009,  

Sura t  Ukur  Nomor:  48/HKB/2007  tangga l  06  Maret  

2009  se luas  81 M2 atas  nama Umar  Hak Tanggungan  

PT.  Bank  Rakyat  Indones ia  di  Jakar ta  ;  

25. Ser t i p i k a t / Buku  Tanah  Hak  Mi l i k  Nomor:  

2089/Desa  Kel .  Hinekombe tangga l  22  Apr i l  2009,  

Sura t  Ukur  Nomor:  49/HKB/2007  tangga l  06  Maret  

2009  se luas  135  M2 atas  nama Ronnie  Wirdan  ;  

26. Ser t i p i k a t / Buku  Tanah  Hak  Mi l i k  Nomor:  

2090/Desa  Kel .  Hinekombe tangga l  22  Apr i l  2009,  

Sura t  Ukur  Nomor:  5O/HKB/2007  tangga l  06  Maret  

2009  se luas  135  M2 atas  nama Yul ian to r o  Yogo 

Pras towo  ;  

27. Ser t i p i k a t / Buku  Tanah  Hak  Mi l i k  Nomor:  

2091/Desa  Kel .  Hinekombe tangga l  22  Apr i l  2009,  

Sura t  Ukur  Nomor:  51/HKB/2007  tangga l  06  Maret  

2009  se luas  135  M2  atas  nama  Ny.  L is t i a na  

Tr ias r i n i  ;  

28. Ser t i p i k a t / Buku   Tanah    Hak   Mi l i k   Nomor  :  

2092/Desa   Kel .    Hinekombe

tangga l  22  Apr i l  2009,  Sura t  Ukur  Nomor:  52/HKB/2007  

tangga l  06  Maret  2009  se luas  135  M2 atas  nama Ronnie  

Wirdan  ;  

29. Ser t i p i k a t / Buku  Tanah  Hak  Mi l i k  Nomor:  

2093/Desa  Kel .  Hinekombe tangga l  22  Apr i l  2009,  
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Surat  Ukur  Nomor:  53/HKB/2007  tangga l  06  Maret  

2009  se luas  135  M2 atas  nama Even ly  Simon  Hak 

Tanggungan  PT.  Bank Mandi r i  (Perse ro )  d i  Jakar t a  

;  

30. Ser t i p i k a t / Buku  Tanah  Hak  Mi l i k  Nomor:  

2094/Desa  Kel .  Hinekombe tangga l  22  Apr i l  2009,  

Sura t  Ukur  Nomor:  54/HKB/2007  tangga l  06  Maret  

2009  se luas  135  M2 atas  nama Abdul  Rahman,  Hak 

Tanggungan  PT.Bank  Tabungan  Negara  (Perse ro )  d i  

Jakar ta  ;  

31. Ser t i p i k a t / Buku  Tanah  Hak  Mi l i k  Nomor:  

2095/Desa  Kel .  Hinekombe tangga l  22  Apr i l  2009,  

Sura t  Ukur  Nomor:  55/HKB/2007  tangga l  06  Maret  

2009  se luas  135  M2 atas  nama Ronnie  Wirdan  ;  

32. Ser t i p i k a t / Buku  Tanah  Hak  Mi l i k  Nomor:  

2096/Desa  Kel .  Hinekombe tangga l  22  Apr i l  2009,  

Sura t  Ukur  Nomor:  56/HKB/2007  tangga l  06  Maret  

2009  se luas  173  M2 atas  nama Eko  Bin to ro  ;  

33. Ser t i p i k a t / Buku  Tanah  Hak  Mi l i k  Nomor:  

1947/Desa  Kel .  Hinekombe  tangga l  20  Agustus  

2008,  Sura t  Ukur  Nomor:  154/HKB/2007  tangga l  03 

Ju l i  2008  se luas  81  M2 atas  nama  Subagyo;  

34. Ser t i p i k a t / Buku  Tanah  Hak  Mi l i k  Nomor:  

1948/Desa  Kel .  Hinekombe  tangga l  20  Agustus  

2008,  Sura t  Ukur  Nomor:  155/HKB/2007  tangga l  03 

Ju l i  2008  se luas  81  M2 atas  nama  Sukat i  Hak 

Tanggungan  PT.  Bank Tabungan  Negara  (Perse ro )  d i  

Jakar ta  ;  

35. Ser t i p i k a t / Buku  Tanah  Hak  Mi l i k  Nomor:  

1949/Desa  Kel .  Hinekombe  tangga l  20  Agustus  

2008,  Sura t  Ukur  Nomor:  156/HKB/2007  tangga l  03 

Ju l i  2008  se luas  81  M2 atas  nama  Rukayah;  
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ADI , . . . . . /4. Menghukum Tergugat ,  Tergugat  I I  In tervens i  1,  Tergugat  

I I  In te rvens i  2,  Tergugat  I I  In tervens i  3,  Tergugat  I I  

In tervens i  4  dan  Tergugat  I I  In te rvens i  5  Secara  

Tanggung  Renteng  Untuk  Membayar  Biaya  Perkara  Yang 

Dite tapkan  Sebesar  Rp.  6.923 .000 , -  (Enam Juta  Sembi lan  

Ratus  Dua Puluh Tiga  Ribu Rupiah)  ;

Demik ian  d ipu tuskan  da lam  Rapat  Permusyawara tan  Maje l i s  

Hakim  Pengadi l an  Tata  Usaha  Negara  Jayapura   pada  har i  

Kamis ,  tangga l  17  Pebruar i  2011,  yang  te rd i r i  dar i  ASMIN 

SIMANJORANG,  SH. ,  Ketua  Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  

Jayapura   sebaga i   Hakim  Ketua   Maje l i s ,  YUSUF NGONGO, SH. ,  

dan  TAUFIK

ADI  PRIYANTO,  SH. ,  masing- masing  sebaga i  Hakim  Anggota .  

Putusan  mana  diucapkan  dalam   pers i dangan   yang   te rbuka  

untuk   umum  pada   har i  i t u  juga  oleh  Hakim  Ketua  Maje l i s  

dengan  didamping i  o leh  Hakim- Hakim  Anggota  te rsebu t  d ia tas  

dengan  diban tu  oleh  ADE  RUDIANTO Pani te ra  Penggant i  

Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Jayapura  yang  dihad i r i  o l eh 

Penggugat ,  Tergugat  I I  In te r vens i  1,   Tergugat  I I  In te r vens i  

2,  Tergugat  I I  In te r vens i  4,  dan  Terguga t  I I  In te r vens i  5  

ser ta  tanpa  dihad i r i  o leh  Tergugat  dan  Tergugat  I I  

In te r vens i  3 ;  

      HAKIM  ANGGOTA  I ,  

HAKIM KETUA MAJELIS,

                  t . t . d .  

t . t . d .

       YUSUF NGONGO,  S.H.                       ASMIN 

SIMANJORANG,  S.H.
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Per i nci an, . . . . . /

         

HAKIM ANGGOTA I I ,

          t . t . d .

   TAUFIK  ADI  PRIYANTO, S.H.     

    PANITERA PENGGANTI,

  

t . t . d .

       

         ADE RUDIANTO

Per inc i an  Biaya  Perkara  ;  

1

.

Biaya  Pendaf ta ran  Permohonan  

Gugatan  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Rp

.

    30.000

, -

2

.

Biaya  

Panggi l an   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Rp

.

6.810 .000 ,
-

3

.

Matera i  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Rp

.

    48.000
, -
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4

.

Redaks i  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Rp

.

    35.000
, -

J U M L A H Rp

.

6.923 .000 ,
-

    (Enam Juta  Sembi lan  Ratus  Dua Puluh  Tiga  Ribu  Rupiah)  ;
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